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ABSTRACT 

The Policy Implementation of Indonesian Identity Card (KTP-el) 
at Subdistrict of North Putussibau Kapuas Hulu Regency 

Margaretha Herawati 
Open University 

Margaretha.map@gmail.com 

The implementation Policy of Electronic Identity Card (KTP-el) in the district of 
North Putussibau Kapuas Hulu until the 2nd semester of 2014 just reached 
79.32% of the total compulsory population of KTP-el. Therefore, the North 
Putussibau was in the category of sub-district that has not been able to implement 
the policy of recording KTP-el maximally. This study aimed to determine the 
implementing organization, interpretation and application of the implementation 
of policy KTP-el. The approach of this research was using qualitative descriptive 
approach. The focus of this study was to reveal the process of policy 
implementation of Indonesian Identity Card (KTP-el) in sub-district of North 
Putussibau Kapuas Hulu by conducting in-depth studies on the factors that 
influence the policy implementation process, namely the organization, 
interpretation and application. The informants of this research were the program 
implementers (Local Government Kapuas Hulu and implementing operator) as 
well as compulsory community of KTP-el. The results showed several causes of 
less maximal achievements on the implementation of the recording KTP-el in the 
sub-district of North Putussibau: the Office of North District Putussibau did not 
implement basic tasks and functions properly, the changing of new operator and 
never got any technical guidance and also the transportation problem. Based on 
the findings of the research, there are some considerations needed: the need for 
guidance and training to operators KTP-el regularly and if there is a replacement 
of KTP-el operator in sub-district, it must be coordinated to the Office of 
Population Registry Kapuas Hulu. Giving the authorization to sub-district 
implementer to print KTP-el, in which it will enable people who live in the remote 
area to go to the capital of sub-district. Thus, the residents do not have to go to 
the Department of Population and Civil Registry which located in the capital of 
District. It is good to reduce the incurred costs by the resident and provide 
convenience for residents and also reduce the workload Department of Population 
and Civil-Registration. 

Keywords: Policy Implementation, Policy KTP-el 
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ABSTRAK 
lmplementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) 

di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu 

Margaretha Herawati 
Universitas Terbuka 

Margaretha.map@gmail.com 

Pelaksanaan Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kecamatan 
Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sampai semester 2 tahun 2014, baru 
mencapai 79,32% dari jumlah penduduk wajib KTP-el. Sehingga Kecamatan 
Putussibau Utara masuk dalam kategori Kecamatan yang belum dapat 
melaksanakan kebijakan perekaman KTP-el secara maksimal. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui Organisasi pelaksana, Interpretasi dan Aplikasi 
implementasi Kebijakan KTP-el. Pendekatan penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu mengungkap proses 
implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten 
Kapuas Hulu dengan mengadakan kajian secara mendalam terhadap Organisasi, 
Interpretasi dan Aplikasi. Infom1an penelitian terdiri dari pelaksana program 
(Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan operator pelaksana) serta 
masyarakat wajib KTP-el. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kurang 
maksimalnya capaian implementasi perekaman KTP-el di Kecamatan Putussibau 
Utara adalah: Kantor Camat Putussibau Utara belum melaksanakan tugas pokok 
dan fungsinya dengan baik, adanya pergantian operator barn dan belum pemah 
mendapatkan bimbingan teknis, dan masalah transportasi. Berdasarkan hasil 
temuan penelitian maka: Perlu adanya bimbingan dan pelatihan kepada operator 
KTP-el secara rutin dan apabila penggantian operator KTP-el di Kecamatan harus 
dikoordinasikan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, 
Kecamatan diberikan wewenang untuk mencetak KTP-el agar penduduk yang 
berada dipedalaman hanya pergi ke Ibukota Kecamatan dengan begitu penduduk 
tidak harus mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di 
Kabupaten untuk mengurangi biaya yang akan dikeluarkan oleh penduduk dan 
memberikan kemudahan bagi penduduk serta mengurangi beban kerja Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan KTP-el 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kecamatan Putussibau Utara 

a. Letak Wilayah 

Kabupaten Kapuas Hulu secara astronomi terletak antara 

0,50 Lintang Utara sampai 1,40 Lintang Selatan dan antara 111,400 

Bujur Barat sampai 114,100 Bujur Timur dengan Ibukota 

Putussibau. Adapun Batas-Batas Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu 

adalah sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara: Berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur) 

2) Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Sintang 

3) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan 

Timur dan Kalimantan Tengah 

4) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan 

Provinsi Kalimantan Tengah 

Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu memanJang dari 

arah Barat ke Timur, dengan jarak tempuh terpanjang ±240 Km 

dan melebar dari Utara ke Selatan ±126,70 Km serta merupakan 

Kabupaten paling Timur di Provinsi Kalimantan Barat. Jarak 

tempuh dari Ibukota Provinsi adalah ±657 Km melalui jalan darat, 

±842 Km melalui jalur aliran sungai Kapuas dan ± 1,5 jam 

penerbangan udara. 

66 
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Sedangkan Kecamatan Putussibau Utara ini dulunya dikenal 

dengan nama Kecamatan Putussibau Kota, kemudian pada tahun 

2007 diganti namanya menjadi Kecamatan Putussibau Utara. 

Adapun batas wilayah Kecamatan Putussibau Utara yaitu: 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Serawak 

(Malaysia) 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Putussibau 

Sela tan 

3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Embaloh Hilir 

dan Kecamatan Embaloh Hulu 

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Putussibau 

Se Iatan. 

b. Luas Wilayah 

Kecamatan Putussibau Utara merupakan Kecamatan dengan 

luas wilayah 4.521,87 km2
, setara dengan 14,51 % dari luas 

Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan yang mencapai 

31.162,87 km2
• Dari 19 desa yang ada, Desa Datah Dian, Tanjung 

Lasa dan Sibau Hulu merupakan tiga desa yang memiliki luas 

wilayah terbesar dengan luas masing-masing 617 km2
, 385 km2

, 

dan 328 km2
• Sedangkan Desa Tanjung Beruang merupakan desa 

dengan luas wilayah terkecil dimana luas wilayah desa tersebut 

1O1,3 km2
• Berikut ini desa-desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Putussibau Utara pada Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa: 
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Tabel 4.1 : Nama dan Luas Wilayah Kelurahan/Desa Kecamatan 
Putussibau Utara Kabupaten Kapas Hulu Tahun 2014 
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c. Jumlah Penduduk Kecamatan Putussibau Utara 

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Kecamatan Putussibau Utara 
Berdasarkan Kelurahan/Desa 

69 

Kecamatan Putussibau Utara secara keseluruhan sebesar 

29.696 jiwa, 16.820 diantaranya merupakan wajib KTP. Dari 

jumlah penduduk keseluruhan, penduduk terbanyak bertempat 

tinggal di wilayah Kelurahan Putussibau Kota yaitu sebesar 6.613 

KK atau 12.594 jiwa. Sedangkan penduduk paling sedikit 

bertempat tinggal di wilayah Desa Jangkang yaitu sebesar 65 KK 

atau 264 jiwa, sisanya tersebar di kelurahan dan desa lainnya. 
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Pekerjaan penduduk sebagian besar adalah Swasta/ 

Wiraswasta dan petani dengan sistem ladang berpindah. Sementara 

pekerjaan lainnya sebagai, PNSffNl/Polri dan pedagangljasa. 

Untuk lebih jelasnya tentang pekerjaan penduduk Kecamatan 

Putussibau Utara dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini. 

1 Kel. 
Putussibau 
Ko ta 

2 Kel. Hilir 
Kantor 

3 Pala Pulau 

4 Sibau Hilir 

5 Sibau Hulu 

6 Tanjung 
Lasa 

7 NangaAwin 

8 Tanjung 
Beruang 

9 Jangkang 

10 Nanga 
Nyabau 

11 Sungai Uluk 
Palin 

12 Benua 
Tengah 

13 Lauk 

14 Nanga 
Sam bus 

15 Ariung 
Mendalam 

16 Tanjung 
Karang 

17 Padua 

1700 

490 

193 

488 

44 

4 

15 

2 

7 

5 

4 

4 

2 

5 

15 

Tabel 4.3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

127 I JI 5509 36 2281 

32 26 1086 23 821 

342 4 591 6 516 

266 3 304 3 516 

264 4 312 258 

153 2 96 2 78 

366 4 236 242 

80 70 134 

109 35 66 

197 2 59 86 

345 3 122 166 

150 2 141 129 

215 28 110 

263 3 185 2 175 

223 94 135 

197 3 157 156 

363 3 47 166 

2930 

758 

435 

435 

261 

135 

228 

76 

52 

61 

134 

117 

99 

169 

96 

106 

112 

12694 

3236 

2087 

2015 

1143 

470 

1092 

363 

264 

412 

776 

543 

458 

799 

550 

624 

706 
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Mendalam 
18 Datah Dian II 429 2 61 220 194 

19 Seluan 9 234 3 193 2 187 176 

Jumlah 3000 4355 176 9326 77 6442 6574 

Sumber :Data Kecamatan Putussibau Utara, 2014 

Data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 16.937 

penduduk memiliki pekerjaan, darijumlah tersebut, sebanyak 9.326 

adalah Swasta/ Wiraswasta, 4.355 Petani, 3.000 PNS!fNI/Polri dan 

176 Pedagang/jasa serta 77 adalah Petemak. Sementara 6.442 

adalah pelajar 6.574 tidak bekerja yang terdiri para orang tua yang 

sudah tidak mampu untuk bekerja lagi (tenaga kerja tidak 

produktif) dan anak-anak yang belum sekolah. 

d. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Putussibau Utara 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan adalah wilayah kerja 

Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, 

dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 

yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lainnya 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

Selanjutnya, fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan 

Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Struktur 

917 

804 

29953 
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Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Putussibau Utara di 

Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut : 

1) Pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan; 

2) Pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan 

oleh Bupati; 

3) Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi 

tanggungjawabnya; 

4) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan 

yang berkaitan dengan bidang tugasnya; 

5) Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya 

secara periodik; 

6) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesua1 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

e. Struktur Organisasi Kecamatan Putussibau Utara 

Mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 

Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Kecamatan, maka struktur organisasi Pemerintahan Kecamatan 

Putussibau Utara terdiri atas Camat, Sekretaris, Seksi 

Pemerintahan, Seksi Perekonomi dan Pembangunan (Ekbang), 

Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Seksi Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum (Trantib ), dan kelompok jabatan Fungsional. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini: 
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Camat l 
I 

I I Kelompok Sekretariat 

Jabatan 
Fungsional I l 

Sub Bag Prog clan Sub Bag Personil 
Keuangan clanUmum 

I I I 
Seksi Seksi Perekonomian Seksi Kesejahteraan Seksi Ketenteraman 

Pemerintahan clan Pembangunan Rakyat dan Ketertiban Umum 

Sumber: Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, 2015 

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Kecamatan Putusibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu 

f. Tugas Dan Fungsi Aparatur yang Menangani KTP-el di 

Kecamatan Putussibau Utara 

I) Tugas Pokok Camat 

Camat adalah pemimpin dan koordinator 

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan 

yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 

kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani 

sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas 

umum pemerintahan, serta berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Untuk melaksanakan tugasnya, Camat melaksanakan 

fungsi sebagai berikut : 

42303.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



74 

a) Penetapan rencana operasional Kecamatan; 

b) Pelaksanaan tugas umum pemerintahan; 

c) Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh Bupati; 

d) Pembinaan wilayah; 

e) Pemberian petunjuk dalam penyelenggaraan pemerintahan 

umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

Bupati; 

f) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan 

pelaksanaan kegiatan Kecamatan secara periodik; 

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

2) Tugas Pokok Seksi Pemerintahan 

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pada 

Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada 

dibawah serta bertanggung jawab kepada Camat. Seksi 

Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pembinaan 

pemerintah desa dan atau kelurahan; 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi 

Pemerintahan melaksanakan fungsi sebagai berikut : 

a) Penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan 
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b) Penyusunan bahan dalam pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan; 

c) Penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan 

dengan instansi terkait; 

d) Penyiapan bahan pembinaan kemantapan ideologi negara 

dan kestabilan sosial politik; 

e) Penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan 

keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan; 

f) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 

tugas Seksi Pemerintahan; 

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2. Gambaran Persiapan Proses Implementasi Kebijakan KTP Elektronik 

(KTP-el) di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu 

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, 

dimana pelaksana melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada 

akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau 

sasaran kebijakan itu sendiri. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno 

(2008: 146) mengemukakan "Implementasi kebijakan adalah tindakan­

tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) 

Pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan­

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. 

Proses implementasi kebijakan KTP-el yang dilaksanakan di 
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Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat 

beberapa proses dalam persiapan penerapan dan pelaksanaan penerapan 

implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara. 

Berikut garis besar proses persiapan penerapan dan pelaksanaan 

penerapan implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau 

Utara 

a. Persiapan penerapan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara 

Kabupaten Kapuas Hulu 

Data yang peneliti gunakan adalah data pada tahun pertama 

KTP-el dilaksanakan di Kecamatan Putussibau Utara yaitu data 

pada Tahun 2012. 

1) Pembentukan Kelompok Kerja 

Dalam melaksanakan kebijakan KTP-el di Kabupaten 

Kapuas Hulu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kabupaten dan 

Kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 

97 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja 

Penerapan KTP-el Tingkat Kabupaten clan Kecamatan di 

Kabupaten Kapuas Hulu. Pembentukan kelompok kerja untuk 

membantu proses penerapan KTP-el. Sampai tahun 2014 

belum pemah Surat Keputusan Bupati tersebut diubah atau 

dibuat ulang. Adapun tugas masing-masing dari Tim 

Kelompok Kerja yaitu: 

a) Tim kelompok kerja Kabupaten berkewajiban dan 
bertanggung jawab dalam : 
(1) Memberikan sosialisasi penerapan KTP Elektronik 

kepada instansi pemerintah dan non pemerintah di 
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tingkat kabupaten/kota dan pokja kecamatan, tokoh 
masyarakat, tokoh agama dan masyarakat umum dan 
penduduk. 

(2) Merencanakan dan mempersiapkan tempat pelayanan 
KTP Elektronik secara statis di masing-masing 
kecamatan dan opersionalisasi pelayanan mobile 
enrolment ke daerah-daerah terpencil; 

(3) Melakukan fasilitasi, pengawasan supervise persiapan 
pelaksanaan penerpan KTP Elektronik di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan 
tempat pelayanan masing-masing kecamatan; 

(4) Mempersiapkan Surat Pemanggil Penduduk Wajib 
KTP untuk perekaman data dan Pengambilan KTP 
Elektronik yang ditandatangani oleh camat; 

(5) Memilah hasil pencetakan (print out) surat panggilan 
wajib KTP per desa/kelurahan atau sebutan lain dan 
mengirimkan ke kecamatan; 

( 6) Menyampaikan laporan perkembangan persiapan dan 
pelaksanaan penerapan KTP Elektronik kepada 
Gubemur melalui; 

(7) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 
pelayanan KTP Elektronik. 

b) Pokja Kecamatan bekewajiban dan bertanggung jawab 
dalam: 
( 1) Melakukan sosialisasi kepada Kepala Dusun/Kepala 

Lingkungan, RW!RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh 
Agama dan Penduduk; 

(2) Menyediakan tempat pelayanan KTP Elektronik di 
Kecamatan; 

(3) Menyampaikan surat penggilan kepada penduduk 
wajib KTP Melalui perangkat desa/kelurahan; 

(4) Membuat nomor antrian pelayanan Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik di tempat-tempat pelayanan; 

(5) Mengawasi dan mengambil langkah-langkah untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan KTP 
Elektronik ditempat-tempat pelayanan; 

( 6) Membuat jadwal dan melakukan mobilisasi penduduk 
dari lingkungan tempat tinggal penduduk ke tempat 
pelayanan KTP Eletronik; 

(7) Melakukan pemilahan KTP Elektronik per 
desa/kelurahan atau sebutan lain atau per lingkungan, 
dusun atau RT!RW; 

(8) Menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan KTP 
Elektronik kepada Bupati/Walikota melaui Camat. 
(Sumber: Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 97 
tahun 2012. 
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2) Sosialisasi 

Sosialisasi dilak:ukan oleh: Tim Pokja Kabupaten 

dengan sasaran yang telah direncanakan (instansi terkait dan 

penduduk), tim pokja Kecamatan melaksanakan sosialisasi di 

tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan/R WIRT. 

3) Penyiapan Tenaga Teknis Pelayanan 

Tenaga teknis pelayanan yang harus disiapkan oleh 

Kantor Kecamatan Putussibau Utara adalah: 

a) Operator 

Tenaga operator dipersiapkan oleh Camat selak:u Ketua 

Pokja KTP-el Kecamatan minimal 4 orang. Tugas 

operator yaitu: 

(1) Proses pelayanan perekaman data penduduk : 
a) Melak:ukan verifikasi biodata penduduk yang 

terdapat dalam database kependudukan dengan 
penduduk yang akan dilakukan perekaman 
datanya; 

b) Melakukan perekaman pas photo, tanda tangan, 
sidik jari dan iris Penduduk; 

c) Memastikan keberhasilan perekaman sidik jari 
penduduk dengan melak:ukan verifikasi sidik jari 
penduduk. Verifikasi sidik jari dilak:ukan dengan 
cara mengulang kembali perekaman sidik jari 
telunjuk kanan dan kiri atau sidik jari yang akan 
disimpan di dalam chip. 

d) Meminta penduduk melak:ukan pengesahan hasil 
verifikasi data, perekaman pas photo, tanda 
tangan, sidik jari dan iris penduduk dengan cara 
membubuhkan tanda tangan secara elektronik 
pada perekam tanda tangan (Signature Pad) yang 
disediakan sebagai bukti persetujuan terhadap 
kebenaran data penduduk yang bersangkutan. 

e) Operator hanya membetulkan biodata penduduk, 
sedangkan pembetulan NIK dan pengisian 
biodata penduduk yang baru pindah 
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(pindah/datang) dilakukan operator pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Kapuas Hulu; 

f) Melakukan penyimpanan basil perekaman pas 
photo, tanda tangan, sidik jari dan iris serta 
dokumen pengesahan secara elektronik yang 
telah dilakukan sebagaimana pada angka 2) dan 
4) ke dalam database pelayanan. 

g) Bertanggung jawab terhadap beroperasinya 
perangkat KTP Elektronik dan perangkat jaringan 
komunikasi data di tempat pelayanan KTP 
Elektronik. 

h) Bertanggung jawab terhadap back up data dan 
pengamanan database Kependudukan. 

(2) Proses pelayanan pengambilan KTP Elektronik 
a) Meminta penduduk wajib KTP untuk mencermati 

kebenaran data penduduk yang tertera pada KTP 
Elektronik dan yang terekam dalam Chip. 

b) Melakukan verifikasi sidik jari telunjuk kanan 
atau tangan kiri penduduk melalui pemadanan 1 : 
1, untuk memastikan bahwa KTP Elektronik 
tersebut merupakan milik penduduk yang 
bersangkutan, apabila data penduduk sudah 
sesuai. 

c) Menyerahkan KTP Elektronik hasil pemadanan 1 
: 1 kepada petugas pendukung pelayanan untuk 
selanjutnya diserahkan kepada penduduk 
bersangkutan. 

d) Membuka dokumen pengesahan, apabila 
penduduk menyanggah kebenaran data pada KTP 
Elektronik. 

e) Melakukan verifikasi sidik Jan telunjuk 
sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila data 
penduduk pada dokumen pengesahan sudah 
sesuai dengan data pada KTP Elektronik. 

f) Menyerahkan KTP Elektronik yang tidak sesuai 
atau rusak kepada petugas pendukung pelayanan 
dengan memberikan catatan hasil verifikasi 
"berhasil" atau "gagal" dibelakang nama 
penduduk yang bersangkutan pada surat 
panggilan. 

g) Mempersilahkan penduduk untuk pulang dan 
akan dipanggil kembali setelah KTP Elektronik 
diperbaiki. (Sumber: Keputusan Bupati Kapuas 
Hulu No. 96 Tahun 2012 tentang Penunjukan 
Tenaga teknis Pelayanan Penerapan KTP 
Elektronik Tahun 2012). 
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b) Tenaga Pendukung Pelayanan 

Jumlah petugas tenaga pendukung pelayanan 

disesuikan dengan volume pekerjaan dan jumlah 

penduduk yang akan dilayani di Kecamatan Putussibau 

Utara sendiri hanya 1 orang tenaga pendukung. Tugas 

petugas pendukung pelayanan sebagai berikut: 

(1) Pada proses pelayanan perekaman Data: 

a) Menerima surat panggilan dan KTP lama dari 

penduduk dan mencocokkan dengan daftar 

penduduk wajib KTP serta memberikan nomor 

panggilan; 

b) Menyerahkan surat panggilan dan KTP lama 

kepada petugas operator; 

c) Mengumumkan dan memberitahukan kepada 

penduduk wajib KTP untuk melakukan prosedur 

persiapan guna mempermudah perekaman sidik 

jari tangan dan iris; 

d) Menerima kembali surat panggilan dan KTP 

lama serta nomor antrian dari petugas operator 

dan membubuhkan tanda tangan dan stempel 

tempat pelayanan KTP-el pada surat panggilan 

penduduk sebagai bukti telah selesai proses 

pelayanan perekaman; 

e) Menyerahkan kembali KTP lama dan surat 

42303.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



81 

panggilan yang telah ditandatangani dan 

distempel kepada penduduk yang bersangkutan 

serta menyimpan nomor antrian. 

(2) Pada proses Pelayanan Pengambilan KTP-el 

a) Menyiapkan KTP-el yang telah dipilah-pilah per 

RT /R W /Dusun/Lingkungan/desa/kelurahan; 

b) Menerima KTP lama dan surat panggilan dari 

penduduk yang telah ditanda tangani dan diberi 

stempel tempat pelayanan serta memberikan 

nomor urut antrian; 

c) Menyerahkan surat panggilan penduduk dan 

KTP-el sesuai nama dan NIK kepada petugas 

operator untuk diverifikasi; 

d) Menerima kembali KTP-el dan surat penggilan 

penduduk dari petugas operator yang telah selesai 

dilakukan verifikasi; 

e) Menyerahkan KTP-el kepada penduduk yang 

verifikasinya berhasil dan membuat tanda terima 

serta menarik dan menyimpan KTP lama dan 

surat penggilan penduduk bersangkutan; 

f) Mempersiapkan penyerahan KTP lama oleh 

Camat kepada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dengan 

berita acara serah terima; 
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g) Menyerahkan kembali KTP lama dan surat 

panggilan kepada penduduk dan menyimpan 

KTP-el yang hasil verifikasinya gagal; 

h) Mempersiapkan pengambilan KTP-el oleh Camat 

yang datanya tidak sama ( verifikasi gagal) atau 

rusak kepada Direktorat Jenderal Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 

melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dengan berita 

acara serah terima. 

c) Supervisor Teknis tugasnya adalah: 

(1) Melakukan koordinasi dengan pokja ditempat 

pelayanan dan instansi teknis untuk kelancaran 

pelaksanaan pelayanan KTP-el 

(2) Membuat rencana dan jadwal pelaksanaan pelayanan 

menggunakan perangkat KTP-el bergerak (mobile 

enrollment); 

(3) Melakukan pengecekan ketersediaan catu daya listrik, 

kesiapan, perangkat, kesiapan tempat dan sarana 

pelayanan, kesiapan tenaga pendukung pelayanan dan 

operator; 

(4) Mengawasi dan mengatur pelaksanaan pengambilan 

KTP-el; 

(5) Melakukan pengiriman hasil verifikasi data penduduk 
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dan hasil perekaman pas foto tanda tangan, sidik jari 

dan iris penduduk dari tempat pelayanan ke pusat 

Data Kependudukan Direktorat Jenderal 

kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian 

Dalam Negeri secara khusus apabila jaringan 

komunikasi data tidak berfungi; 

( 6) Mengontrol dan mengecek back up data dan 

pengadministrasian pelayanan perekaman dan 

pelayanan pengambilan KTP-el. 

4) Penyiapan Tempat Layanan 

Kecamatan Putussibau Utara harus mempersiapkan 

sarana dan prasarana yaitu: 

a) Ruang yang terdiri dari ruang pelayanan dan ruang server, 

ruang untuk melakukan pemilihan dan penyimpanan KTP­

el sebelum dibagikan kepada penduduk; 

b) Ruang tunggu; 

c) Peralatan kantor; 

d) Catu daya listrik dan atau genset; 

e) Tempat cuci tangan, sabun, handuk, dan tissu 

f) Kain latar pengambilan pas photo warna merah dan warna 

biru; 

g) Nomor antrian untuk pelayanan perhari (10 jam); 

h) Pencahayaan lampu di tempat perekaman dan ruang 

tunggu; 
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i) Papan pengumuman untuk memberikan gambaran proses 

pelayanan KTP-el dan informasi lainnya yang terkait; 

b. Pelaksanaan penerapan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara 

1) Pemasangan V-Sat 

2) Pemasangan perangkat KTP-el 

3) Bimbingan teknis 

Bimbingan teknis ditujukan untuk petugas operator 

yang akan ditugaskan dalam melayani pembuatan KTP-el baik 

di tingkat Kabupaten (Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil) dan tingkat Kecamatan yang akan membantu dalam 

penerbitan KTP-el termasuk petugas keliling. 

Manfaat bimbingan teknis untuk operator 

a) Operator mengerti mekanisme pelaksanaan penerbitan 

KTP-el; 

b) Operator mampu mengidentifikasi, merakit dan mengerti 

cara pemeliharaan perangkat KTP-el dan jaringan 

komunikasi data; 

c) Operator mampu melakukan proses verifikasi, validasi 

dan update biodata penduduk; 

d) Operator mampu melakukan proses perekaman serta 

menyimpan kedalam database ditempat pelayanan; 

e) Operator mampu melakukan proses konektifitas dan 

pengiriman data melalui jaringan komunikasi data; 

f) Operator mampu melakukan back up database 
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kependudukan; 

g) Operator mampu melakukan verifikasi sidik jari tangan 

penduduk melalui I :I 

4) Jadwal Pelaksanaan KTP-el 

5) 

6) 

Sosialisasi KTP-el pertama dilaksanakan Tanggal 4-20 

juni 2012 dan pelaksanaan Perekaman KTP-el massal Tanggal 

26 Juli sampai dengan 31 Oktober 2012. 

Pelaksanaan Perekaman pembuatan KTP-el 

a) Pelayanan Verifikasi data/biodata 

b) Foto 

c) Perekaman tanda tangan 

d) Scan sidik jari dan 

e) Iris mata/scan retina mata 

Pelayanan pengambilan KTP-el 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian proses implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan 

Putussibau Utara menggunakan teori Charles O' Jones dengan melalui tiga 

pilar yaitu pertama organisasi terdiri dari struktur organisasi, keahlian 

pelaksana dan perlengkapan alat, kedua interpretasi adalah pelaksanaan 

yang sesuai dengan ketentuan peraturan, petunjuk pelaksana dan petunjuk 

teknis, dan yang ketiga pelaksanaan yang berjalan sesuai dengan prosedur 

kerja, program kerja dan jadwal kegiatan. Berikut ini pembahasannya : 

1. Organisasi 
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Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan 

secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, 

yang bekerja atas dasar yang relatif terns menerus untuk mencapai 

suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. (Robbins, 1994:4). 

Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya 

sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan 

perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat 

hukum yang jelas. Berdasarkan organisasi yang terlibat dalam 

pelaksanaan kebijakan KTP-el di Kantor Camat Putussibau Utara yaitu 

camat, seksi pemerintahan dan tenaga kontrak yang diangkat oleh 

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai tenaga operator 

pelayanan. Tugas pelaksana kebijakan KTP-el yang utama adalah 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan KTP-el. 

Agar pelaksanaan kebijakan KTP-el sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku maka setiap petugas dituntut memiliki kemampuan yang 

memadai sesuai dengan bidangnnya. 

a. Struktur organisasi 

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini 

melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu 

sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi 

kebijakan biasanya sudah dibuat Prosedur Standar Operasi (SOP). 

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak 

agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan 
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sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur 

birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung 

melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi 

yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan 

aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel (Edwards dalam ashari 

2013). 

Guna memberikan acuan kerja bagi pelaksana kebijakan 

seperti Pemerintah Provinsi yang mempunyai tugas di bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, para anggota Pokja dan para 

petugas pelaksana pelayanan di tempat-tempat pelayanan KTP 

Elektronik dalam rangka mensukseskan pelaksanaan penerapan 

KTP Elektronik (KTP-el), oleh karena itu Pemerintah Pusat telah 

menyusun Prosedur Standar Operasi (SOP) penerapan KTP 

Elektronik secara massal. 

Prosedur Standar Operasi (SOP) adalah suatu kebijakan 

yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. SOP merupakan gambaran langkah­

langkah kerja (sistem mekanisme dan tata kerja internal) yang 

diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan 

instansi pemerintah. SOP sebagai suatu dokumentasi/instrument 

memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat 

efektif dan efesien berdasarkan suatu standar yang sudah baku. 

42303.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



88 

Pengembangan instrument manaJemen terse but 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pelayanan di 

seluruh unit kerja pemerintah dapat terkendali dan dapat berjalan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ashari, 2013). 

Struktur organisasi memberikan gambaran yang jelas 

tentang jabatan, tupoksi dan merupakan kerangka pedoman kerja 

bagi pegawai. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Putussibau 

Utara (Hermanus Susan to) menyatakan bahwa: 

"Struktur organisasi yang ada di Kantor Camat Putussibau 
Utara telah terlaksana dengan maksimal yang sesuai dengan 
tupoksinya masing-masing, tupoksinya ada dalam peraturan 
Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 tahun 2008, dimana ada 
camat yang membawahi Sekretariat, Kelompok Jabatan 
Fungsional dan 4 (empat) seksi yaitu Seksi pemerintahan, 
Seksi perekonomian dan Pembangunan, Seksi 
Kesejahteraan Rakyat dan seksi Ketentraman dan 
Ketertiban Umum. Sedangkan Sekretariat membawahi Sub 
bagian program dan Keuangan serta Sub Bagian Personil 
dan Umum". (wawancara, 09 Maret 2015) 

Hal yang sama juga dibenarkan oleh kepala seksi 

pemerintahan Kantor Camat Putussibau Utara (Lusianus Uve ), 

bahwa: 

"Struktur organisasi Camat Putussibau Utara telah di susun 
secara jelas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing­
masing seksi yang berbeda, termasuk kebijakan proses 
perekaman KTP-el dibebankan ke seksi Pemerintahan". 
(wawancara, 09 Maret 2015) 

Sedangkan menurut Kepala Bidang Administrasi 

Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) agak ragu-ragu 
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mengatakan bahwa: 

"Struktur organisasi di Kantor Camat Putussibau Utara 
kurang terlaksana dengan maksimal karena tupoksinya aja 
banyak sekali yang tidak dilaksanakan dengan baik. 
Sedangkan untuk pelaksanaan kebijakan KTP-el 
dibentuklah Kelompok kerja (pokja) berdasarkan keputusan 
Bupati No. 97 Tahun 2012 dan berdasarkan Prosedur 
Standar Operasi (SOP) dilakukan baik di tingkat Kabupaten 
maupun Kecamatan agar koordinasi antar pemangku 
kepentingan dapat berjalan dengan lancar dan baik". 
(wawancara, 16 Maret 2015) 

Pemyataan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas 

Hulu diperkuat Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat 

Putussibau Utara (Lusianus Uve) bahwa: 

"Kita di Kecamatan Putussibau Utara membentuk pokja 
dalam rangka pelaksanaan program KTP-el. Pokja terdiri 
dari Camat, Sekretaris Kecamatan, dan anggota pokja yang 
terdiri dari kepala seksi di Kecamatan, unsur keamanan, 
unsur kesehatan, Kepala Desa atau Lurah. Tim Pokja dalam 
bekerja terutama dalam hal sosialisasi dan pendataan 
penduduk wajib KTP-el juga telah bekerja secara optimal". 
(wawancara, 09 Maret 2015) 

Berdasarkan Prosedur Standar Operasi (SOP) penerapan 

KTP Elektronik (KTP-el), dalam proses pelaksanaan kebijakan 

KTP-el Kecamatan Putussibau Utara sebagai instansi pelaksana di 

Kecamatan. Kecamatan Putussibau Utara telah membentuk Pokja 

Kecamatan untuk melaksanakan kebijakan KTP-el. Pokja 

Kecamatan terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Ketua Pokja 

adalah Camat. Sekretaris Pokja adalah Sekretaris Kecamatan, 

Anggota Pokja terdiri dari kepala seksi di Kecamatan, unsur 

keamanan, unsur kesehatan, Kepala Desa atau Lurah dan/atau 
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unsur lainnya yang dipandang perlu. 

Berdasarkan kewajiban dan tanggungjawab, pokja 

Kecamatan melaksanakan sosialisasi kepada Kepala Dusun/Kepala 

Lingkungan, RW /RT, tokoh masyarakat, tokoh agama dan 

Penduduk. Menyiapkan tempat pelayanan KTP Elektronik di 

Kecamatan yang nyaman agar penduduk yang melakukan 

perekaman merasa aman, membuat jadwal mobilisasi penduduk 

dari lingkungan tempat tinggal penduduk ke tempat pelayanan 

KTP Elektronik agar tertib, menyampaikan surat panggilan kepada 

penduduk wajib KTP melalui perangkat desa/kelurahan, membuat 

nomor antrian pelayanan KTP Elektronik di tempat pelayanan agar 

tidak tumpang tindih, membantu pelaksanaan pelayanan KTP 

Elektronik di tempat-tempat pelayanan, melakukan mobilisasi 

penduduk dari lingkungan tempat tinggal penduduk ke tempat 

pelayanan KTP Elektronik, dan setelah dicetak melakukan 

pemilahan KTP Elektronik per desa/kelurahan atau sebutan lain 

atau per lingkungan, dusun atau RT /R W. 

Dari basil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

informan dapat diketahui bahwa dalam pengimplementasian 

kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara khususnya 

struktur organisasi sudah di susun secara jelas dan berjalan baik 

dengan telah dibentuknya pokja kecamatan, sehingga pembagian 

tugas dan wewenang dalam pelaksanaan program KTP-el terlihat 

jelas. Hanya saja dalam pelaksanaanya belum maksimal, dan 
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sebagai tugas pokja juga adalah menyampaikan laporan penerapan 

KTP-el kepada Bupati. 

Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Putussibau 

Utara (Lusianus Uve) mengatakan bahwa: 

"Masalah laporan penerapan KTP-el kami tidak pemah 
membuat laporan ke Bupati. Karena setiap minggu kami 
selalu melaporkan hasil perekaman kepada Dinas 
Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, 
karena mereka nanti yang akan menyampaikan laporan 
tersebut ke pada Bupati dan Direktur Jenderal Administrasi 
Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. 
(wawancara, 09 Maret 2015) 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Bidang 

Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) 

bahwa" 

"Pihak Kecamatan Putussibau Utara selalu melaporkan 
hasil perekaman kepada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu secara rutin. 
Namun masalah laporan mereka ke bupati sudah menjadi 
tanggung jawab masing-masing Kecamatan". (wawancara, 
16 Maret 2015) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa 

Kecamatan Putussibau tidak pemah membuat dokumen tentang 

penerapan KTP-el kepada Bupati, padahal menurut tugas pokja 

Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 97 Tahun 

2012 poin 8 bahwa Pokja Kecamatan mempunyai tugas 

menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan KTP Eletronik 

kepada Bupati/walikota melalui Camat. 
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b. Keahlian pelaksana/Surnber Daya Manusia 

lmplementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya 

dukungan dari sumber daya manusia yang cukup berkualitas dan 

kuantitasnya. Kualitas surnber daya manusia berkaitan dengan 

keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di 

bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber 

daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh 

kelompok sasaran. Surnber daya manusia sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa surnber daya 

manusia yang handal, implementasi kebijakan berjalan lambat. 

Dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan KTP-el di 

Kecamatan Putussibau Utara selain adanya masyarakat sebagai 

sasaran juga perlu adanya tenaga implementor yang berkompeten 

dengan jurnlah yang cukup agar pelaksanaan program ini dapat 

terlaksana. Sumberdaya utama clalam implementasi kebijakan 

adalah staf/pegawai. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi 

kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai tidak 

memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Dalam 

proses implementasi kebijakan KTP-el, tenaga operator merupakan 

sumber claya yang sangat penting dalam pelaksanaan KTP-el. 

Keahlian mereka dalam mengopasikan alat-alat seperti komputer, 

kamera digital dan peralatan lainnya yang digunakan untuk proses 

perekaman KTP-el. 

Untuk penyediaan tenaga operator dilakukan melalui 
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perekrutan tenaga disetiap kecamatan. Kepala Bidang Administrasi 

Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar), mengatakan bahwa: 

"Pihak Kecamatan diberikan kewenangan untuk 
mangajukan nama-nama petugas sebagai tenaga operator 
KTP-el, kemudian setelah 23 kecamatan terkumpul semua 
selanjutnya kami membuat Surat Keputusan Bupati Kapuas 
Hulu yaitu Nomor 96 Tahun 2012 dan Nomor 182 tahun 
2015 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan KTP 
Elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu". (wawancara, 16 
Maret 2015) 

Kewenangan yang diberikan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil kepada Kecamatan sebagai pelaksana memiliki 

kewajiban untuk menentukan siapa-siapa yang bertugas menjadi 

operator. 

Hal ini juga dibenarkan oleh Camat Putussibau Utara (Drs. 

Hermanus Susanto) bahwa: 

"Kami hanya diberikan wewenang untuk mengusulkan 
nama-nama orang yang akan menjadi operator KTP-el. 
di Kecamatan Putussibau Utara sebanyak 2 orang yaitu 
Eti Safari yani dan Marsela Lida. Sementara bagaimana 
syarat dan kriteria untuk menjadi operator KTP-el tidak 
diberitahu. Namun kami merekrut dengan syarat 
Pendidikan terakhir SL TA dan dapat mengoperasikan 
komputer".(wawancara, 09 Maret 2015) 

Sedangkan menurut pemyataan Kepala Bidang 

Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) 

bahwa: 

"Kami sudah menyampaikan syarat-syarat untuk menjadi 
operator kepada setiap kecamatan yaitu Pendidikan terakhir 
minimal tamatan SLTA dan pandai komputer. Setelah 
semua tenaga operator dikumpulkan selanjutnya diberikan 
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bimbingan dan pelatihan oleh tenaga ahli". (wawancara, 16 
Maret 2015) 

Sementara Menurut Eti Safari ( tenaga Operator), 

mengatakan bahwa: 

"saya belum pernah mendapatkan pelatihan sekalipun, saya 
kerja sebagai operator mulai tahun 2013, sebelumnya saya 
menggantikan petugas operator lama. Karena operator lama 
diangkat menjadi PNS". (wawancara, 09 Maret 2015) 

Tanggapan Dedi sebagai operator SIAK adalah sebagai 

berikut: 

"Betul...eti mengantikan saya sebagai operator KTP-el, 
karena saya lulus menjadi PNS. Dulu saya merangkap 
menjadi operator KTP-el dan operator SIAK". (wawancara, 
09 Maret 2015) 

Lebih lanjut menurut Dedi, bahwa: 

"Pernah <lulu secara manual selama 3 hari di gedung 
merpati. Setelah itu tidak ada pelatihan lagi. Dan kami 
langsung praktek sendiri waktu kegiatan proses perekaman. 
Banyak kesalahan yang terjadi karena pertama baru belajar 
mengoperasikan alat, kedua kami harus mengejar target 
yang berikan pusat selama 3 bulan saja". (wawancara, 09 
Maret 2015) 

Karena pelatihan seadanya para petugas sudah berusaha 

semaksimal dalam melaksanakan tugasnya, sementara petugas 

dibebani dengan target capaian dan batas waktu yang telah 

ditentukan, sehingga sering terjadi kesalahan. 

Menanggapi masih rendahnya kualitas sumber daya 

manusia (SDM) operator pelayanan KTP Elektronik, Camat 

Putussibau (Drs. Hermanus Susanto) mengemukakan bahwa: 

"Ya kita tidak bisa memaksakan mereka bekerja seperti 
tenaga ahli, karena mereka juga baru kita rekrut dan diberi 
pelatihan seadanya, sehingga jika ada kesalahan ya kita 
maklumi saja. Karena kita juga diberikan batas waktu yang 
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sedikit sekali, cuma 3 bulan saja pada saat itu. Namun 
sekarang dengan peraturan terbaru bahwa pencetakan kartu 
sudab dilimpahkan kepada setiap kabupaten, dan kami juga 
berharap pencetakan juga bisa dilaksanakan dikecamatan 
untuk meringankan beban kerja di Dinas dan juga supaya 
masyarakat juga tidak lama menunggu pencetakan kartu. 
Karena kalau masyarakat rekam data di Kecamatan harus 
menunggu selama 3 hari alasannya data tersebut harus di 
cetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil". 
(wawancara, 09 Maret 2015) 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kapuas Hulu, melalui Kepala Bidang Administrasi Kependudukan 

(H. Khairil Anwar) terkait masih rendahnya sumber daya manusia 

(SDM) dari tenaga operator tersebut menyatakan: 

"Memang, pada saat pelatihan cuma beberapa hari, kerena 
terbatasnya anggaran juga. Dan mereka cuma diberi 
pembekalan sedikit terns langsung praktek sendiri namun 
kita tetap berkoordinasi dengan mereka". (wawancara, 16 
Maret 2015) 

Oleh karena itu permasalahan yang dihadapi oleh 

Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara yaitu pegawai operator 

KTP-el kurang ahli dalam bidangnya dikarenakan belum pemah 

mendapatkan bimbingan teknis merupakan salah satu faktor 

penyebab tidak maksimalnya perekaman KTP-el. Petugas operator 

terjun langsung kelapangan tanpa mendapatkan pelatihan terlebih 

dahulu hal ini menyebabkan perekaman sering terjadi kesalahan 

dan akhimya memakan waktu, karena operator yang bertugas 

bukanlah operator yang mengikuti bimbingan teknis, melainkan 

operator yang baru direkrut oleh pihak Kecamatan. 

Berangkat dari kondisi tersebut, pihak Kecamatan 

Putussibau Utara harus melaporkan kepada pihak Dinas 
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Kependudukan Catatan Sipil tentang adanya pergantian operator, 

agar bisa ditindak lanjuti oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil untuk mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis 

bagi operator barn untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada 

masyarakat akan tenaga professional dibidang perekaman. 

c. Perlengkapan Alat Perekaman 

Kemajuan teknologi informasi sangat pesat saat ini karena 

berbagai penemuan dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan 

sehingga tercipta alat-alat yang lebih modern, mulai dari sistem 

sampai kealat komunikasi baik satu arah maupun dua arah. Hal ini 

tentu sangat mendukung pelayanan kepada masyarakat yang 

membutuhkan agar setiap kebijakan pemerintah menjadi lebih baik. 

Peralatan merupakan unsur penting dalam membuat jaringan 

komunikasi seperti jaringan internet yang membutuhkan peralatan 

pendukung seperti tower dan perangkat computer baik hardware 

maupun sofrware. 

Selain itu kondisi tempat pelayanan atau Kantor juga harus 

memadai agar kebijakan KTP-el terlaksana dengan baik. Namun 

apabila kondisi Kantor tidak nyaman seperti ruangan yang sempit, 

tidak ada tempat duduk juga akan mempengaruhi kenyamanan 

pelayanan yang diberikan, sedangkan Kantor Camat Putussibau 

Utara disediakan tempat duduk, terutama dilorong-lorong 

disediakan kursi untuk menunggu antrian. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Putussibau 

Utara (Drs. Hermanus Susanto) tentang perlengkapan alat kerja 

dalam kebijakan KTP-el, mengatakan bahwa: 

"Perlengkapan alat kerja dalam kebijakan KTP-el sudah 
memadai untuk di Kantor Camat, karena pemerintah pusat 
sudah memberikan 2 set alat untuk perekaman. Namun 
camera digital/web Camera 1 (satu) buah tidak memiliki 
memory card. Kendala lain yang dihadapi dalam 
pelaksanaan program KTP-el ini, jika peralatan mengalami 
kerusakan seperti pada saat pengoperasian perangkat KTP­
el terutama Fingerprit Scanner dan Iris Scanner sering tidak 
berfungsi dan koneksi jaringan internet Visat sering kali 
mengalami gangguan menyebabkan tertundanya proses 
perekaman KTP-el. Sehingga banyak warga yang sudah 
datang terpaksa kembali pulang kerumahnya". (wawancara, 
09 Maret 2015) 

Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. 

Khairil Anwar) membenarkan pernyataan Camat Putussibau Utara 

bahwa: 

"Menurut saya peralatan perekaman KTP-el sudah 
memadai, dimana setiap Kecamatan mendapatkan 2 ( dua) 
set peralatan untuk melakukan perekaman seperti Server 
untuk database AFIS, UPS 2200V A, UPS 1 OOOV A, 
Komputer PC, Fingerprint Scanner, Signature Pad, 
Smartcard Reader/ Writer, Digital Scanner, Kamera Digital, 
Tripod, Switch dan Cabling, Hardisk external. Dan masalah 
peralatan yang sering tidak berfungsi atau error memang 
beberapa Kecamatan juga mengalaminya". (wawancara, 16 
Maret 2015) 

Beberapa perangkat yang disediakan oleh pemerintah pusat 

dalam proses perekaman data kependudukan KTP-el di Kantor 

Camat Putussibau Utara. Adapun alat-alat tersebut sebagaiman data 

pada tabel 4.4 
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Tabel 4.4 : Nama-nama alat-alat penunjang 
perekaman KTP-el 

Server untuk database AFIS 

UPS 2200VA 

UPS IOOOVA 

KomputerPC 

Finger print scanner dan Signature 
pad 

Smartcard reader/ writer 

1 

1 

1 

2 

2 

2 
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Digital scanner 2 

Kamera digital clan Tripod 2 

Switch clan cabling 2 

Hardisk external 2 

Surnber: Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Talmn 2014 

Berdasarkan kelengkapan peralatan ini juga dibenarkan oleh 

operator KTP-el (Eti Safari Yani): 

"Kami sudah mempunyai alat rekam yang lengkap tetapi 
kami kekurangan alat untuk mencetak (printer) KTP-el. 
Sehingga pihak Kecamatan hanya bisa melakukan 
rekam data saja, masalah pencetakan dilakukan Di 
Dukcapil karenanya tidak memakan waktu yang lama. 
Kalau beberapa tahun lalu pencetakannya Di Pusat jadi 
memerlukan waktu yang lama. Kami juga mengalami 
kendala apabila peralatan mengalami kerusakan, seperti 
kamera digital clan dan beberapa alat lainya, karena saya 
belum mengerti bagaimana menangani peralatan tersebut". 
(wawancara, 09 Maret 2015) 
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Berdasarkan keterangan dari informan bahwa Penyebab 

kurang maksimalnya capaian pelaksanaan KTP Elektronik di 

Kecamatan Putussibau Utara adalah camera tidak memiliki 

memory card, perangkat KTP-el terutama Fingerprit Scanner dan 

Iris Scanner sering tidak berfungsi juga menjadi kendala dan 

masalah jaringan internet Visat sering kali mengalami gangguan 

sehingga hasil perekaman yang terkirim masuk ke pusat data secara 

online tidak sesuai dengan data yang terekam di tempat pelayanan 

perekaman penerapan KTP-el. Hal ini menyebabkan banyak wajib 

KTP yang sudah hadir di tempat pelayanan hams kembali pulang. 

Implementor belum memiliki staf yang mencukupi, 

mengerti apa yang hams dilakukannya terhadap peralatan yang 

digunakan untuk proses perekaman, hal ini tentunya mempengaruhi 

proses implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Selanjutnya 

belum ada penanganan yang serius terhadap kondisi masalah 

jaringan internet Visat dan Fingerprit Scanner dan Iris Scanner dan 

masih belum ada tenaga ahli teknis dibidang perekaman KTP-el 

sehingga tidak bisa segera diperbaiki. 

2. Interpretasi 

Jones dalam Nurhayati (2013) mengatakan interpretasi adalah 

menafsirkan agar program menjadi rencana yang kongkrit dan jelas 

serta dapat dilaksanakan. Dalam proses implementasi, birokrasi 

pemerintah yang berperan sebagai organisasi pelaksana perlu 
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menginterpretasikan dengan cara pandang yang sama agar program 

lebih operasional dan siap dilaksanakan. Indikator interpretasi 

(penafsiran) yang sama apabila telah ada kejelasan atau cara pandang 

yang sama seperti kejelasan tugas, hams ada interpretasi yang sama 

dikalangan para implementor, demikian juga konsistensi para 

implementor terhadap tugas yang akan dilaksanakan. Hal lain yang 

penting adalah para implementor hams membuat skala prioritas dalam 

pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan. 

Sehubungan dengan interpretasi, maka yang ingin dilihat apakah 

pelaksanaan program KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara 

Kabapaten Kapuas Hulu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. 

a. Sesuai dengan peraturan 

Pelaksanaan proses perekaman data kependudukan tentunya 

terdapat peraturan-peraturan yang membuat jalannya kebijakan 

KTP-el berjalan sesuai prosedur. Adapun SOP dalam proses 

perekaman data kependudukan KTP-el berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Pasal 10 tentang tata 

cara perekaman sidik jari penduduk sebagai berikut: 

1. Perekaman sidik jari penduduk dalam penerbitan KTP 
elektronik dilakukan ditempat pelayanan KTP elektronik 
secara massal dan tempat pelayanan KTP elektronik secara 
regular, 

2. Perekaman sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh petugas operator, 

3. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekam 
seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan perekaman 
tangan kanan mulai dari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari 
manis, dan jari kelingking dan tangan kiri mulai dari ibu jari, 
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jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking, 
4. Hasil perekaman sidik jari tangan penduduk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disimpan kedalam database 
kependudukan ditempat pelayanan, 

5. Hasil perekaman sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari 
telunjuk tangan kanan penduduk juga direkam kedalam chip 
KTP elektronik. 
(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015) 

Ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat dijalankan oleh aparatur pelaksana kebijakan 

KTP-el khususnya petugas operator dalam melaksanakan proses 

perekaman data kependudukan KTP-el Kecamatan Putussibau 

Utara Kabupaten Kapuas Hulu. 

KTP berbasis NIK yang dilengkapi dengan sidik jari dan 

chip (KTP-el) diatur dengan: 

1. Pasal 64 ayat 3, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang 
administrasi kependudukan: Mewaj ibkan kepada Pemerintah, 
bahwa dalam KTP harus disediakan ruang untuk membuat 
kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan. 

2. Pada peraturan presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2009 pasal 
(1 ), pada butir (8) disebutkan bahwa:"kode keamanan adalah 
alat identiikasi jati diri yang menunjukan identitas diri 
penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang 
memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang 
tersebut". (sidik Jari) 

3. Selanjutnya, pada butir (9) disebutkan bahwa: "Rekaman 
eletronik adalah alat penyimpanan data eletronik penduduk 
yang dapat dibaca secara eletronik dengan alat pembaca dan 
sebagai pengaman data kependudukan". (CIDP) 

4. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2010, 
pasal 6 butir (2):" Rekaman Elektroniksebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) berisi biodata, tanda tangan, pas photo, dan sidik 
jari tangan penduduk yang bersangkutan." 
(sumber: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil 2011) 

Ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat dijalankan oleh aparatur pelaksana kebijakan 
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KTP-el khususnya petugas operator dalam melaksanakan proses 

perekaman data kependudukan KTP-el. Standard operational 

prosedur ini dijalankan oleh aparatur dengan ketentuan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing seksi. 

Menurut Camat Putussibau Utara Pelaksanaan Kebijakan 

KTP-el sudah sesuai dengan peraturan. Berikut petikan wawacara 

dangan Bapak Camat Hermanus Susanto: 

"Pelaksanaan kebijakan KTP-el telah sesuai dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 
pasal (1) dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mendagri 
Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014". (wawancara, 
09 Maret 2015) 

Hal ini serupa pemyataan Kepala Kepala Bidang 

Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan 

Pericatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) 

bahwa: 

"Pelaksanaan proses perekaman KTP-el di Kabupaten 
Kapuas Hulu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 9 Tahun 2011 pasal (1) dan telah sesuai 
dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal 
17 Januari 2014 tentang Perubahan Kebijakan Dalam 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sehingga 
setiap daerah provinsi, kabupaten/kota sama peraturannya". 
(wawancara, 16 Maret 2015) 

Surat Eda.ran Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 

Januari 2014 tentang Perubahan Kebijakan Dalam 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 antara lain: 

a) Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun 
Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (Lima) tahun diubah 
menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan 
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elemen data dalam KTP-el, antara lain perubahan status, 
perubahan nama, perubahan alamat, penambahan gelar, 
perubahan jenis kelamin, baik yang sudah diterbitkan maupun 
yang akan diterbitkan. 

b) Stelsel aktif 
Dalam pelayanan administrasi kependudukan, semula yang 
diwajibkan aktif adalah penduduk diubah menjadi yang aktif 
adalah Pemerintah melalui petugas dengan pola jemput bola 
atau pelayanan keliling. 

c) Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el 
Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el yang selama ini 
dilaksanakan terpusat di Jakarta, pada tahun 2014 dan 
seterusnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sesuai dengan amanat pasal 
8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. 

d) Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak 
Dipungut Biaya (Gratis) 
Larangan untuk tidak dipunggut biaya (gratis), semula hanya 
untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi gratis untuk 
penerbitan semua dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta 
Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta kematian, Akta perceraian, 
Akta Pengakuan anak dan lain-lain). 

Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ 

Tanggal 17 Januari 2014 tentang Perubahan Kebijakan Dalam 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan juga mengatakan 

bahwa perubahan utama yang diatur dalam Peraturan Presiden 

Nomor 112 Tahun 2013, antara lain adalah KTP Non Elektronik 

(KTP biasa), yang sebelumnya berlaku sampai tanggal 31 

Desember 2013, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 

Presiden Nomor 126 Tahun 2012 diperpanjang masa berlakunya 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan Peraturan 

Presiden Nomor 112 Tahun 2013. Pertimbangan utama 

perpanjangan masa berlaku KTP Non Elektronik tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a) Sampai akhir tahun 2013, dari 191 juta penduduk yang 
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berpotensi memiliki KTP-el, masih terdapat sekitar 19 juta 

Penduduk yang belum memungkinkan untuk memperoleh 

KTP-el sampai akhir 2013. 

b) Pelaksanaan pencetakan KTP-el pada tahun 2014 diserahkan 

kepada Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan 

dalam pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013, 

sedangkan anggaran untuk pencetakan KTP-el tersebut 

dibebankan pada APBN-P tahun 2014, yang diperkirakan barn 

akan tersedia pada pertengahan tahun 2014. 

c) Apabila masa berlaku KTP Non Elektronik tidak diperpanjang, 

maka sejumlah sekitar 19 juta Penduduk tidak memiliki kartu 

identitas, karena di satu pihak KTP Non Elektronik tidak 

berlaku lagi, dipihak lain KTP-el belum dimungkinkan untuk 

didapatkannya. 

d) Berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, 

mengamanatkan Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan, dapat 

ikut memilih dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP-el atau KTP Non Elektronik) atau Paspor. Dengan 

adanya perpanjangan masa berlaku KTP Non Elektronik, juga 

dimaksudkan untuk mengantisipasi agar semua warga Negara 

Indonesia yang berhak memilih bisa menggunakan hak 

pilihnya walaupun tidak tercantum dalam DPT. 
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Masalah masa berlaku KTP Non Elektronik menurut 

Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. 

Khairil Anwar) bahwa: 

"Kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku 
pemerintah Kabupaten masih memberlakukan KTP non 
elektronik sampai tahun 2015 karena berbagai 
pertimbangan, dan kami juga telah melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi yang telah ditetapkan Undang­
Undang". (wawancara, 16 Maret 2015) 

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu: 

1. Menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan berkaitan 
dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan 
kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

2. Menetapkan kebijakan dan mengawasi pengelolaan 
pendaftaran penduduk, informasi kependudukan, pencatatan 
sipil dan transmigrasi; 

3. Menetapkan, mengawasi dan melindungi dokumen 
kependudukan yang meliputi biodata penduduk, kartu 
keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan 
kependudukan dan akta pencatatan sipil; 

4. Menetapkan, mengawasi dan melindungi data kependudukan 
yang meliputi data perseorangan dan data agregat penduduk; 

5. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendaftaran 
penduduk, informasi kependudukan, pencatatan sipil dan 
transmigrasi; 

6. Menetapkan profit dan proyeksi kuantitas dan kualitas 
penduduk serta keseimbangan perkembangan kependudukan 
dengan daya dukung lingkungan; 

7. Menetapkan penyiapan pelaksanaan pembinaan dan 
perpindahan penduduk melalui penyelenggaraan transmigrasi; 
dan 

8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 
bidang tugasnya. 

Berdasarkan pemyataan informan tersebut, bahwa 

pelaksanaan proses perekaman KTP-el di Kabupaten Kapuas Hulu 

sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 
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Tahun 2011 pasal (1) dan telah sesuai dengan Surat Edaran 

Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang 

Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan, sehingga setiap daerah Provinsi, Kabupaten/kota 

sama peraturannya 

b. Petunjuk pelaksana 

Petunjuk pelaksana yang dimaksud adalah bersifat 

kelengkapan dan tata pelaksanaan administrasi perekaman KTP-el 

di Kecamatan Putussibau Utara. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. 

Khairil Anwar) berikut ini: 

"Secara administrasi kami Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil dalam melaksanakan program KTP-el di 
Kabupaten Kapuas Hulu selalu mengacu pada Standar 
Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan oleh 
Pemerintah Pusat". (wawancara, 16 Maret 2015) 

Berikut ini prosedur pada pelaksanaan program KTP-el di 

Kecamatan Putussibau Utara berdasarkan SOP, yaitu: 

1) Pemanggilan Penduduk wajib KTP-el 

Pada tahapan ini, ada 3 langkah yang harus dilakukan 

oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan selaku 

implementors perekaman KTP-el yaitu : 

a) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten membuat dan menyerahkan daftar penduduk 

wajib KTP kepada Camat; 
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b) Camat menandatangani surat panggilan penduduk 

berdasarkan daftar penduduk wajib KTP yang diserahkan 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. 

c) Petugas di Kecamatan melalui Kepala Desa/Lurah 

menyampaikan surat panggilan tersebut kepada penduduk 

wajibKTP. 

2) Alur Perekaman KTP-el secara umum 

Langkah selanjutnya adalah alur atau tata cara 

perekaman KTP-el. Dalam tata cara perekaman ini dilakukan 

denganlangkahsebagaiberikut: 

a) Penduduk wajib KTP yang telah mendapatkan Surat 

Pemanggilan untuk perekaman KTP-el mendatangi tempat 

pelayanan perekaman di Kantor Kecamatan dengan 

membawa Surat Panggilan; 

b) Petugas di tempat pelayanan KTP-el melakukan verifikasi 

data penduduk secara langsung di tempat pelayanan dengan 

cara mencocokan biodata dengan data SIAK; 

c) Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman 

yang meliputi perekaman pas photo, tanda tangan, scan 

sidik jari dan scan retina mata. 

Alur perekaman KTP-el secara umum dapat dilihat dari 

gambar4. 2. 
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Suniber : Dinas Kependudukan clan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Kapuas Hulu Tahun 2015 

Gambar 4.2: Alur Perekaman KTP-el secara umum 

109 

Berdasarkan gambar di atas bahwa tata pelaksanaan 

administrasi perekaman KTP-el tidak menggunakan sistem 

loket. Namun hanya meja yang disusun rapi. Hasil pengamatan 

peneliti juga di Kecamatan Putussibau Utara tidak 

mengunakan loket, namun hanya meja yang sudah disusun 

rapi lengkap dengan peralatan rekam, ruangan yang digunakan 

juga tidak terlalu besar dan sedikit sempit. Namun ruang 

tunggu untuk mengantri sudah disediakan dilorong-lorong 

dengan dilengkapi kursi untuk duduk. 

Pemyataan dia atas diperkuat oleh Camat Putussibau 

Utara (Drs. Hermanus Susanto) yang menyatakan bahwa: 

"Sebenamya tata pelaksanaan program KTP-el di 
Kecamatan Putussibau Utara melihat kondisi gedung 
Kantor Camat tidak mempengaruhi prosedur 
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administrasi dan tetap berjalan sebagaimana mestinya. 
Berusaha untuk mengikuti prosedur yang telah dibuat 
oleh Pemerintah Pusat agar program ini dapat berjalan 
sesuai dengan yang diinginkan". (wawancara, 09 Maret 
2015) 

Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Seksi 

Pemerintahan Kantor Camat Putussibau Utara (Lusianus Uve) 

bahwa: 

"Tata pelaksanaan administrasi program KTP-el tetap 
berjalan dengan kondisi ruangan yang sempit namun 
satu ruang dapat terpenuhi yaitu penerimaan 
persyaratan administrasi dengan membawa surat 
panggilan atau mengisi formulir dan KTP lama, 
melakukan verifikasi data, perekaman pas photo, 
tandatangan, dan sidik jari penduduk, iris mata atau 
scan retina mata. Kemudian petugas membubuhkan 
tandatangan dan stempel pada surat panggilan 
penduduk sebagi bukti telah dilakukan perekaman 
sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
9 Tahun 2011 pasal 1 tentang tatacara penerbitan KTP­
el. (wawancara, 09 Maret 2015) 

Operator KTP-el Kecamatan Putussibau Utara (Eti 

Safari yani) juga menguatkan bahwa: 

"Penduduk yang datang untuk melakukan proses 
perekaman akan kami panggil sesuai dengan nomor 
antrian yang kami bagikan semula, kami juga berusaha 
melayani penduduk dengan baik tanpa pandang bulu". 
(wawancara, 09 Maret 2015) 

Berdasarkan basil wawancara diketahui bahwa 

pelaksanaan program KTP-el secara tata pelaksanaannya telah 

memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas dan dapat dipahami 

oleh instansi pelaksana (implementor) berdasarkan Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 9 tahun 2011 pasal (1) tentang 

tata cara penerbitan KTP-el, yaitu: 
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a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota membuat dan menyerahkan daftar 

penduduk WNI wajib KTP kepada Camat atau nama lain; 

b. Camat atau nama lain menandatangani surat panggilan 

penduduk berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud; 

c. Petugas di Kecamatan atau nama lain melalui Kepala 

Desa/Lurah atau nama lain menyampaikan surat panggilan 

sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada penduduuk 

berdasarkan daftar penduduk WNI wajib KTP; 

d. Penduduk yang telah menerima surat panggilan 

sebagaimana dimaksud pada huruf b, menandatangani 

tempat pelayanan KTP elektronik dengan membawa surat 

panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP; 

e. Petugas ditempat pelayanan KTP elektronik melakukan 

verifikasi data penduduk secara langsung ditempat 

pelayanan KTP elektronik; 

f. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman 

pas photo, tanda tangan, clan sidik jari penduduk; 

g. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf e 

membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan 

KTP elektronik pada surat panggilan penduduk; 

h. Surat panggilan penduduk sebagaimana dimaksud pada 

huruf g sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, 

pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan 
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sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf e 

dan huruff; 

i. Petugas operator melakukan penyimpanan data 

sebagaimana dimaksud pada huruf f dan biodata penduduk 

kedalam database ditempat pelayanan KTP elektronik; 

J. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud 

pada huruf I dikirim melalui jaringan komunikasi data ke 

server Automated Fingerprint Identification System di Pusat 

data Kementerian Dalam Negeri; 

k. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf i 

disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan 

jatidiri seseorang; 

1. Hasil identifikasi sidik jari Penduduk sebagaimana 

dimaksud pada huruf k apabila identitas tunggal, dan 

identitas ganda; 

m. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan 

personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana 

dimaksud pada huruf 1 angka 1 kedalam blangko KTP 

elektronik; 

n. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud 

pada huruf m, Kementerian Dalam Negeri melalui 

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

mendistribusikan KTP elektronik ke Dinas Kependudukan 
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dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk diteruskan 

ketempat pelayanan KTP elektronik; 

o. Petugas ditempat pelayanan KTP elektronik, menenma 

KTP elektronik dan melakuk.an verifikasi melalui 

pemadanan jari penduduk 1: 1; 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti 

bahwa kebijakan program KTP-el di Kecamatan Putussibau 

Utara secara tata pelaksanaanya telah memiliki petunjuk 

pelaksanaan yang jelas dan dapat dipahami oleh pihak 

implementor dan penduduk wajib KTP. Kondisi gedung atau 

ruang yang sempit tidak mempengaruhi pelaksanaan 

perekaman KTP-el meskipun semua kegiatan dilakukan dalam 

satu ruangan. 

c. Petunjuk teknis 

Petunjuk teknis adalah tata pelaksanaan teknis pelaksanaan 

program KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara. Berdasarkan 

wawancara dengan Camat Putussibau Utara (Drs. Hermanus 

Susanto), bahwa: 

"Pelaksanaan secara teknis yang diterapkan pada 
pelaksanaan KTP-el (perekaman) sudah tertata dengan 
sebagaimana mestinya karena untuk perekaman Pemerintah 
Kecamatan Putussibau Utara telah menyediakan tempat 
pelayanan perekaman di kantor kecamatan. Disamping itu 
juga kami telah mempunyai 2 (dua) orang tenaga operator 
KTP-el". (wawancara, 09 Maret 2015) 

Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan perekaman KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara 
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telah sesuai dengan petunjuk teknis, dimana jika seseorang 

melakukan proses perekaman harus mencocokan biodata, foto, 

perekaman tanda tangan, scan sidik jari, dan scan retina mata. 

Setelah semua dicocokkan maka selanjutnya data dimasukkan 

kedalam CHIP. Dalam hal ini Kecamatan tidak mencetak kartu 

hanya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang 

berhak mencetak kartu KTP-el. Pihak kecamatan hanya mencetak 

KTP manual saja. 

Terkait teknis pelaksanaan perekaman KTP-el, tenaga 

operator (Eti Safari Y ani) di Kecamatan mengatakan : 

"Warga wajib KTP dalam melakukan proses perekaman 
KTP-el harus melalui berbagai tahapan sebelum melakukan 
perekaman, yaitu mencocokkan data, melakukan verifikasi 
data, apakah sesuai dengan data yang terekam dalam SIAK, 
dan jika tidak ada masalah, kami langsung melakukan 
proses perekaman". (wawancara, 09 Maret 2015) 

Lebih jelasnya ada beberapa tahapan yang telah ditetapkan 

oleh Pemerintah Pusat dalam proses perekaman pembuatan KTP-el 

yang terdiri atas 5 (lima) tahapan. Berikut 5 (lima) tahap dalam 

pembuatan KTP-el, yaitu: 

1. Pembacaan biodata; Warga datang berdasarkan waktu 
yang telah ditentukan dengan membawa surat pengantar yang 
telah diberikan oleh pihak RT/RW setempat; 

2. Foto; Warga diharuskan melakukan foto diri terlebih dahulu. 
Foto yang dilakukan sebaiknya memakai pakaian yang rapi, 
karena foto e-KTP ini hanya dilakukan satu kali saja dan 
tidak bisa diganti dalam jangka waktu 5 (liina tahun) 
kecuali kartu tersebut rusak atau hilang sebelum waktu masa 
perpanJangan; 
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Sumber: Foto Peneliti 

Gambar. 4.3: Warga melakukan foto diri 

3. Perekaman tanda tangan; Warga diwajibkan melakukan tanda 
tangan untuk kemudian direkam kedalam komputer dan 
disimpan untuk identitas warga; 

Sumber: Foto Peneliti 

Gambar. 4.4: Warga melakukan Perekaman Tanda Tangan 

4. Scan sidik jari; Scan sidik jari ini dilakukan dengan kelima 
jari warga, jika warga mengalami kecacatan pada jari, maka 
dapat dilakukan dengan jari yang ada saja; 

42303.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



116 

Sumber: Foto Peneliti 

Gambar. 4.5: Warga melakukan Scan Sidik Jari 

5. Iris Mata; Tahap ini dilakukan untuk menjamin keakuratan 
dari warga tersebut karena scan jari tidak dapat menjamin 
keakuratan e-KTP, bisa saja ketika dilakukan tahap scan jari, 
warga tersebut memakai jari orang lain. Untuk itu dilakukan 
scan retina karena retina mata tidak dapat digantikan oleh 
orang lain. 

Sumber: Foto Peneliti 

Gambar. 4.6: Warga melakukan Iris Mata 

Berdasarkan hasil wawancara dan kelima tahap dalam 
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proses pembuatan KTP-el dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

proses perekaman pembuatan KTP-el harus dilakukan setiap warga 

wajib KTP yang ingin membuat KTP-el. Kelima tahap tersebut 

dilakukan untuk dimasukkan kedalam chip. Sedangkan chip 

sebagai alat penyimpan data eletronik penduduk yang diperlukan 

dan berfungsi untuk berbagai kebutuhan seperti ID Card, ATM 

Card dan Access Card sebagai identitas tunggal seseorang. 

Pemyataan di atas diperkuat dengan pemyataan yang 

dikemukakan oleh liana (warga Masyarakat Kota Putussibau) 

berikut ini: 

"Saya datang ke Kantor Camat untuk melakukan 
Perekaman, proses perekaman KTP-el berjalan lancar. 
Setelah melalui berbagai proses pendaftaran serta verifikasi 
data, petugas langsung memanggil untuk melakukan 
perekaman. Sekitar lima belas menit mungkin waktu yang 
diperlukan untuk proses perekaman, namun saya belum 
bisa langsung mendapatkan kartu KTP-el. Dalam waktu 3 
hari saya harus kembali kesini untuk melihat apakah kartu 
saya sudah dicetak". (wawancara, 09 Maret 2015) 

Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara telah sesuai 

dengan petunjuk teknis, dimana jika ada warga wajib KTP yang 

akan melakukan perekaman harus melalui proses pendaftaran serta 

verifikasi data, jika sesuai dengan yang terekam dalam SIAK, dan 

j ika tidak ada masalah, maka petugas akan langsung memanggil 

untuk melakukan perekaman. 

Ada beberapa cara Penerbitan KTP-el yang dilakukan, 

namun peneliti hanya menampilkan beberapa cara saja yang 
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peneliti anggap penting karena bersifat umurn, berikut cara 

penerbitan KTP-el sesuai dengan SOP: 

1. Untuk penduduk yang belurn terdaftar dalam database. 

a) Pelayanan Pencatatan Biodata di Kecamatan tersambung 
On-line dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota: 
1) Penduduk melapor ke tempat pelayanan KTP-el 

dengan membawa berkas (F ormulir Permohonan dan 
Formulir Biodata Penduduk yang telah ditandatangani 
Penduduk dan Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi 
dengan persyaratan fotocopy Akta Kelahiran atau 
fotocopy Ijazah yang dimiliki, fotocopy Buku 
Nikah/ Akte perkawinan atau fotocopy Akta 
Perceraian atau surat keterangan dari Kepala 
Suku/ Adat setempat tentang nama dan domisili) 

2) Petugas pelayanan administrasi kependudukan 
menerima berkas, memverifikasi, memvalidasi dan 
mencatat dalam buku harian, kemudian 
menyampaikan kepada Operator. 

3) Operator kecamatan menerima berkas dan merekam 
hasil peng1s1an Formulir Biodata Penduduk 
menggunakan aplikasi SIAK. 

4) Operator kecamatan memastikan biodata penduduk 
terkirim ke server Database Kependudukan 
Kabupaten!Kota dan menyerahkan berkas kepada 
Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan. 

5) Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan 
menerima dan mengmm berkas ke Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
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Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 

Bagan 4.1: Bagan alur Penerbitan KTP-el Penduduk belum perekaman secara 
on/ine (data penduduk belum ada) 

b) Pelayanan Pencatatan Biodata di Kecamatan secara Off­

line 
1) Penduduk melapor ke tempat pelayanan KTP-el 

dengan membawa berkas (F ormulir Permohonan dan 
formulir Biodata Penduduk yang telah ditandatangani 
penduduk dan Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi 
dengan persyaratan fotocopy Akta Kelahiran atau 
fotocopy ljazah yang dimiliki, fotocopy Buku 
Nikah/ Akte Perkawinan atau fotocopy Akta 
Perceraian atau surat keterangan dari Kepala 
Suku/Adat Setempat tentang nama dan domisili). 

2) Petugas pelayanan administrasi kependudukan 
kecamatan menerima berkas, memverifikasi, 
memvalidasi dan mencatat dalam buku harian, 
kemudian mengirimkan berkas tersebut ke Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

3) Petugas pelayanan di dinas menerima berkas, 
memverifikasi, memvalidasi dan mencatat dalam 
buku harian, kemudian menyampaikan kepada 
Operator; 
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4) Operator di tern pat pelayanan Dinas Kependudukan 
menerima berkas, merekam basil pengisian F ormulir 
Biodata Penduduk menggunakan aplikasi SIAK dan 
memastikan biodata penduduk terekam di database. 

5) Operator mencetak Kartu Keluarga dan menyerahkan 
kepada petugas pelayanan. 

6) Operator melaporkan kepada Administrator Database 
bahwa perekaman biodata penduduk telah terekam 
agar melakukan backup database untuk dimasukkan 
ke dalam server ABIS tempat pelayanan KTP-el. 

7) Petugas pelayanan menerima dan menyerahkan Kartu 
Keluarga kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani 
dan distempel, mengarsipkan berkas dan mengirim 
Kartu Keluarga dan salinan permohonan ke 
kecamatan. 

PETUGAS P£U.YAHAH 

TEMPAT PELAYAHAN KTP-EL 
(KECAMATAN) 

DINAS DUKCAPIL 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 

Bagan 4.2: Bagan alur Perekaman KTP-el penduduk belum perekaman 
secara ojjline (data penduduk belum ada) 

c) Pelayanan Perekaman KTP-el secara On-line 
1) Operator KTP-el membuka biodata penduduk, 

membacakan kepada penduduk, selanjutnya merekam 
pas photo, tandatangan, sidik jari tangan dan iris mata. 

2) Operator memverifikasi data penduduk dengan 
merekam sidik jari telunjuk tangan kanan dan tangan 
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kiri serta meminta penduduk menandatangani 
pernyataan kebenaran data secara elektronik. 

3) Operator memvalidasi basil perekaman dengan 
merekam sidik jari tangannya dan menyerahkan 
berkas kepada Petugas pelayanan administrasi 
kependudukan. 

4) Operator memastikan data hasil perekaman KTP-el 
tersimpan dalam server ABIS di tempat pelayanan dan 
terkirim ke Pusat Data Kementerian Dalam Negeri 
dan memberitahukan kepada petugas pelayanan 
administrasi kependudukan bahwa perekaman KTP-el 
pada penduduk yang bersangkutan telah selesai; 

2. Penerbitan KTP-el untuk penduduk yang sudah terdaftar dalam 
database (penduduk blm melakukan perekaman) 
a. Pelayanan Perekaman KTP elektronik secara On-line 

1) Penduduk melapor kepada petugas pelayanan 
administrasi kependudukan di tempat pelayanan KTP­
el, dengan mengisi formulir permohonan dan 
membawa persyaratan berupa fotocopy Kartu 
Keluarga atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk non 
elektronik dan/atau NIK. 

2) Petugas pelayanan administrasi kependudukan 
menerima berkas, memverifikasi, memvalidasi dan 
mencatat dalam buku harian, kemudian 
menyampaikan kepada Operator KTP-el (Jika ada 
perubahan elemen data supaya mengikuti Pedoman 
Teknis Perubahan Biodata); 

3) Operator KTP-el menerima berkas, kemudian 
membuka biodata penduduk, membacakan kepada 
penduduk, selanjutnya merekam pas photo, 
tandatangan, sidik jari tangan dan iris mata. 

4) Operator memverifikasi data penduduk dengan 
merekam sidik jari telunjuk tangan kanan dan tangan 
kiri penduduk serta meminta penduduk 
menandatangani pernyataan kebenaran data secara 
elektronik. 

5) Operator memvalidasi hasil perekaman dengan 
merekam sidik jari tangannya dan menyerahkan 
berkas kepada Petugas Pelayanan Administrasi 
Kependudukan. 

6) Operator memastikan data basil perekaman KTP-el 
tersimpan dalam server ABIS di tempat pelayanan dan 
terkirim ke Pusat Data Kementerian Dalam Negeri. 

7) Petugas pelayanan administrasi kependudukan 
mengarsipkan berkas dan memberikan Salinan 
Formulir Permohonan kepada Penduduk sebagai bukti 
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perekaman kepada penduduk dan untuk pengambilan 
KTP-el. 

PETUGAS 

~© .. ~~ .. :i~6)* ~\f~ 
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•· Operator memastl<.on data hasil ./ Pendu:l.Jk 'Tleriardatanganl 
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./ Operator rrerrbuka dan 
membacakan dab pendudult 
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Sumber: Dinas Kependudukan clan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 

Bagan 4.3: Bagan alur perekaman KTP-el penduduk belum perekaman secara 
online (data penduduk sudah ada 

b. Pelayanan Perekaman KTP elektronik secara Off-line 
1) Penduduk melapor kepada petugas pelayanan 

administrasi kependudukan di tempat pelayanan KTP­
el, dengan meng1s1 formulir permohonan dan 
membawa persyaratan berupa fotocopy Kartu 
Keluarga atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk non 
elektronik dan/atau NIK; 

2) Petugas pelayanan administrasi kependudukan 
menerima berkas, memverifikasi, memvalidasi dan 
men ca tat dalam buku harian, kemudian 
menyampaikan kepada Operator KTP-el (Jika ada 
perubahan elemen data supaya mengikuti Pedoman 
Teknis Perubahan Biodata). 

3) Operator KTP-el menerima berkas, kemudian 
membuka biodata penduduk, membacakan kepada 
penduduk, selanjutnya merekam pas photo, 
tandatangan, sidikjari tangan dan iris mata. 

4) Operator memverifikasi data penduduk dengan 
merekam sidik jari telunjuk tangan kanan dan tangan 
kiri serta meminta penduduk menandatangani 
pemyataan kebenaran data secara elektronik. 

42303.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



PENDUDUK 

"' M.englsl F:mrulir 
Permohonan 

~ M.embewa fotckopl 
KK, rctokopl KTP non 
elektronlk atau 'ii< 

123 

5) Operator memvalidasi hasil perekaman dengan 
merekam sidik jari tangannya dan memastikan biodata 
penduduk tersimpan kemudian menyerahkan berkas 
kepada Petugas Pelayanan Administrasi 
Kependudukan. 

6) Operator melakukan back up data hasil perekaman 
dan mengirim melalui Server ABIS yang tersambung 
dengan Pusat Data Kementerian Dalam Negeri di 
Kecamatan terdekat atau Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. 

7) Petugas pelayanan administrasi kependudukan 
mengarsipkan berkas dan memberikan Salinan 
Formulir Permohonan kepada Penduduk sebagai bukti 
sudah melakukan perekaman dan untuk pengambilan 
KTP-el. 

PEHDUDUK 

Menyerahkan berkas ke 
PetlJ!jas P'elay;i.nan 
AdmhdU.:: 
.r Formoilr Permohonan 
.r Fotokopl KK, F:>tokopl 

KTP non elelttconlk 
atau 1--IK 

.r Menertna berkas 

.,,- Memvffiflkasl & 
Memvall:iasl ., 

.,,- Mencatat dalam bUru 
harian 

Menetima berkas dari 
Petugas l'elayanan 

AdmlndtJ< 

PETUGAS 
PELAYAHAtt ADMIHISTRASI 

KEPEHOUDUKAN 

" Jika ad3 Jerubchan dat.3, mengukuti 
Sa> Jen.bah.an data 

/•® 911 
V' ~ar>lpl<an 

berkas 
V' Memberikan buktl 

perekamar kepada 
pen:iudJk 

-' Open tor mem•alldasl hasll 
pere-kamar dengan sldk jari .r Operator rre1'JVenfik"51 data 

-' Opentormem:>acki;p data telunjuk jari kiri dan kanan 
perekamal" untuk dlldrimkM penduduk 
ke Puiat Dau metalul SerV8" .r Fendu:iuk men~iltanganl 
AFJS di Ke-cl Dlnas yang i:emyal3.an kebernran :iata 
onli~ seca.-a elektronll< 

-' Oper-otonne~a'lkan 
~as kEpada pet.Jgas 
petayanan aarlrdul<. 

.r Operator memlxJ<a dan 
rre<Tbacakal data pendJdtj< 

.,,- Operator merekam Pas 
Photo,tanda ta~n, slclk jarl 
daf'. Tis mata pendJduk 

Sumber: Dinas Kependudukan clan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 

Bagan 4.4: Bagan alur pelayanan KTP-el menggunakan perangkat statis yang 
oftline (data penduduk sudah ada) 

c. Pelayanan Perekaman KTP elektronik menggunakan 
perangkat Mobile (keliling) 
1) Operator KTP-el mempersiapkan perangkat KTP-el 

mobile dan perlengkapannya serta menyediakan 
Formulir Permohonan. 

2) Penduduk meng1s1 Formulir Permohonan dan 
membawa Kartu Keluarga dan/atau Nomor Induk 
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Kependudukan Nasional dan/atau Kartu Tanda 
Penduduk. 

3) Operator KTP-el menerima Formulir Permohonan dan 
Kartu Keluarga dan/atau Nomor Induk Kependudukan 
Nasional dan/atau Kartu Tanda Penduduk, 
memverifikasi, memvalidasi dan mencatat dalam 
buku harian (Jika ada perubahan elemen data supaya 
mengikuti Pedoman Teknis Perubahan Biodata); 

4) Operator melakukan perekaman dengan membuka 
biodata penduduk, membacakan kepada penduduk 
selanjutnya merekam pas photo, tandatangan, sidik 
jari tangan, iris mata. 

5) Operator memverifikasi data penduduk dengan 
merekam sidik jari telunjuk tangan kanan dan tangan 
kiri serta meminta penduduk menandatangani 
pemyataan kebenaran data secara elektronik. 

6) Operator memvalidasi basil perekaman dengan 
merekam sidik jari tangannya dan memastikan biodata 
penduduk tersimpan. 

7) Operator mengembalikan Kartu Keluarga dan/atau 
Nomor Induk Kependudukan Nasional dan/atau Kartu 
Tanda Penduduk dan memberikan Salinan Formulir 
Permohonan kepada Penduduk sebagai bukti sudah 
melakukan perekaman dan untuk pengambilan KTP­
el. 

8) Operator mengarsipkan Formulir Permohonan. 
9) Operator melakukan back up data hasil perekaman 

dan mengirim melalui Server ABIS yang tersambung 
dengan Pusat Data Kementerian Dalam Negeri di 
Kecamatan terdekat atau Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. 
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OPERATOR MOBILE 

.r Merrbawa fot:ikcpl 
KK, fotckopl KT? non 
etektrcrik at;n; NI< 

.I' Fotckopl 1(1(, Fotokopi 
KTP oon el.ektrcrJk 
atau l-IK 

~ 1;f,(4) 
hari:t'l ' 

., -k j b t d kuti " Operator membuka dan · _ 1 a a a peru a an ala, mengL __ .. ___ ... _ d pendud k 
so~ peninhan data ,,..,.,,.__..,...,.. :tta J 

.I' Operator merekam i>:ts 
Ft.oto,t::t'lda tangan, sldlk jarl 
dan Iris rrel3 peiddJ< 

.r Operacr rnemb:ido._p ../ Operator rnemvaUdasl 
../ Operator rnernverifikasi oata 

tel.oo;uk jan kiri dan kanan 
~uk 

data perekaman lllltuk hasil perekaman denga'I 
dikirirri<an ke Pusat Data sldik jarl 
rrel:t:Ui Server ABIS di ../ Mengar.;lpk<in berkas 

../ l'ffduduk menar.datanganl 
perryataan kebenaran :iata 
secan elelctr.inl k 

Kec/'.:li'.BS yars onllnP ../ Memberi<an bJkti 
perekallHl kepac!a 
penduduk 

SUillber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 

Bagan 4.5: Bagan alur pelayanan perekaman KTP-el menggunakan perangkat 
mobile-keliling (data penduduk sudah ada) 

Berdasarkan basil wawancara dengan informan dan 

pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam 

Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatan sipil bahwa pihak Kecamatan Putussibau Utara 

terutama operator telah melakukan proses perekaman seperti 

petunjuk di atas sehingga perekaman KTP-el dapat berjalan dengan 

baik. Sebagai catatan, pelaksanaan perekaman yang dilakukan di 

Kantor Camat Putussibau Utara, bukan yang dilaksanakan pada 

saat keliling atau turun kedesa-desa. Peneliti tidak mengamati 

tugas operator dilapangan atau pada saat keliling kerena pada saat 

peneliti mengambil data tidak dilakukan perekaman KTP-el secara 

keliling. 
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3. Pelaksanaan 

Sebuah kebijakan akan sukses/berhasil jika dapat dilaksanakan, 

jika tidak dapat diterapkan hanya akan menjadi tumpukan dokumen. 

Dengan melaksanakan kebijakan akan dapat diketahui apakah 

lingkungan menerima atau menolak implementasi dan hasil kebijakan 

tersebut. Maksud "pelaksanaan" dalam penelitian ini, apakah 

peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis 

telah berjalan sesuai ketentuan. 

Untuk dapat melihat hasil ini harus pula dilengkapi dengan 

adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan 

dalam melaksanakan program KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara. 

a. Prosedur kerja 

Petugas pelaksana KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara, 

mempunyai tugas pokok masing-masing. Tugas-tugas pokok 

tersebut telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui Prosedur 

Standar Operasi (SOP) Penerapan KTP-el, dimana tujuan SOP 

tersebut untuk menjabarkan secara teknis dari peraturan Penerapan 

KTP-el yang sudah ada, guna memberikan acuan kerja bagi 

Pemerintah Provinsi yang mempunyai tugas di bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, para anggota Pokja dan para 

petugas pelaksana pelayanan di tempat-tempat pelayanan KTP-el 

dalam rangka mensukseskan pelaksanaan penerapan KTP-el dan 

hal ini juga dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam 
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pelaksanaan. 

Kenyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang 

peneliti lakukan pada Kepala Bidang Administrasi Kependudukan 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas 

Hulu (H. Khairil Anwar) berikut pemyataannya bahwa: 

"Tanggung jawab masing-masing instansi dan petugas 
pelaksana telah diatur secara jelas waktu kami mengikuti 
rakomas di jakarta dan sosialisasi dari pemerintah pusat 
dan propinsi berdasarkan Standard Operating Prosedures 
(SOPs)". (wawancara, 16 Maret 2015) 

Hal tersebut diperkuat oleh pemyataan Camat Putussibau 

Utara (Drs. Hermanus Susanto) yang menyatakan bahwa: 

"Berdasarkan Standard Operating Prosedures (SOPs ), 
Kami selaku pemerintah Kecamatan Putussibau utara 
memiliki wewenang dalam pelaksanaan KTP-el ini, yaitu 
memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mendata 
masyarakat yang wajib KTP-el dan perekaman identitas 
untuk pembuatan KTP-el, serta melaporkan hasil 
perekaman kepada Dinas Kabupaten Kapuas Hulu". 
(wawancara, 09 Maret 2015) 

Operator KTP-el Kecamatan Putussibau Utara (Eti Safari 

yani) juga mengatakan bahwa: 

"Kami telah melaksanakan proses pelayanan perekaman 
data penduduk sampai pada proses pelayanan pengambilan 
KTP-el. Walaupun banyak kesalahan dalam pekerjaan 
tetapi kami tetap berusaha melayani penduduk dengan 
tersenyum". (wawancara, 09 Maret 2015) 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa 

prosedur kerja telah dilaksanakan sebagaimana mestinya di mana 

masing-masing-masing pelaksana baik pemerintah Kabupaten 

maupun pemerintah Kecamatan dan pegawai operator yang 
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melaksanakan KTP-el sudah paham tupoksi dan berusaha 

melaksanakan tupoksi tersebut. walaupun tenaga operator yang 

professional dan memiliki keahlian dibidang perekaman masih 

kurang. 

b. Program kerja 

Implementasi kebijakan KTP-el berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan ke empat atas 

Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP 

berbasis Nomor Induk Kependudukan ini merupakan kebijakan 

yang buat oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Bentuk 

implementasi kebijakan Kemendagri tentang kebijakan KTP-el 

adalah dengan melakukan pelaksanaan program KTP-el secara 

elektronik yang sebelumnya adalah KTP manual. Kebijakan 

tersebut dibuat agar tidak terjadi lagi hal negatif seperti KTP ganda 

dan dokumen kependudukan ganda atau palsu serta tidak tertibnya 

administrasi. 

Program kerja adalah agenda kegiatan orgarusas1 yang 

dibuat untuk jangka waktu tertentu yang sudah disepakati oleh 

pengurus organisasi dibuat dengan sistematis, terpadu dan terarah 

karena menjadi pegangan anggota atau unit-unit untuk 

mewujudkan tujuan organisasi. 

Sekretaris Kecamatan Putussibau Utara (Lusianus Uve) 

mengatakan bahwa: 

"Program kerja di Kecamatan Putussibau Utara telah 

42303.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



129 

sesuai dengan Peraturan Presiden Nornor 112 Tahun 2013 
tentang perubahan ke ernpat atas Peraturan Presiden Nomor 
26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor 
Induk Kependudukan. Pada tahun 2012 dengan rnelakukan 
sosialisasi kedesa-desa dan kelurahan, Pendataan dan 
Penyerahan Surat Panggilan serta rnelakukan perekarnan. 
Sedangkan pada tahun 2015 ini kita tetap melaksanakan 
perekarnan pada penduduk yang rnernerlukan KTP-el 
dengan syarat telah berurnur 17 tahun ke atas". (wawancara, 
09 Maret 2015) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa program 

kerja pernerintah Kecamatan telah sesuai dengan Peraturan 

Presiden Nornor 112 Tahun 2013 tentang perubahan ke empat atas 

Peraturan presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP 

berbasis Nornor Induk Kependudukan. 

Irnplernentasi kebijakan KTP-el bagi Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat telah rnenetapkan program 

KTP-el yang harus diikuti dan dilaksanakan Pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya. Terkait program tersebut, 

Kepala Bidang Adrninistrasi Kependudukan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. 

Khairil Anwar) rnenuturkan: 

"Proses irnplementasi program KTP-el yang karni lakukan 
pertarna-tarna yaitu sosialisasi yang dilaksanakan di 
Kabupaten dan Kecamatan, setelah Kecarnatan nanti akan 
diterukan kedesa-desa, kelurahan, RW dan RT. Setelah 
sosialisasi dilakukan selanjutnya pendataan dan penyerahan 
surat panggilan dan yang terakhir perekaman". (wawancara, 
16 Maret 2015) 

Persiapan pelaksanaan Kebijakan program KTP-el di 

Kecarnatan Putussibau Utara dengan menyediakan tempat 

pelayanan bagi penduduk yang ingin rnernperoleh KTP-el. Lebih 
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lengkapnya lagi dijelaskan oleh Camat Putussibau Utara (Drs. 

Hermanus Susanto ), bahwa: 

"Pertama kita menyediakan tempat pelayanan, kemudian 
setelah mendapatkan sosialisasi dari Kabupaten kita 
meneruskan kemasyarakat dengan mengundang para kepala 
desa/kelurahan. Setelah sosialisasi dilakukan selanjutnya 
Pendataan dan penyerahan Surat Panggilan untuk 
melakukan perekaman". (wawancara, 09 Maret 2015) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pelaksanaan 

Kebijakan KTP-el meliputi beberapa tahapan dalam irnplementasi 

proses perekaman KTP-el seperti: Sosialisasi, Pendataan dan 

Penyerahan Surat Panggilan, serta perekaman. Berikut gambaran 

proses irnplemetasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau 

Utara Kabupaten Kapuas Hulu 

1. Sosialisasi 

Sosialisasi bertujuan agar dapat memberikan informasi 

tentang kebijakan KTP-el, seperti tujuan dibuatnya KTP-el, 

proses pembuatan KTP-el, dan kegunaan dari KTP-el 

tersebut, agar pemerintah Kecamatan Putussibau Utara 

sebagai pelaksana dapat melaksanakan program KTP-el 

sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan masyarakat 

sebagai sasaran dari kebijakan KTP-el dapat mengetahui 

dengan jelas dari manfaat atau fungsi penggunaan KTP-el 

terse but. 

Terkait pelaksanaan sosialisasi, Kepala Bidang 

Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan 
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Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) 

mengatakan bahwa: 

"Sosialisasi ini terjadi di tahun 2012 lalu, sekarang 
sudah beberapa tahun kita tidak melaksanakan 
sosialisasi karena masyarakat kita anggap sudah 
mengetahuinya. Proses awal sosialisasi dilaksanakan di 
Kabupaten dengan mengundang beberapa SKPD, 
DPRD, Polres, Kodim dan semua Camat dari 23 
Kecamatan serta Bupati Kapuas Hulu. Sebagai langkah 
awal menyebarkan informasi, kemudian Camat 
meneruskan kepada kepala Kelurahan dan Kepala 
Desa". (wawancara, 16 Maret 2015) 

Adapun Tujuan dari sosialisasi ini adalah : 

a) Memantapkan persiapan pelaksanaan penerapan KTP-el 

tahun 2012 di Kabupaten Kapuas Hulu; 

b) Menciptakan persamaan perseps1 dalam rangka 

mensukseskan program nasional penerapan KTP-el; dan 

c) Menyatukan komitmen dalam pelaksanaan tu gas dan 

tanggungjawab Tim Teknis 

Selanjutnya pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui 

tingkat Kecamatan. Pada tingkat Kecamatan ini, Tim Pokja 

Kecamatan melaksanakan sosialisasi ditingkat Kecamatan I 

Desa I Kelurahan I R W I RT dalam wilayah Kecamatan 

Putussibau Utara. Sebagaimana yang dituturkan oleh Camat 

Putussibau Utara (Drs. Hermanus Susanto): 

"Setelah mengikuti sosialisasi dari pihak Kabupaten, 
Kecamatan diberi kewenangan untuk melakukan 
sosialisasi sampai pada tingkat Dusun dengan 
mengundang para Kepala Kelurahan dan Kepala Desa 
di wilayah Kecamatan Putussibau Utara. Pada saat itu, 
kami juga menghimbau kepada para Kepala Kelurahan 
dan para Kepala Desa untuk menyampaikan informasi 
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kepada seluruh warganya". (wawancara, 09 Maret 
2015) 

Di samping menyampaikan lewat sosialisasi maksud 

dan tujuan kebijakan pemerintah terhadap KTP-el dilakukan 

pula melalui sarana-sarana komunikasi yang dipandang dapat 

sampai langsung kepada masyarakat, seperti: menggunakan 

tatap muka, melalui Siaran Radio Daerah, Di Kabupaten 

Kapuas Hulu siaran Radio yang dikenal dengan Nama Radio 

Sidak Kapuas Hulu (RASIKA), Spanduk dan Baliho serta 

media cetak pada tempat tertentu yang dianggap strategis. 

Berbagai kendala ditemukan dalam sosialisasi 

kebijakan KTP-el, seperti pada saat sosialisasi masyarakat 

yang hadir sangat sedikit, dan kadang-kadang yang hadir 

hanya kaum perempuan atau ibu-ibu sedangkan bapak-

bapaknya atau laki-laki kebanyakan kehutan. Hal ini 

menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman yang diterima 

oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tidak 

mengikuti kegiatan sosialisasi. 

Menurut masyarakat, bahwa alasan yang dikemukakan 

mereka pada umumnya karena adanya kesibukan dan 

ketidakberadaan mereka ditempat pada saat pelaksanaan 

sosialisasi. Bapak Frans (Kepala Dusun di Desa Seluan) 

mengatakan: 

"Mereka tidak berada di tempat dan sibuk pada 
pekerjaan masing-masing, padahal pemberitahuan 
sudah disampaikan sebelumya. Namun mereka juga 
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harus pergi noreh, keladang terkecuali dilakukan pada 
hari minggu, karena kalau hari minggu biasanya tidak 
pergi kemana-mana hanya ke Gereja". (wawancara, 24 
Maret 2015) 

Sedangkan menurut Ibu Liana (masyarakat Putussibau 

Kota) mengatakan bahwa: 

Dulu pernah ada petugas dari kelurahan Putussibau 
Kota mendata penduduk langsung kerumah-rumah. Di 
situ beliau menjelaskan bahwa penduduk yang sudah 
berumur 17 tahun dan yang telah mempunyai KTP 
lama harus diganti dan rekam ulang untuk 
mendapatkan KTP-el yang baru. Namun saya tidak 
langsung melakukan menganti KTP saya. Karena saya 
pikir tidak digunakan dalam waktu dekat dan KTP 
lama saya masih berlaku". (wawancara, 24 Maret 2015) 

Berdasarkan basil wawancara tersebut di atas bahwa 

untuk masyarakat Kelurahan Putussibau Kota mendapatkan 

sosialisasi hanya waktu pendataan penduduk dan kelurahan 

langsung membagikan undangan perekaman. Sosialisasi yang 

dilakukan pada masyarakat Kota Putussibau tentunya tidak 

efektif karena hanya dijelaskan secara singkat tanpa 

menjelaskan manfaat KTP-el tersebut. Disamping 

menyampaikan sosialisasi yang belum tepat juga masyarakat 

kota masih mengampangkan pembuatan KTP-el karena 

jumlah penduduk terbanyak yang belum melakukan 

perekaman adalah warga kelurahan Putussibau Kota yaitu 

sebanyak 1.361 orang. Hal ini menunjukan betapa masyakat 

belum sadar betapa pentingnya KTP-el. 

Sementara pada wilayah Desa yang jauh di perhuluan 

sungai dan masih terpencil dengan sarana transportasi 
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menggunakan perahu, hanya menitipkan pesan kepada 

beberapa warga yang datang untuk berbelanja kekota atau 

desa terdekat. Bahkan di Dusun Landau Ipoh Desa Nanga 

A win, berada jauh dari pusat desa dengan jalur transportasi air 

dan bisa menggunakan jalan setapak dengan berjalan kaki 

dapat ditempuh kurang lebih selama 5 jam. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa 

penyampaian informasi kebijakan KTP-el melalui sosialisasi 

kepada masyarakat belum sepenuhnya maksimal karena: 

1) Kondisi geografis Kecamatan Putussibau Utara yang 

sangat luas dan terdiri dari 19 kelurahan/desa. sehingga 

informasi yang diterima warga tentang pelaksanaan KTP 

elektronik masih kurang dan tidak begitu jelas, tentunya 

keadaan ini dapat menghambat proses implementasi 

kebijakan KTP-el. 

2) Tim Pokja Kecamatan belum maksimal dalam melakukan 

sosialisasi kepada warga terutama warga kelurahan 

putussibau kota karena masih banyak warga yang belum 

memahami manfaat KTP-el. 

3) Kurangnya kesadaran masyarakat, karena mereka 

menganggap KTP lama masih dapat dipergunakan. 

2. Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan 

Tahap selanjutnya pendataan jumlah wajib KTP dan 

penyerahan surat panggilan untuk melakukan perekaman. 
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Pendataan ini dilakukan oleh pegawai Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan dibantu 

Pegawai Kecamatan yang turun langsung ke setiap 

Kecamatan untuk mendata penduduk wajib KTP. Setelah 

mendapatkan data penduduk wajib KTP kemudian Kepala 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas 

Hulu membuat dan menyerahkan daftar nama penduduk WNI 

wajib KTP kepada Camat. 

Kemudian Camat menandatangani surat panggilan 

penduduk berdasarkan daftar penduduk wajib KTP yang 

diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dan diserahkan kepada setiap kepala desa/lurah untuk 

menyampaikan kepada Ketua RT/RW. Ketua RT/RW akan 

menyerahkan surat panggilan ke setiap penduduk wajib KTP 

di Kecamatan Putussibau Utara. Penduduk yang telah 

menerima surat panggilan diwajibkan mendatangi tempat 

pelayanan perekaman KTP-.el yang berada di kecamatan 

setempat dengan membawa surat panggilan dan KTP lama 

bagi yang sudah memiliki KTP. Pendataan ini dilakukan agar 

seluruh penduduk yang telah wajib KTP dapat melakukan 

perekaman KTP-el dengan serempak dan tidak ada lagi warga 

yang tidak memiliki KTP. 

Terkait pendataan yang dilakukan, Camat Putussibau 

Utara (Drs. Hermanus Susanto) mengemukakan : 
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"Pendataan dilakukan mulai dari RT, Dusun, Desa dan 
Kecamatan, kemudian datanya disampaikan kepada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Kapuas Hulu. Sementara untuk surat panggilan kita 
serahkan secara langsung kepada masing-masing 
Kepada Kelurahan dan Kepala Desa untuk disampaik:an 
secara langsung kepada warganya sesuai dengan data 
yang telah diberikan Dukcapil". (wawancara, 09 Maret 
2015) 

Pendapat Camat Putussibau Utara juga dibenarkan 

oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Putussibau 

Utara (Lusianus Uve) bahwa: 

"Pendataan dilakukan secara bertahap, muiai dari RT, 
Dusun, dan Desa. Sedangkan untuk dusun yang jauh 
dititipkan kepada Kepala Desa, masalah sampai atau 
tidaknya kepala desa yang tahu. Kalau melihat dari 
hasil perekaman surat pemanggilan tersebut sampai 
kependuduk, karena penduduk dari setiap dusun atau 
desa sebagian telah melakukan perekaman". 
(wawancara, 09 Maret 2015) 

Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas 

Hulu (H. Khairil Anwar) membenarkan bahwa: 

"Ya kami menerima data yang di sampaik:an pihak 
kecamatan setelah mereka melakukan pendataan wajib 
KTP-el. Kemudian dinas membuat dan menyerahkan 
daftar nama penduduk wajib KTP-el kepada Camat 
untuk ditandatangani dan diserahkan kembali kepada 
perangkat desa untuk diteruskan kepada masyarakat 
agar melakukan perekaman ditempat pelayanan 
perekaman dengan membawa surat panggilan dan K TP 
lama bagi yang sudah membuat, tinggal kesadaran 
masyarakat saja mau atau tidak melakukan 
perekaman". (wawancara, 16 Maret 2015) 

Dalam hal pendataan dan penyerahan surat panggilan 

untuk melakukan perekaman dalam pelaksanaan kebijakan 

program KTP -el di Kecamatan Putussibau Utara tidak 
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ditemukan kendala sehingga surat panggilan sampai pada 

wajib KTP sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini 

telah sejalan dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh 

Kemendagri yaitu pendataan dan penyerahan surat panggilan 

yang dilakukan oleh Kecamatan. 

3. Perekaman 

Pada tahap perekaman, warga yang telah wajib KTP 

datang dengan membawa surat panggilan yang telah di 

berikan oleh RT/RW setempat dan KTP lama. Kemudian 

warga mendaftar dan memperlihatkan surat panggilan dan 

KTP lama tersebut kepada operator. Pegawai operator akan 

mencocokkan dan mencatat serta memberikan nomor 

panggilan agar warga dapat menunggu panggilan dengan 

tertib. 

Pegawai operator kemudian melakukan verifikasi data 

warga yang ada pada database, melakukan perekaman seluruh 

sidik jari tangan warga, mulai dari tangan kanan kemudian 

tangan kiri. Selanjutnya perekaman tanda tangan warga dan 

melakukan pengambilan perekaman pas photo serta 

perekaman retina mata warga agar identitas lebih akurat. Jika 

tahap perekaman telah selesai di lakukan pegawai operator 

membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan 

yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa warga tersebut telah 
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melakukan perekaman clan sebagai bukti pengambilan KTP­

el. 

Kemudian warga yang telah melakukan perekaman 

pulang ke rumah masing-masing dan setelah 3 bulan 

kemudian warga mengecek apakah KTP-el tersebut telah 

diterbitkan clan dapat diterima warga wajib KTP-el. Namun, 

pada tahun 2015 setelah 3 hari saja masyarakat sudah dapat 

memperoleh KTP-el. 

Pegawai operator akan melakukan penyimpanan data 

dan biodata warga ke dalam database di tempat pelayanan 

KTP-el. Data yang disimpan dalam database akan dikirim 

melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Finger 

print Identification Sistem di data center Kemendagri. Data 

tersebut disimpan dan dilakukan proses identifikasi 

ketunggalan jati diri warga. 

Pemerintah pusat menjadwalkan perekaman mulai dari 

bulan maret 2012 dan harus selesai paling lam bat akhir 

September 2012. Sedangkan di Kabupaten Kapuas Hulu 

proses perekaman dapat dilaksanakan akhir bulan juli tahun 

2012. Ini berarti pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu hanya 

dapat melaksanakan selama 2 bulan saja, dikarenakan 

terlambatnya kedatangan alat perekaman KTP-el. Dengan 

waktu yang begitu singkat sangat tidak efektif bagi 

pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terutama Kecamatan 
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Putussibau Utara dengan jumlah penduduk terbanyak dari 23 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. 

Penuturan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan 

pada Dinas Kependudukan clan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) bahwa: 

"Kita di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kapuas Hulu menerima peralatan 
perekaman pada akhir bulan juli dan langsung kita 
bagikan ke setiap kecamatan, bahkan tanpa mengecek 
peralatan apakah ada yang rusak atau tidak hal ini kita 
lakukan karena sudah terburu waktu, agar Kecamatan 
dapat melaksanakan perekaman secepatnya, karena 
waktu kita sudah terlambat. Namun kita tetap 
memberitahukan ke pusat tentang keterlambatan 
kedatangan peralatan, dan dari pusat memberikan batas 
waktu menjadi bulan Desember". (wawancara, 16 
Maret 2015) 

Terlambatnya kedatangan alat perekam KTP-el di 

Kecamatan Putussibau Utara juga diakui oleh Camat 

Putussibau Utara (Drs. Herman us Susanto ), berikut 

penuturannya: 

" ..... ya Peralatan kita terima pada akhir bulan juli yaitu 
2 set alat perekam, dan kita baru mulai melakukan 
perekaman pada tanggal 26 juli 2012, sehingga batas 
waktu yang ditentukan untuk perekaman sisa 2 bulan 
namun ada pemberitahuan dari pihak dukcapil kalau 
diperpanjang batas waktunya menjadi bulan 
Desember". (wawancara, 09 Maret 2015) 

Operator KTP-el Kecamatan Putussibau Utara (Eti 

Safari yani) juga menegaskan bahwa: 

"Kami mulai bekerja melakukan perekaman KTP-el 
pada tanggal 26 Juli tahun 2012. Banyak warga yang 
datang untuk melakukan perekaman dari warga 
disekitar Kantor Camat Putussibau Utara dan desa-desa 
terdekat". (wawancara, 09 Maret 2015) 
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Perekaman yang dilakukan di Kantor Kecamatan bagi 

warga desa/kelurahanya yang berdekatan dengan ibukota 

Kecamatan tidak mengalami kendala yang berarti karena 

dapat mendatangi langsung tempat perekaman, namun bagi 

warga desa yang sangat jauh tentunya akan mengalami 

kesulitan untuk melakukan perekaman. 

Untuk mengatasi masalah batas waktu yang ditentukan 

oleh pemerintah pusat, Camat Putussibau Utara (Drs. 

Hermanus Susanto) mengatakan bahwa: 

"Kecamatan Putussibau Utara mengejar target dengan 
menggunakan 2 (Dua) cara, yaitu perekaman di Kantor 
Kecamatan dan dengan cara "jemput bola" yang 
dibantu oleh Dinas dengan turun langsung ke desa 
dengan membawa perlengkapan perekaman walaupun 
pun cuma sekali dilakukan di desa Datah Dian. Karena 
yang turun kelapangan adalah pihak Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil saja. Kita baru 
sekali saja dilibatkan". (wawancara, 09 Maret 2015) 

Hal ini juga diperkuat oleh penuturan Kepala Bidang 

Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar): 

"Ya kita membantu setiap kecamatan untuk melakukan 
perekaman ke desa-desa dengan membawa alat 
perlengkapan perekaman agar dapat merekam desa­
desa yang jauh letaknya dan kita juga membiayai para 
operator KTP-el dengan memberikan Surat Tugas". 
(wawancara, 16 Maret 2015) 

Operator KTP-el Kecamatan Putussibau Utara (Eti 

Safari yani) mengatakan bahwa : 

"Benar, kita turun kelapangan baru satu kali bersama 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan 
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membawa alat mobile enrolment (perlengkapan 
perekaman), biayanya dari Dinas yang nanggung, 
itupun cuma 1 malam saja kami berada didesa 
tersebut". (wawancara, 09 Maret 2015) 

Pelayanan KTP-el keliling untuk mempermudah 

warga yang tinggal di desa-desa supaya mereka tidak perlu 

mengeluarkan biaya besar untuk datang ke Kecamatan. Hal 

senada juga disampaikan Kepala Bidang Administrasi 

Kependudukan pada Dinas Kependudukan clan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) bahwa: 

"Di Tahun 2015 ini juga kita turun kelapangan lagi 
untuk melakukan perekaman kepada penduduk yang 
belum melakukan perekaman clan merekam ulang 
kepada penduduk wajib KTP-el. Karena ada beberapa 
kecamatan yang sudah melakukan perekaman namun 
belum menerima KTP-el." (wawancara, 16 Maret 2015) 

Diperkuat lagi oleh operator (Eti Safari Y ani) bahwa: 

"Kami sudah diberitahukan bahwa kami akan terjun lagi 
kelapangan untuk melakukan proses perekaman kepada 
penduduk yang belum melakukan perekaman maupun 
rekam ulang kembali kepada penduduk yang belum 
menerima KTP-el". (wawancara, 09 Maret 2015) 

Berdasarkan informasi dari informan bahwa Proses 

perekaman KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara dimulai 

pada tanggal 26 Juli 2012. Peralatan yang disediakan 

Pemerintah Pusat clan diserahkan melalui Dinas 

Kependudukan clan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu 

berupa 2 set alat perekam. Dalam melakukan perekaman, 

Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara menggunakan dua 

cara yaitu (1) melakukan perekaman di Kantor Kecamatan 
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bagi warga yang langsung mendatangi dan (2) dengan cara 

turun langsung atau "jemput bola" bagi desa yang terjauh dari 

ibukota kecamatan dengan dibantu oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil dengan membawa alat perekam. Namun 

yang paling banyak terjun langsung ke desa-desa adalah pihak 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas 

Hulu. 

Berikut ini gambaran program kerja proses implementasi 

kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten 

Kapuas Hulu : 

Sosialisai 

Tingkat Kabupaten 
dengan mengundang: 

Bupati Kapuas Hulu, 
SKPD, DPRD, Polres, 

Kodim, dan Camat (23 
Carn at) 

Camat meneruskan Kepada: 
Kepala Kelurahan dan 

KepalaDesa 

Masyarakat 

Pendataan dan Penyerahan 

Surat Panggilan 

Dilaksanakan oleh: 
Dinas Kependudukan 

dan pencatatan Sipil 
Kabupaten Kapuas Hulu 
dan pegawai Kecamatan 

Kepala Disdukcapil menyerahkan 
daftar nama penduduk wajib KTP­

el kepada Camat untuk 

ditandatangani 

Camat menyerahkan Kepada: 

Kepala Kelurahan dan 

KepalaDesa 

RTdanRW 

Penduduk 

Perekaman 

Wajib KTP-el 
membawa: surat 
Panggilan 

penduduk dan KTP 

lama 

Tempat perekaman: 
Kantor Camat. 

Gambar 4.7: Program kerja Kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau 
Utara Kabupaten Kapuas Hulu 
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Pada awal pelaksanaan perekaman untuk menyesuaikan 

dengan jumlah wajib KTP yang terdaftar, pelaksanaan perekaman 

KTP Elektronik juga dilakukan pada hari Sabtu, dan bahkan 

lembur sampai malam hari, tidak memadainya peralatan 

perekaman KTP Elektronik juga dirasakan oleh petugas operator. 

Berik-ut penuturan petugas operator (Eti Safari Y ani) : 

"Terkadang kami tidak mampu melayani, karena banyak 
warga yang datang, sampai istirahat sejenak saja susah. 
Sehingga banyak warga yang sudah datang terpaksa pulang 
kerumahnya. Untuk menyesuaikan dengan jadwal, 
terkadang hari Sabtu juga dilakukan perekaman, bahkan 
sampai malam hari. Itu terjadi tahun 2012 namun sekarang 
tahun 2015 sudah mulai agak sepi. Karena lebih dari 
separuh telah melakukan perekaman". (wawancara, 09 
Maret 2015) 

Masyarakat yang sudah datang kadang enggan untuk 

datang kembali karena masalah transport sangat susah. Di 

Kecamatan putussibau transportasi umum sangat sedikit, itupun 

kadang-kadang saja. Apalagi untuk desa-desa yang tidak berada 

pada jalan negara tidak ada transport untuk menuju ibu kota 

Kecamatan. Hal ini tentunya menyebabkan terganggunya proses 

implementasi kebijakan KTP-el. 

Kurangnya komunikasi antara SKPD terutama Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Banyak 

daerah yang terjadi pemekaran sehingga pada saat proses 

perekaman mencocokkan biodata penduduk dengan data SIAK 

(Sistem Administrasi Kependudukan) terjadi kesalahan pada 

alamat. Berikut penuturan Kepala Bidang Administrasi 
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Kependudukan pad.a Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) bahwa: 

"Banyak terjadi kesalahan alamat penduduk pad.a KTP-el. 
Pada waktu mencocokkan data penduduk dengan data 
SIAK alamatnya berbeda karena pada tahun 2010 terjadi 
pemekaran desa. Sesuai dengan perda no.7 tahun 2010. 
Kecamatan Putussibau Utara mengalami pemekaran 5 desa 
dan 7 dusun barn di tambah lagi data yang digunakan pada 
data SIAK adalah data pada tahun 2009. Anehnya lagi data 
setiap SKPD hampir tidak sama, di KPU Daftar Pemilih 
Tetap (DPn berbeda dengan Data SIAK yang ada di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas 
Hulu. ya kita juga binggung mau menyalahkan siapa". 
(wawancara, 16 Maret 2015) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan pengamatan 

peneliti terdapat beberapa masalah dalam program kerja yaitu: 

1. Masalah transportasi, tidak semua masyarakat memiliki 

transportasi pribadi untuk pergi menuju tempat pelayanan, 

sedangkan transportasi umum sulit ditemui dan mahal 

biayanya. 

2. Kurangnya Komunikasi dan koordinasi antara Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa masalah 

pemekaran desa. Karena Kecamatan Putussibau Utara 

mengalami pemekaran 5 desa dan 7 dusun ham sesuai dengan 

perda no.7 tahun 2010 sehingga data penduduk yang terdapat 

di SIAK berbeda. 

c. Jadwal kegiatan 

Berdasarkan hasil wawancara maka pelaksanaan KTP-el 
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(perekaman) di Kecamatan Putussibau Utara sudah sesuai dengan 

jadwal kegiatan yang diprogram/dibuat agar pelaksanaan 

pelayanan perekaman KTP-el berjalan lancar, dimana Kantor 

Kecamatan Putussibau Utara melaksanakan pelayanan tersebut 

pada saat jam kerja kantor, namun tidak menutup kemungkinan 

jam pelayanan dapat diperpanjang apabila ada banyaknya warga 

yang datang untuk membuat KTP-el. 

Terkait jadwal pelaksaksanaan perekaman KTP-el di 

Kecamatan Putussibau Utara, Camat Putussibau Utara (Drs. 

Hermanus Susanto) mengatakan bahwa : 

"Dari sosialisasi pertama kali dilakukan pada tanggal 4 
sampai tanggal 20 juni Tahun 2012 dan pelaksanaan 
perekaman KTP-el tanggal 26 Juli sampai 31 Oktober 
tahun 2012 secara massal dan sampai sekarang kita tetap 
melakukan perekaman KTP-el. Jadwal perekaman KTP­
el di Kantor Camat itu biasanya saat jam kerja Kantor 
yaitu sekitar jam 08.00 s/d 15.00 WIB, terkadang lewat 
dari jam tersebut juga tetap dilayani jika memang masih 
banyak warga yang ingin melakukan perekaman". 
(wawancara, 09 Maret 2015) 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Operator KTP-el 

Kecamatan Putussibau Utara (Eti Safari yani) bahwa: 

"Untuk mengatasi banyaknya warga yang datang untuk 
membuat KTP-el, maka kami memperpanjang jam 
pelayanan perekaman sampai malam hari terutama warga 
yang sudah mengantri dari awal dan datang dari jauh 
tetap kami layani". (wawancara, 09 Maret 2015) 

Berkaitan dengan hat tersebut juga diungkapkan oleh 

Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hutu (H. 

Khairil Anwar), bahwa: 
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"Mengingat terkadang operator lembur kerja sampai 
malam hari, kami juga merasa kasihan, tetapi anggaran 
untuk memberikan insentif kepada mereka tidak ada, 
mereka hanya dapat jatah makan harian karena mereka 
tidak pulang kerumah". (wawancara, 16 Maret 2015) 

Sedangkan bagi masyarakat yang jauh dipedalaman, 

kendalanya jadwal sangat padat dan waktu sangat sedikit. 

Seperti pada saat perekaman di Desa Datah Dian, pihak 

kecamatan hanya melakukan proses perekaman selama 1 hari 

saja. Hal ini tentu menyebabkan tidak efektif proses perekaman 

di desa tersebut. 

Berkaitan dengan hal tersebut juga disampaikan oleh 

Sekretaris Kecamatan putussibau Utara (Lusianus Uve) bahwa: 

"Kami melakukan proses perekaman di desa terpencil 
seperti di desa Datah Dian cuma 1 hari saja. Dan pada 
saat perekaman, yang datang hanya kaum wanita saja. 
Sementara kaum laki-laki tidak ada yang hadir. Namun 
kami sudah konfirmasi kepada pihak Dukcapil bahwa 
harus ada perekaman ulang kedesa tersebut". 
( wawancara, 09 Maret 2015) 

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Administrasi 

Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) bahwa: 

"Benar, pihak Kecamatan telah memberitahukan kepada 
kami supaya melakukan rekam ulang, namun kendalanya 
di biaya dan batas waktu yang diberikan oleh pemerintah 
pusat selama 5 bulan saja. Namun pada tahun 2015 ini 
akan dilakukan perekaman ulang oleh pihak kami dan 
dibantu Kecamatan". (wawancara, 16 Maret 2015) 

Berdasarkan informasi dari informan bahwa jadwal yang 

diberikan oleh pemerintah sangat padat dengan batas waktu yang 

telah ditentukan. Sementara kondisi geografi Kabupaten Kapuas 
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Hulu tepatnya Kecamatan Putussibau Utara sangat luas. Padahal 

Kecamatan Putussibau utara merupakan pusat kota dari Kabupaten 

Kapuas Hulu, namun penduduknya masih banyak belum sadar 

akan pentingnya KTP-el. 

C. Pembahasan 

1. Organisasi 

Organisasi merupakan struktur atau wadah di mana usaha kerja 

sama itu di selenggarakan. James D.Mooney (dalam The Liang 

Gie, 1979, 14) menyebutnya sebagai bentuk dari pada perserikatan 

manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama (the form of every 

human association for the attainment of a common purpose). 

Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya 

sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan 

perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat 

hukum yang jelas. Dari segi struktur organisasi, Kantor Camat 

Putussibau Utara belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai 

dengan aturan-aturan yang ada seperti Peraturan Bupati Kapuas Hulu 

Nomor 46 tahun 2008 dan Pokja Kecamatan, sesuai dengan Keputusan 

Bupati No.97 Tahun 2012 poin 8 yaitu belum adanya laporan 

pelaksanaan penerapan KTP-el kepada Bupati, yang ada hanya berupa 

laporan singkat tantang berapa yang sudah melakukan perekaman 

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas 

Hulu. 
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Dari seg1 Sumber Daya Manusia/keahlian pelaksana, 

permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Putussibau 

Utara yaitu pegawai operator yang tidak ahli dalam bidangnya 

merupakan salah satu faktor penyebab tidak maksimalnya perekaman 

KTP-el. Hal tersebut dikarenakan adanya pergantian operator, 

sementara yang mendapat pelatihan hanya bertugas dalam waktu satu 

bulan saja dan pelatihan yang diadakan oleh pihak Kabupaten hanya 

manual dengan kurun waktu cuma 3 hari saja. Ketidak adanya 

bimbingan teknis lanjutan menyebabkan sulitnya operator barn 

melaksanakan tugasnya dan menjadi kendala pelaksanaan penerapan 

KTP-el. 

Dari segi perlengkapan alat kerja, Perlengkapan merupakan 

seg1 yang melayani kebutuhan-kebutuhan kebendaan dan 

kerumahtanggaan yang juga tentu ada dalam setiap usaha bersama. 

Pemerintah pusat telah menyediakan kepada pihak Kecamatan 

sebanyak 2 set alat perekaman, namun camera yang digunakan di 

Kecamatan Putussubau Utara tidak memiliki memory card, perangkat 

KTP-el terutama Fingerprit Scanner dan Iris Scanner sering tidak 

berfungsi apalagi ditambah jaringan Visat seringkali mengalami 

gangguan sehingga hasil perekaman yang terkirim kepusat data secara 

online tidak sesuai dengan data yang terekam. 

Dari beberapa indikator di atas basil temuan peniliti tidak sama 

dengan hasil temuan penelitian terdahulu, karena setiap daerah dan 

setiap indikator penelitian tentunya berbeda satu sama lainnya. Di 
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Kecamatan Putussibau Utara, indikator sumber daya manus1anya 

mempengaruhi ketidak maksimalnya perekaman KTP-el karena 

operator yang bertugas bukanlah operator yang mengikuti bimbingan 

teknis yang di adakan oleh pihak Kabupaten, beberapa penelitian 

terdahulu mengatakan operator tidak masimal di karenakan jumlah 

operator tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang akan 

melakukan perekaman dan karena ketidak siapan operator dalam 

bertugas. Sedangkan dari segi peralatan, basil temuan peneliti 

menemukan camera tidak memiliki memory card sedangkan 

dipenelitian terdahulu basil temuannya yaitu kekurangan fasilitas alat 

perekaman. 

Permasalahan yang peneliti temukan sesuai dengan teori Jones 

dalam Sudirman (2013 :28) mengemukakan bahwa "the point is that 

implementation of policy may very depending on the particular stage of 

agency development." Setiap kegiatan memerlukan birokrasi yang 

mampu berkomunikasi dengan pihak yang membuat kebijakan dan juga 

dengan pihak yang melaksanakan kebijakan. Tujuan organisasi adalah 

menjalankan program-program yang telah dirancang. 

Penetapan pelaku kebijakan bukan sekedar menetapkan 

lembaga mana yang melaksankan dan siapa saja yang melaksanakan, 

tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung 

jawab dari masing-masing pelaku kebijakan. pelaksana kebijakan juga 

hams menyediakan sumber daya manusia yang ahli dan berkualitas 

dalam melaksanakan kebijakan tersebut karena sangat mempengaruhi 
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keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Di sampmg itu 

sumber daya manusia sebagai pelaku juga harus mengetahui apa yang 

harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya serta bagaimana 

mengunakan sarana dan prasarana serta untuk melaksanakan kebijakan 

perlu didukung oleh peralatan yang memadai. Tanpa peralatan yang 

cukup dan memadai akan dapat mengurangi efektifitas dan efisiensi 

dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan teori Jones, pihak 

Kecamatan harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil agar program KTP-el dapat berjalan dengan maksimal 

dan target yang telah ditentukan dapat tercapai. 

2. Interpretasi 

Proses lmplementasi kebijakan mgm melihat apakah 

pelaksanaan program KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara 

Kabapaten Kapuas Hulu sesuai dengan peraturan, petunjuk pelaksanaan 

dan petunjuk teknis. Dari segi peraturan, bahwa pelaksanaan proses 

perekaman KTP-el di Kabupaten Kapuas Hulu sudah sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan dalam penerbitan KTP-el, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 dan telah sesuai dengan Surat 

Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang 

Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan, sehingga setiap daerah provinsi, kabupaten/kota di 

Negara Indonesia sama peraturannya. 
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Dari segi petunjuk pelaksanaannya, tata pelaksanaanya telah 

memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas dan dapat dipahami oleh 

pihak implementor dan penduduk wajib KTP. Kondisi gedung atau 

ruang yang sempit tidak mempengaruhi pelaksanaan perekaman KTP-el 

meskipun semua kegiatan dilakukan dalam satu ruangan. 

Dari segi petunjuk teknis, Kecamatan Putussibau Utara telah 

sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam 

Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatan sipil bahwa pihak Kecamatan Putussibau Utara terutama 

operator telah melakukan proses perekaman seperti petunjuk sehingga 

perekaman KTP-el dapat berjalan dengan baik. 

Dari beberapa indikator di atas hasil temuan peniliti juga tidak 

sama dengan basil temuan penelitian terdahulu. Karena penelitian 

terdahulu tidak mempunyai indikator yang sama dengan penelitian 

peneliti dan peneliti juga tidak menemukan permasalahan, sesuai 

dengan teori Jones dalam Widodo (2009:89) bahwa aktifitas interpretasi 

merupakan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih 

opersional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan 

diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Adanya peraturan 

membuat suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik dan didukung oleh 

sebagian sasaran kebijakan yang taat kepada peraturan yang telah 

ditentukan. 
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3. Pelaksanaan 

Pelaksanaan program KTP-el dipengaruhi oleh adanya 

prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan dalam 

melaksanakan program KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara. Dari 

segi prosedur kerja telah dilaksanakan sebagaimana mestinya di mana 

masing-masing pelaksana baik Pemerintah Kabupaten maupun 

Pemerintah Kecamatan dan pegawai operator yang melaksanakan KTP­

el sudah paham tupoksi walaupun tenaga yang professional dan 

memiliki keahlian perekaman masih kurang. 

Dari segi program kerja, pelaksanaan program KTP-el 

Kecamatan Putussibau Utara telah sesuai dengan Peraturan Presiden 

Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan ke empat atas Peraturan 

Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor 

Induk Kependudukan. Program yang telah dijalankan atau dilaksanakan 

oleh Kecamatan Putussubau Utara adalah sosialisasi, pendataan dan 

penyerahan surat panggilan yang dilaksanakan pada tahun 2012 

sedangkan program kerja yang masih tetap dilaksanakan sampai 

sekarang adalah proses pelayanan perekaman. 

Pelaksanaan Kebijakan KTP-el meliputi beberapa tahapan 

dalam irnplementasi proses perekaman KTP-el seperti: Sosialisasi, 

Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan, serta perekaman. 

a. Sosialisasi 

Sosialisasi dilakukan melalui tingkat Kecamatan. Pada 

tingkat Kecamatan ini, Tim Pokja Kecamatan melaksanakan 
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sosialisasi ditingkat Kecamatan/Desa/ Kelurahan/R W /RT dalam 

wilayah Kecamatan Putussibau Utara. berbagai Usaha dilakukan 

pemeritah untuk menyampaikan tujuan dibuatnya KTP-el, proses 

pembuatan KTP-el, dan kegunaan dari KTP-el tersebut. Di 

samping menyampaikan lewat sosialisasi maksud dan tujuan 

kebijakan pemerintah terhadap KTP-el dilakukan pula melalui 

sarana-sarana komunikasi yang dipandang dapat sampai langsung 

kepada masyarakat, seperti: menggunakan tatap muka, melalui 

Siaran Radio Daerah, Di Kabupaten Kapuas Hulu siaran Radio 

yang dikenal dengan Nama Radio Sidak Kapuas Hulu (RASIK.A), 

Spanduk dan Baliho serta media cetak pada tempat tertentu yang 

dianggap strategis. 

Berbagai kendala ditemukan dalam proses sosialisasi 

seperti: (a). Kondisi geografis Kecamatan Putussibau Utara yang 

sangat luas dan terdiri dari 19 kelurahan/desa. sehingga informasi 

yang diterima warga tentang pelaksanaan KTP elektronik masih 

kurang dan tidak begitu jelas, tentunya keadaan ini dapat 

menghambat proses implementasi kebijakan KTP-el. (b ). Tim 

Pokja Kecamatan belum maksimal dalam melakukan sosialisasi 

kepada warga terutama warga kelurahan Putussibau Kota karena 

masih banyak warga yang belum memahami manfaat KTP-el. ( c ). 

Kurangnya kesadaran masyarakat, karena mereka menganggap 

KTP lama masih dapat dipergunakan. 

Dari ketiga kendala yang ditemukan peneliti dalam 

42303.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



154 

melakukan sosialisasi kebijakan KTP-el, bahwa temuan yang sama 

dengan penelitian terdahulu adalah Kondisi geografis Kecamatan 

Putussibau Utara yang sangat luas juga ditemukan penelitian 

terdahulu pada Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas 

Hulu yaitu pada penelitian Ashari (2013), yang mengatakan bahwa 

kondisi geografis wilayah yang luas mempengaruhi penyampaian 

informasi kepada masyarakat. Temuan penelitian ini sama karena 

memang kondisi Kecamatan Putussibau Utara dan Kecamatan 

Putussibau Selatan sama-sama memiliki luas wilayah yang luas 

diantara Kecamatan yang lain yang berada di Kabupaten Kapuas 

Hulu. Adapun luas Kecamatan Putussibau Selatan yaitu 6.352.34 

Km2 dan luas Kecamatan Putussibau Utara sebesar 4.521.87 Km2• 

Sedangkan temuan peneliti lainnya tidak terdapat pada 

temuan penelitian terdahulu. Karena setiap daerah tentu memiliki 

kendala yang berbeda dalam setiap penyampian kebijakan yang 

dilakukan oleh pihak pemerintah. 

b. Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan 

Dalam hal pendataan dan penyerahan surat panggilan untuk 

melakukan perekaman tidak ditemukan kendala sehingga surat 

panggilan sampai pada wajib KTP. Dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional yaitu pendataan dan 

penyerahan surat panggilan dilakukan oleh pihak Kecamatan dan 
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dibantu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

c. Perekaman 

Proses perekaman KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara 

menggunakan 2 set alat perekam. Dalam melakukan perekaman, 

Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara menggunakan dua cara 

yaitu (1) melakukan perekaman di Kantor Kecamatan bagi warga 

yang langsung mendatangi dan (2) dengan cara turun langsung 

atau "jemput bola" bagi desa yang terjauh dari ibukota Kecamatan 

dengan dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dengan membawa alat perekam. Namun dapat diketahui bahwa 

Kecamatan barn sekali melakukan perekaman kedesa yaitu desa 

Datah Dian dan yang paling sering terjun langsung ke desa-desa 

adalah pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kapuas Hulu dan pihak Kecamatan tidak dilibatkan. 

Berbagai kendala lainnya juga terjadi pada saat program 

kerja dilaksanakan seperti masalah transportasi, tidak semua 

masyarakat memiliki transportasi pribadi untuk pergi menuju 

tempat pelayanan, sedangkan transportasi umum sulit ditemui dan 

mahal biayanya. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa masalah 

pemekaran desa. Karena Kecamatan Putussibau Utara mengalami 

pemekaran 5 desa dan 7 dusun barn sesuai dengan perda no.7 tahun 

2010 sehingga data penduduk yang terdapat di S istem Administrasi 
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Kependudukan (SIAK) berbeda. 

Hasil penelitian peneliti terdapat kesamaan dengan 

penelitian terdahulu karena mengunakan dua cara dalam 

melakukan perekaman, namun yang membedakan dari basil temuan 

tersebut adalah pihak Kecamatan Putussibau Utara hanya sekali 

dilibatkan dalam proses perekaman kedesa-desa diwilayah 

Kecamatan sendiri. 

Dari segi jadwal kegiatan, sudah sesuai dengan jadwal 

kegiatan yang dibuat agar pelaksanaan pelayanan perekaman KTP-el 

berjalan lancar, dimana Kantor Kecamatan Putussibau Utara 

melaksanakan pelayanan tersebut pada saat jam kerja kantor, namun 

tidak menutup kemungkinan jam pelayanan dapat diperpanjang apabila 

ada banyaknya warga yang datang untuk membuat KTP-el. Sedangkan 

kendala adalah jadwal sangat padat dengan batas waktu Cuma 2 

bulan saja. Hal ini tentu mempengaruhi proses implementasi 

Kebijakan KTP-el secara optimal pada tahun 2012. Namun ditahun 

2014 sampai sekarang tidak ada batasan waktu yang ditentukan oleh 

pemerintah namun pemerintah tetap harus mempunyai target 

pencapaian dalam implementasi kebijakan. 

Permasalahan yang peneliti temukan sesuai dengan teori Jones 

dalam Sudirman (2013:31) mengemukakan bahwa: Aplikasi 

pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu proses aktif dan selalu 

berubah. Hal ini tidak hanya menunjuk pada sebuah kemungkinan kecil 
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terhadap penerapan harfiah suatu peraturan, tetapi juga menunjukkan 

bahwa mereka yang membuat upaya semacam itu akan menghadapi 

permasalahan dalam organisasinya. Aplikasi ini adalah suatu varian 

dengan konsep administrasi serta ilmu manajemen yang menekankan 

pada terciptanya tujuan kebijakan yang efektif dan efisien serta 

dilaksanakan oleh suatu pelayanan sipil yang objektif. Hal ini juga 

menunjukan bahwa pihak Kecamatan yang harus aktif dalam 

melaksanakan kebijakan KTP-el dan bukan masyarakat yang dituntut 

untuk aktif dalam dalam kebijakan KTP-el hal ini sesuai dengan Surat 

Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 470/327/SJ 

tentang Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan Nomor 2 poin b bahwa dalam pelayanan Administrasi 

kependudukan, semula yang diwajibkan aktif adalah penduduk diubah 

menjadi, yang aktif adalah Pemerintah melalui Petugas dengan Pola 

jemput bola atau pelayanan keliling. 

Berdasarkan basil penelitian proses implementasi kebijakan KTP­

el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, temyata tidak 

semua dipengaruhi oleh teori jones, hanya beberapa indikator yang 

mempengaruhi ketidak maksimalnya proses perekaman seperti indikator 

organisasi yang mempengaruhi adalah sumber daya manusia sebagai tenaga 

pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja. Indikator Interpretasi 

temyata tidak mempengaruhi ketidakmasimalnya proses implementasi KTP­

el, justru menjadi indikator pendukung dalam proses perekaman. sedangkan 
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indikator pelaksanaan yang mempengaruhi adalah dalam program kerja 

karena: Kondisi geografis Kecamatan Putussibau Utara yang sangat luas dan 

terdiri dari 19 kelurahan/desa. sehingga informasi yang diterima warga 

tentang pelaksanaan KTP elektronik masih kurang dan tidak begitu jelas, 

tentunya keadaan ini dapat menghambat proses implementasi kebijakan 

KTP-el. Tim Pokja Kecamatan belum maksimal dalam melakukan 

sosialisasi kepada warga terutama warga Kelurahan Putussibau Kota karena 

masih banyak warga yang belum memahami manfaat KTP-el. Kurangnya 

kesadaran masyarakat, karena mereka menganggap KTP lama masih dapat 

dipergunakan. 

D. Implikasi Hasil penelitian 

1. Organisasi 

Dari segi struktur organisasi, Kantor Camat Putussibau Utara 

belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan­

aturan yang ada seperti Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 tahun 

2008 dan Pokja Kecamatan, sesuai dengan Keputusan Bupati No.97 

Tahun 2012 poin 8 yaitu belum adanya laporan pelaksanaan penerapan 

KTP-el kepada Bupati. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap 

evaluasi suatu kegiatan, karena dengan membuat laporan pekerjaan kita 

tahu sampai dimana pekerjaan kita dan kekurangan serta permasalahan 

akan segara di atasi. Menurut peneliti Bupati juga memegang peranan 

penting untuk memperingatkan kepada setiap Kecamatan melalui 

perpanjangantangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk 
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memanggil para Camat untuk menyelesaikan Tugas mereka seperti 

tercantum pada Keputusan Bupati No.97 Tahun 2012 poin 8 untuk 

membuat laporan pekerjaan atau Dokumen pelaksanaan Kegiatan KTP­

el. 

Dari segi Sumber Daya Manusia/keahlian pelaksana, adanya 

pergantian operator di Kecamatan Putussibau Utara dan tidak adanya 

bimbingan teknis lanjutan sehinga pegawai operator tidak ahli dalam 

bidangnya merupakan salah satu faktor penyebab tidak maksimalnya 

perekaman KTP-el. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Putussibau 

Utara mengajukan Usulan mengenai pelatihan teknis terhadap operator 

baru dan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kapuas Hulu harus bertahap atau setahun sekali mengadakan pelatihan 

teknis untuk para operator KTP-el dan menggangarkan satiap tahun 

untuk biaya pelatihan. 

Dari segi perlengkapan alat kerja, camera yang digunakan di 

Kecamatan Putussubau Utara tidak memiliki memory card, perangkat 

KTP-el terutama Fingerprit Scanner dan Iris Scanner sering tidak 

berfungsi apalagi ditambah jaringan Visat seringkali mengalami 

gangguan sehinggal hasil perekaman yang terkirim kepusat data secara 

online tidak sesuai dengan data yang terekam. Jika peralatan perekaman 

mengalami gangguan tentu akan menjadi kendala proses perekaman. 

Keadaan tersebut harus cepat ditindaklanjuti untuk mendapatkan 

perbaikan dari tekhnisi yang ahli. 
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Banyak KTP-el yang sudah dicetak dipusat mengalami 

kesalahan Nama, alamat dan NIK warga wajib KTP yang sudah 

melakukan perekaman terpaksa dikembalikan dan sampai hari ini masih 

banyak warga yang belum mendapatkan KTP-Nya kembali. Sekarang 

penerbitan KTP-el sudah dilakukan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten, menurut peneliti akan berdampak pada 

penumpukan Tugas Di Dinas Kependudukan Catatan Sipil, seharusnya 

Pihak Kecamatan juga diberikan wewenang untuk mencetak atau 

menerbitkan KTP-el agar proses perekaman KTP-el berjalan dengan 

efektif dan efisien dan meringankan kerja bagi Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan dan meringankan biaya bagi penduduk yang mgm 

mendapatkan KTP-el secara langsung kerena apabila perekaman 

dilakukan di Kecamatan tanpa memiliki alat untuk mencetak atau 

printemya akan memerlukan waktu minimal 3 (tiga) hari bagi warga 

wajib KTP untuk memiliki KTP tersebut. 

2. Interpretasi 

Proses implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau 

Utara Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan peraturan, petunjuk 

pelaksana dan petunjuk teknis. 

3. Pelaksanaan 

Dari segi program kerja bahwa Berbagai kendala terjadi pada 

saat program kerja dilaksanakan seperti masalah transportasi, tidak 

semua masyarakat memiliki transportasi pribadi untuk pergi menuju 

tempat pelayanan, sedangkan transportasi umum sulit ditemui dan 
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mahal biayanya. Hal tersebut tentu berpengaruh pada program kerja 

pemerintah, namun dengan adanya peraturan Menteri dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor: 4 70/327 /SJ perihal Perubahan Kebijakan 

dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan nomor 2 poin b 

mengatakan bahwa dalam pelayanan administrasi kependudukan, 

semula yang diwajibkan aktif adalah penduduk diubah menjadi yang 

aktif adalah Pemerintah melalui Petugas dengan Jemput bola atau 

pelayanan keliling. Berdasarkan peraturan tersebut pihak Kecamatan 

harus aktif dalam melakukan pelayan perekaman kepada warga wajib 

KTP-el yang berada di daerah-daerah terpencil dengan konsekuensi 

menambah anggaran kepada Kantor Kecamatan dan Kecamatan 

diberikan wewenang untuk menerbitkan KTP-el agar tidak berbelit-belit 

dalam pelayanan perekaman. 

Dalam hal Kurangnya Komunikasi dan koordinasi antara Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa masalah pemekaran desa. Karena 

Kecamatan Putussibau Utara mengalami pemekaran 5 desa dan 7 dusun 

barn sesuai dengan perda no. 7 tahun 2010 sehingga data penduduk yang 

terdapat di SIAK berbeda. Menurut basil wawancara dengan Kepala 

Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu bahwa data SIAK yang 

digunakan adalah Data SIAK tahun 2009. Sehingga banyak kesalahan 

pada alamat wajib KTP-el dan dikembalikan kepusat, menyebabkan 

warga yang telah melakukan perekaman namun belum mendapatkan 
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KTP-el. seharusnya Data SIAK. yang digunakan adalah data terbaru 

yang digunakan pemerintah pusat. Hal ini tentu harus membuat pihak 

pemerintah Kabupaten kerja keras lagi dalam mengupdate Data SIAK. 

dan adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah 

Kabupaten. 

Dampak masalah kondisi geografis Kecamatan Putussubau 

Utara menyebabkan tidak meratanya penyampaian kebijakan KTP-el 

dan manfaat serta fungsi KTP-el bagi masyarakat. Pihak Kecamatan 

Putussibau Utara harus sesering mungkin menghimbau kepada Kepala 

Desa agar menyampaikan kepada masyarakatnya untuk segera 

membuat KTP-el bagi warga yang wajib KTP-el. Bila memungkinkan 

Kepala Desa juga harus membuat laporan jumlah penduduk yang telah 

melakukan perekaman dan yang belum melakukan perekaman bagi 

wajib KTP. 

Tim Pokja Kecamatan belum maksimal dalam melakukan 

sosialisasi kepada warga terutama warga kelurahan Putussibau Kota 

karena masih banyak warga yang belum memahami manfaat KTP-el. 

Sosialisasi melalui RT/RW telah dilakukan namun menurut peneliti 

Sosialisasi kebijakan KTP-el perlu ditingkatkan lagi, terutama 

kesekolah-sekolah, karena di kebanyakan warga wajib KTP-el masih 

menduduki bangku sekolah dan murid sekelah tingkat atas enggan 

membuat KTP-el karena mereka masih menganggap perlunya kartu 

pelajar dibandingkan KTP-el. Dan peran kepala Sekolah sangat penting 

untuk memberikan sosialisasi kepada anak didik yang telah berumur 1 7 
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tahun keatas untuk membuat KTP-el. Bagi masyarakat umum harus 

diberitahukan melalui radio dan baliho. Melalui Radio dengan 

meningkatkan volume penyiaran tentang manfaat KTP-el atau dengan 

Iklan yang mengajak warga untuk membuat KTP-el. Penyiaran melalui 

radio sebaiknya dilakukan setiap hari agar masyarakat mengerti betapa 

pentingnya KTP-el tersebut bagi mereka. 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan dan saran. Adapun 

kesimpulan dan saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Organisasi terdiri dari: 

a. Struktur organisasi, yang dapat diketahui bahwa Kantor Camat 

Putussibau Utara belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

dengan baik 

b. Sumber Daya Manusia/K.eahlian pelaksana, yang dapat diketahui 

bahwa adanya pergantian operator baru dan belum pernah 

mendapatkan bimbingan teknis. 

c. Perlengkapan alat kerja, yang dapat diketahui bahwa Kecamatan 

tidak memiliki memory card pada Camera, Fingerprint Scanner 

dan Iris Scanner sering tidak berfungsi. 

2. Interpretasi terdiri dari: 

a. Peraturan, yang dapat diketahui bahwa peraturan di dalam 

pelaksanaan KTP-el sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 9 Tahun 2011 dan sesuai dengan Surat Edaran 

Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014. 
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b. Petunjuk pelaksana, yang dapat diketahui bahwa ruang perekaman 

sudah disediakan meja untuk masing-masing petugas untuk 

melakukan tahap-tahap perekaman. 

c. Petunjuk teknis, dapat diketahui bahwa Pelaksanaan KTP-el telah 

sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Kementerian 

Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal 

Kependudukan dan Pencatatan sipil 

3. Pelaksanaan terdiri dari 

a. Prosedur kerja, yang dapat diketahui bahwa Pelaksana baik 

pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan serta operator sudah 

memahami tupoksi berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu 

No.96 Tahun 2012. 

b. Program kerja, yang dapat diketahui bahwa pihak Kecamatan telah 

menyediakan tempat, melakukan sosialisai, pendataan wajib KTP­

el dan melakukan perekaman. 

1) Sosialisasi, yang dapat diketahui bahwa berbagai kendala 

ditemukan dalam proses sosialisasi seperti: (a). Kondisi 

geografis Kecamatan Putussibau Utara yang sangat luas dan 

terdiri dari 19 kelurahan/desa. sehingga pelaksanaan sosialisasi 

belum maksimal dan menyebabkan informasi yang diterima 

warga tentang pelaksanaan KTP elektronik masih kurang dan 

tidak begitu jelas, tentunya keadaan ini dapat menghambat 

proses implementasi kebijakan KTP-el. (b ). Tim Pokja 
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Kecamatan belum maksimal dalam melakukan sosialisasi 

kepada warga terutama warga kelurahan putussibau kota 

karena masih banyak warga yang belum memahami manfaat 

KTP-el. (c). Kurangnya kesadaran masyarakat, karena mereka 

menganggap KTP lama masih dapat dipergunakan. 

2) Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan dapat diketahui 

bahwa tidak ditemukan kendala sehingga surat panggilan 

sampai pada wajib KTP-el 

3) Perekaman, yang dapat diketahui bahwa Pemerintah 

Kecamatan Putussibau Utara dalam melakukan pelayanan 

menggunakan dua cara yaitu (a) melakukan perekaman di 

Kantor Kecamatan bagi warga yang langsung mendatangi 

Kantor Kecamatan dan (b) dengan cara turun langsung atau 

"jemput bola" 

Berbagai kendala lain juga terjadi pada saat program kerja 

dilaksanakan seperti masalah transportasi, tidak semua 

masyarakat memiliki transportasi pribadi untuk pergi menuju 

tempat pelayanan. Kurangnya Komunikasi dan koordinasi 

antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

masalah pemekaran desa. Karena Kecamatan Putussibau Utara 

mengalami pemekaran 5 desa dan 7 Dusun baru. 
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c. Jadwal kegiatan, dapat diketahui batas waktu perekaman massal 

yang ditentukan oleh pemerintah pusat hanya 3 bulan sedangkan 

sekarang masih tetap melakukan perekaman dan tidak ada batas 

waktu selama masyarakat masih membutuhkan KTP-el. 

B. Saran 

Berdasarkan basil penelitian, saran yang dapat peneliti berikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil memberikan bimbingan dan pelatihan kepada operator KTP-el 

secara rutin untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. 

Sedangkan bagi Kecamatan, harus ada koordinasi apabila terdapat 

pengantian pegawa1 terutama operator KTP-el serta adanya 

pemeliharaan peralatan yang digunakan untuk perekaman. 

2. Bagi Pihak Kecamatan hendaknya memberikan ruang/tempat yang 

nyaman bagi masyarakat untuk melakukan proses perekaman, agar 

tidak berdesak-desakan. 

3. Kecamatan diberikan wewenang untuk mencetak KTP-el agar 

penduduk yang berada dipedalaman hanya pergi ke Ibukota Kecamatan 

dengan begitu penduduk tidak harus mendatangi Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil yang berada di Kabupaten untuk mengurangi biaya 

yang akan dikeluarkan oleh penduduk dan memberikan kemudahan 

bagi penduduk serta mengurangi beban kerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 
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Wawancara dengan Camat Putussibau 
Utara (Hermanus Susanto, S.Sos) 

Wawancara dengan Kepala Bidang 
Administrasi Kependudukan (H. 

Khairil Anwar) 

Wawancara dengan Sekretaris 
Camat Putussibau Utara (Lusianus 

Uve) 
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Wawancara dengan Operator (Eti) 

Wawancara dengan Kepala 
Dusun Desa Seluan (Bapak 

Frans/disebelah kiri) dan warga 
desa Landau Ipoh (Bapak 

Sian/sebelah kanan) 

Wawancara dengan Ibu Liana 
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Contoh KTP-el yang salah alamat 
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Ruang tunggu Kecamatan Putussibau 

Utara 
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LAMPIRAN2 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK 
ELEKTRONIK (KTP-el) 

DI KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU 

DAFTAR OBSERV ASI 
(CHECK LIST) 

1 

2 

3 

4 

Undang-Undang 24 Tahun 2013 
Administrasi Kependudukan 

Undang-Undang Nomor 23 Talmn 2006 
Administrasi Kependudukan 

Peraturan Presiden Nomor 112 
2013 tentang Penerapan Kartu 
Penduduk Berbasis Nomor 
Kependudukan Secara Nasional 

Tahun 
Tanda 
Induk 

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk 
Berbasis Nomor Induk Kependudukan 
Secara Nasional. 

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
69 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
Berbasis Nomor Induk Kependudukan 
Secara Nasional 

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 
Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan 
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor 
Induk Kependudukan Secara Nasional 

7 Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 97 
Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim 
Kelompok Kerja Penerapan Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik Tingkat Kabupaten 
dan Kecamatan 

8 Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 
182 Tahun 2015 tentang Penunjukan 
Petugas Pelayanan KTP Elektronik 

9 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 
Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 

10 Daftar Hadir 
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11 Standar Operating Procedures (SOP) ./ Sedang 
dikerjakan 

12 Ruang Kerja ./ 

13 Meja Kerja ./ 

14 Kursi Kerja ./ 

15 Lemari arsip ./ 

16 Komputer/Leptop ./ 

17 Printer ./ 

18 Server untuk database AFIS ./ 

19 UPS2200VA ./ 

20 UPS lOOOVA ./ 

21 KomputerPC ./ 

22 Fingerprintscanner ./ 

23 Signature pad ./ 

24 Smartcard reader/ writer ./ 

25 Digital scanner ./ 

26 Kamera digital ./ 

27 Tripod ./ 

28 Switch dan cabling ./ 

29 Hardisk external ./ 

30 Dokumen Pelaksanaan KTP-el ./ 
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LAMPIRAN3 

PEDOMAN WA W ANCARA PENELITIAN 

Wawancara ini merupakan wahana untuk menggali informasi mengena1 

pendapat responden yang berkaitan dengan judul penelitian " Proses Implementasi 

Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di KeCamatan Putussibau 

Utara Kabupaten Kapuas Hulu". 

Jawaban yang bapak/ibu berikan tidak akan mempengaruhi keberadaan 

Bapak/Ibu ditempat kerja, karena penelitian ini semata-mata untuk keperluan 

akademis. Untuk itu kami mengharapkan informasi serta jawaban yang sesungguhnya 

dari Bapak/Ibu sesuai dengan pandangan Bapak/Ibu mengenai hal tersebut. 

Atas bantuan dan partisipasinya dalam meluangkan waktu saya ucapkan 

terimakasih. 

IDENTITAS INFORMAN 

1. Nama 

2. Umur 

3. Jenis Kelamin 

4. Pekerjaan 

5. Jabatan 

6. Pelaksanaan 
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Organisasi 

PEDOMAN WA W ANCARA PENELITIAN 

KANTOR CAMA T PUTIJSSIBAU UT ARA 

177 

1. Apakah menurut anda struktur organisasi yang ada di Kantor Camat 

Putussibau Utara telah terlaksana dengan maksimal yang sesuai dengan 

tupoksi? 

2. Berapa orang pelaksana perekaman KTP-el yang mempunyai keahlian khusus 

dalam bidang perekaman KTP-el? 

3. Agar perekaman KTP-el yang lebih baik, Kantor Camat Putussibau Utara 

perlu berapa orang yang ahli dalam perekaman KTP-el? 

4. Apakah perlengkapan perekaman KTP-el sudah memadai? 

5. Kiranya belum memadai pelaksanaan perekaman KTP-el, maka diperlukan 

alat apa saja untuk mendukung pelaksanaan yang lebih baik. 

Interpretasi 

1. Apakah Peraturan Perekaman ada di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten 

Kapuas Hulu berlaku pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota? 

2. Apakah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang perekaman KTP-el? 

3. Kalau sudah ada tersebut tahun berapa? 

4. Apa saja Persyaratan administrasi untuk dapat melakukan perekaman KTP-el 

di Kantor Camat Putussibau Utara? 

5. Bagaimana tata kelola administrasi di perekaman KTP-el? 

6. Bagaimana tata pelaksana perekaman KTP-el? 

7. Apakah dari segi teknik operasinal perekaman KTP-el sudah memadai? 

Pelaksana 

1. Apakah pelaksanaan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Sudah optimal? 
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2. Apakah prosedur kerja di bidang KTP-el di Kantor Camat Putussibau Utara 

sudah jelas pelaksanaannya? 

3. Bagaimana prosedur pelaksana KTP-el di Kantor Camat Putussibau Utara? 

4. Apakah program Kantor Camat Putussibau Utara khususnya di bidang 

perekaman KTP-el telah berjalan dengan ketentuan yang berlaku? Kalau 

belum apa penyebabnya? 

5. Bagaimana Proses Implementasi Program KTP-el Di Kecamatan Putussibau 

Utara Kabupaten Kapuas Hulu 

6. Kapan Pertama Kali Sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu? 

7. Bagaimana Proses Pendataan Jumlah wajib KTP-el Di Kecamatan Putussibau 

Utara? 

8. Kapan Pertama Kali pelaksanaan Perekaman dilaksanakan? 

Bagaimana cara Kecamatan Putussibau Utara mengejar target yang talah 

ditentukan oleh Pemerintah pusat? 

9. Kapan jadwal Pelaksanaan KTP-el dan berapa lama untuk melakukan 

perekaman KTP-el perorang? 
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Organisasi 

PEOOMAN WA W ANCARA PENELITIAN 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAT AN SIPIL 

KABUP A TEN KAPUAS HULU 

179 

1. Apakah menurut anda struktur organisasi yang ada di Kantor Camat 

Putussibau utara telah terlaksana dengan maksimal yang sesuai dengan 

tupoksi? 

2. Berapa orang pelaksana perekaman KTP-el yang mempunyai keahlian khusus 

dalam bidang perekaman KTP-el? 

3. Agar perekaman KTP-el yang lebih baik, Kantor Camat Putussibau Utara 

perlu berapa orang yang ahli dalam perekaman KTP-el? 

4. Apakah perlengkapan perekaman KTP-el sudah memadai? 

5. Kiranya belum memadai pelaksanaan perekaman KTP-el, maka diperlukan 

alat apa saja untuk mendukung pelaksanaan yang lebih baik. 

lnterpretasi 

1. Apakah Peraturan Perekaman ada di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten 

Kapuas Hulu berlaku pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota? 

2. Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang perekaman KTP-el? 

3. Kalau sudah ada tersebut tahun berapa? 

4. Apa saja Persyaratan administrasi untuk dapat melakukan perekaman KTP-el 

di Kantor Camat Putussibau Utara? 

5. Bagaimana tata kelola administrasi di perekaman KTP-el? 

6. Bagaimana tata pelaksana perekaman KTP-el? 

7. Apakah dari segi teknik operasinal perekaman KTP-el sudah memadai? 
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Pelaksana 

1. Apakah pelaksanaan KTP-el di KeCamatan Putussibau Utara Sudah optimal? 

2. Apakah prosedur kerja di bidang KTP-el di Kantor Camat Putussibau Utara 

sudah jelas pelaksanaannya? 

3. Bagaimana prosedur pelaksana KTP-el di Kantor Camat Putussibau Utara? 

4. Apakah program Kantor Camat Putussibau Utara khususnya di bidang 

perekaman KTP-el telah berjalan dengan ketentuan yang berlaku? Kalau 

belum apa penyebabnya? 

5. Bagaimana Proses Implementasi Program KTP-el Di Kecamatan Putussibau 

Utara Kabupaten Kapuas Hulu 

6. Kapan Pertama Kali Sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu? 

7. Bagaimana Proses Pendataan Jumlah wajib KTP-el Di Kecamatan Putussibau 

Utara? 

8. Kapan Pertama Kali pelaksanaan Perekaman dilaksanakan? 

9. Bagaimana cara Kecamatan Putussibau Utara mengejar target yang talah 

ditentukan oleh Pemerintah pusat? 

10. Kapan jadwal Pelaksanaan KTP-el dan berapa lama untuk melakukan 

perekaman KTP-el perorang? 
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PEDOMAN WA W ANCARA PENELITIAN 

MASYARAKAT 

181 

1. Apakah pemah Bapak/ibu mengikuti sosialisasi tentang perekaman KTP-el? 

2. Apakah waktu sosialisasi masyarakat banyak yang menghadiri? 

3. Apakah Bapak/Ibu sudah melakukan perekaman KTP-el? Kalau sudah berapa 

lama waktu perekaman? 
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LAMPIRAN 4 

Transkrip Hasil Wawancara 

Identitas Infonnan: 

1. Nama 
2. Umur 

Drs. Hennanus Susanto 
39 tahun 

3. Jenis Kelamin Laki-laki 
4. Pekerjaan PNS 
5. Jabatan 
6. Pelaksanaan 

Camat Putussibau Utara 
09 Maret 2015 

Pertanyaan Penelitian: 

Organisasi 

1. Apakah menurut anda struktur organisasi yang ada di Kantor Camat 
Putussibau Utara telah terlaksana dengan maksimal sesuai dengan tupoksi? 
Jawab: 

Struktur organisasi yang ada di Kantor Camat Putussibau Utara 
telah terlaksana dengan maksimal yang sesuai dengan tupoksinya 
masing-masing, tupoksinya ada dalam peraturan Bupati Kapuas 
Hulu Nomor 46 tahun 2008, dimana ada camat yang membawahi 
Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional dan 4 (empat) seksi 
yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomian dan 
Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan seksi 
Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sedangkan Sekretariat 
membawahi Sub bagian program dan Keuangan serta Sub Bagian 
Personil dan Umum 

2. Agar perekaman KTP-el yang lebih baik, Kantor Carnat Putussibau Utara 
perlu berapa orang yang ahli dalam perekaman KTP-el dan apa saja syarat 
untuk menjadi operator? 
Jawab: 

Kami hanya diberikan wewenang untuk mengusulkan nama­
nama orang yang akan menjadi operator KTP-el. di 
Kecamatan Putussibau Utara sebanyak 2 orang yaitu Eti 
Safari yani dan Marsela Lida. Sementara bagaimana syarat 
dan kriteria untuk menjadi operator KTP-el tidak diberitahu. 

182 
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Namun kami merekrut dengan syarat Pendidikan terakhir 
SL TA dan dapat mengoperasikan komputer 

3. Apakah tenaga operator ahli dalam bidangnya? 
Jawab: 

Ya kita tidak bisa memaksakan mereka bekerja seperti tenaga 
ahli, karena mereka juga baru kita rekrut dan diberi pelatihan 
seadanya, sehingga jika ada kesalahan ya kita maklumi saja. 
Karena kita juga diberikan batas waktu yang sedikit sekali, cuma 
3 bulan saja pada saat itu. Namun sekarang dengan peraturan 
terbaru bahwa pencetakan kartu sudah dilimpahkan kepada setiap 
kabupaten, dan kami juga berharap pencetakan juga bisa 
dilaksanakan dikecamatan untuk meringankan beban kerja di 
Dinas dan juga supaya masyarakat juga tidak lama menunggu 
pencetakan kartu. Karna kalau masyarakat rekam data di 
kecamatan harus menunggu selama 3 hari alasannya data tersebut 
harus di cetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. 

4. Apakah perlengkapan alat kerja dalam kebijakan KTP-el sudah memadai? 
Jawab: 

Perlengkapan alat kerja dalam kebijakan KTP-el sudah memadai 
untuk di Kantor Camat, karena pemerintah pusat sudah 
memberikan 2 set alat untuk perekaman. Namun camera 
digital/web Camera 1 (satu) buah tidak memiliki memory card. 
Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program KTP-el 
ini, jika peralatan mengalami kerusakan seperti pada saat 
pengoperasian perangkat KTP-el terutama Fingerprit Scanner dan 
Iris Scanner sering tidak berfungsi dan koneksi jaringan internet 
Visat sering kali mengalami gangguan menyebabkan tertundanya 
proses perekaman KTP-el. Sehingga banyak warga yang sudah 
datang terpaksa kembali pulang kerumahnya 

Interpretasi 

5. Apakah Pelaksanaan kebijakan KTP-el telah sesuai dengan Peraturan 
Jawab: 

Pelaksanaan kebijakan KTP-el telah sesuai dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 pasal (1) dan telah 
sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ 
Tanggal 17 Januari 2014 
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6. Bagaimana Tata kelola administrasi di perekaman KTP-el? 
Jawab: 

Sebenarnya tata pelaksanaan program KTP-el di Kecamatan 
Putussibau Utara melihat kondisi gedung Kantor Camat tidak 
mempengaruhi prosedur administrasi dan tetap berjalan 
sebagaimana mestinya. Berusaha untuk mengikuti prosedur yang 
telah dibuat oleh Pemerintah Pusat agar program ini dapat 
berjalan sesuai dengan yang diinginkan 

7. Bagaimana petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan KTP-el 
Jawab: 

Pelaksanaan secara teknis yang diterapkan pada pelaksanaan 
KTP-el (perekaman) sudah tertata dengan sebagaimana mestinya 
karena untuk perekaman Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara 
telah menyediakan tempat pelayanan perekaman di kantor 
kecamatan. Disamping itu juga kami telah mempunyai 2 (dua) 
orang tenaga operator KTP-el 

Pelaksanaan 

8. Berdasarkan SOPs, bagaimana prosedur kerja kebijakan KTP-el? 
Jawab : Bagaimana Prosedur 

Berdasarkan Standard Operating Prosedures (SOPs), Kami 
selaku pemerintah Kecamatan Putussibau utara memiliki 
wewenang dalam pelaksanaan KTP-el ini, yaitu memberikan 
sosialisasi kepada masyarakat, mendata masyarakat yang wajib 
KTP-el dan perekaman identitas untuk pembuatan KTP-el, serta 
melaporkan hasil perekaman kepada Dinas Kabupaten Kapuas 
Hulu 

9. Bagaimana Proses lmplementasi Program KTP-el Di Kecamatan 
Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu 
Jawab: 

Pertama kita menyediakan tempat pelayanan, kemudian setelah 
mendapatkan sosialisasi dari Kabupaten kita meneruskan 
kemasyarakat dengan mengundang para kepala desa/kelurahan. 
Setelah sosialisasi dilakukan selanjutnya Pendataan dan 
penyerahan Surat Panggilan untuk melakukan perekaman. 

10. Kewenangan apa saja yang diberikan pemerintah Kabupaten setelah 
mengikuti Sosialisasi dari pihak Kabupaten? 
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Setelah mengikuti sosialisasi dari pihak Kabupaten, Kecamatan 
diberi kewenangan untuk melakukan sosialisasi sampai pada 
tingkat Dusun dengan mengundang para Kepala Kelurahan dan 
Kepala Desa di wilayah Kecamatan Putussibau Utara. Pada saat 
itu, kami juga menghimbau kepada para Kepala Kelurahan dan 
para Kepala Desa untuk menyampaikan informasi kepada seluruh 
warganya. 

11. Bagaimana Proses Pendataan Jumlah wajib KTP-el Di Kecamatan 
Putussibau Utara? 
Jawab: 

Pendataan dilakukan mulai dari RT, Dusun, Desa dan Kecamatan, 
kemudian datanya disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Sementara untuk surat 
panggilan kita serahkan secara langsung kepada masing-masing 
Kepada Kelurahan dan Kepala Desa untuk disampaikan secara 
langsung kepada warganya sesuai dengan data yang telah 
diberikan Dukcapil. 

12. Kapan Pertama Kali pelaksanaan Perekaman dilaksanakan? 
Jawab: 

ya Peralatan kita terima pada akhir bulan juli yaitu 2 set alat 
perekam, dan kita baru mulai melakukan perekaman pada tanggal 
26 juli 2012, sehingga batas waktu yang ditentukan untuk 
perekaman sisa 2 bulan namun ada pemberitahuan dari pihak 
dukcapil kalau diperpanjang batas waktunya menjadi bulan 
Desember 

13. Bagaimana cara Kecamatan Putussibau Utara mengejar target yang talah 
ditentukan oleh Pemerintah pusat? 
Jawab: 

Kecamatan Putussibau Utara mengejar target dengan 
menggunakan 2 (Dua) cara, yaitu perekaman di Kantor 
Kecamatan dan dengan cara "jemput bola" yang dibantu oleh 
Dinas dengan turun langsung ke desa dengan membawa 
perlengkapan perekaman walaupun pun cuma sekali dilakukan di 
desa Datah Dian. Karena yang turun kelapangan adalah pihak 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saja. Kita baru sekali 
saja dilibatkan 

14. Kapan jadwal pelaksaksanaan perekaman KTP-el pertama kali di 
Kecamatan Putussibau Utara dilaksanakan? 
Jawab: 

Dari sosialisasi pertam kali dilakukan pada tanggal 4 sampai 
tanggal 20 juni Tahun 2012 dan pelaksanaan perekaman KTP­
el tanggal 26 Juli sampai 31 Oktober tahun 2012 secara missal 
dan sampai sekarang kita tetap melakukan perekaman KTP-el. 
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Jadwal perekaman KTP-el di Kantor Camat itu biasanya saat 
jam kerja Kantor yaitu sekitar jam 08.00 s/d 15.00 WIB, 
terkadang lewat dari jam tersebut juga tetap dilayani jika 
memang masih banyak warga yang ingin melakukan 
perekaman 
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Transkrip Hasil Wawancara 

ldentitas lnfonnan: 

1. Nama Lusianus Uve 
2. Umur 53 
3. Jenis Kelamin Laki-laki 
4. Pekerjaan PNS 
5. Jabatan Sekretaris Camat 
6. Pelaksanaan 09 Maret 2015 

Pertanyaan Penelitian: 

Organisasi 

1. Apakah menurut anda struktur organisasi yang ada di Kantor Camat 
Putussibau utara telah terlaksana dengan maksimal sesuai dengan tupoksi? 
Jawab: 

Struktur organisasi Camat Putussibau Utara telah di susun secara 
jelas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi 
yang berbeda, tennasuk kebijakan proses perekaman KTP-el 
dibebankan ke seksi Pemerintahan 

2. Untuk kelancaran kebijakan KTP-el apa yang dibentuk berdasarkan 
Prosedur Standar Operasi (SOP) 
Jawab: 

Kita di Kecamatan Putussibau Utara membentuk pokja dalam 
rangka pelaksanaan program KTP-el. Pokja terdiri dari Camat, 
Sekretaris Kecamatan, dan anggota pokja yang terdiri dari kepala 
seksi di kecamatan, unsur keamanan, unsur kesehatan, Kepala 
Desa atau Lurah. Tim Pokja dalam bekerja terutama dalam hal 
sosialisasi dan pendataan penduduk wajib KTP-el juga telah 
bekerja secara optimal 

3. Apakah bapak mengetahui tentang laporan Penerapan KTP-el? 
Jawab: 

Masalah laporan penerapan KTP-el kami tidak pemah membuat 
laporan ke Bupati. Karena setiap minggu kami selalu melaporkan 
hasil perekaman kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil 
Kabupaten Kapuas Hulu, karena mereka nanti yang akan 
menyampaikan laporan tersebut ke pada Bupati dan Direktur 
Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri 
RI di Jakarta 

42303.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



188 

4. Bagaimana tata kelola administrasi di perekaman KTP-el? 
Jawab: 

Tata pelaksanaan administrasi program KTP-el tetap berjalan 
dengan kondisi ruangan yang sempit namun satu ruang dapat 
terpenuhi yaitu penerimaan persyaratan administrasi dengan 
membawa surat panggilan atau mengisi formulir dan KTP lama, 
melakukan verifikasi data, perekaman pas photo, tandatangan, 
dan sidik jari penduduk, iris mata atau scan retina mata. 
Kemudian petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada 
surat panggilan penduduk sebagi bukti telah dilakukan perekaman 
sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 
2011 pasal 1 tentang tatacara penerbitan KTP-el 

Pelaksanaan 

5. Apakah program Kantor Camat Putussibau Utara khususnya di bidang 
perekaman KTP-el telah berjalan dengan ketentuan yang berlaku 
Jawab: 

Program kerja di Kecamatan Putussibau Utara telah sesuai 
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang 
perubahan ke empat atas Peraturan presiden Nomor 26 tahun 
2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk 
Kependudukan. Pada tahun 2012 dengan melakukan sosialisasi 
kedesa-desa dan kelurahan, Pendataan dan Penyerahan Surat 
Panggilan serta melakukan perekaman. Sedangkan pada tahun 2015 ini 
kita tetap melaksanakan perekaman pada penduduk yang memerlukan 
KTP-el dengan syarat telah berumur 17 tahun ke atas 

6. Bagaimana Proses Pendataan Jumlah wajib KTP-el? 
Jawab: 

Pendataan dilakukan secara bertahap, mulai dari RT, Dusun, dan 
Desa. Sedangkan untuk dusun yang jauh dititipkan kepada 
Kepala Desa, masalah sampai atau tidaknya kepala desa yang 
tahu. Kalau melihat dari hasil perekaman surat pemanggilan 
tersebut sampai kependuduk, karena penduduk dari setiap dusun 
atau desa sebagian telah melakukan perekaman 

7. Bagaimana jadwal perekaman di desa terpencil? 
Jawab: 

Kami melakukan proses perekaman di desa terpencil seperti di 
desa landau Ipoh cuma 1 hari saja. Dan pada saat perekaman, 
yang datang hanya kaum wanita saja. Sementara kaum laki-laki 
tidak ada yang hadir. Namun kami sudah konfirmasi kepada 
pihak Dukcapil bahwa harus ada perekaman ulang kedesa 
tersebut. Dan itu bukan hanya terjadi didesa Landau Ipoh 
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namun didesa Datah Dian jugaApakah Kebijakan KTP-el sudah 
sesuai dengan peraturan ? 
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Transkrip Hasil Wawancara 

ldentitas Infonnan: 

1. Nama 
2. Umur 
3. Jenis Kelamin 

H. Khairil Anwar 
55 tahun 
Laki-laki 

4. Pekerjaan PNS 
5. Jabatan Kabid Administrasi Dinas kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 
6. Pelaksanaan 16 Maret 2015 

Pertanyaan Penelitian: 

Organisasi 

1. Apakah menurut anda struktur organisasi yang ada di Kantor Camat 
Putussibau utara telah terlaksana dengan maksimal yang sesuai dengan 
tupoksi? 
Jawab: 

Struktur organisasi di Kantor Camat Putussibau Utara kurang 
terlaksana dengan maksimal karena tupoksinya aja banyak sekali 
yang tidak dilaksanakan dengan baik. Sedangkan untuk 
pelaksanaan kebijakan KTP-el dibentuklah Kelompok kerja 
(pokja) berdasarkan keputusan Bupati No. 97 Tahun 2012 dan 
berdasarkan Prosedur Standar Operasi (SOP) dilakukan baik di 
tingkat Kabupaten maupun Kecamatan agar koordinasi antar 
pemangku kepentingan dapat berjalan dengan lancar dan baik 

2. Apakah Kecamatan Putussibau Utara melaporkan basil pelaksanaan 
penerapan perekaman berupa laporan atau dokumen kepada Pemerintah 
Kabupaten? 
Jawab: 

Pihak Kecamatan Putussibau Utara selalu melaporkan basil 
perekaman kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kapuas Hulu secara rutin. Namun masalah laporan 
mereka ke Bupati sudah menjadi tanggung jawab masing-masing 
Kecamatan 

3. Bagaimana cara penerimaan tenaga operator KTP-el? 
Jawab: 

Pihak Kecamatan diberikan kewenangan untuk mangajukan 
nama-nama petugas sebagai tenaga operator KTP-el, kemudian 
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setelah 23 kecamatan terkumpul semua selanjutnya kami 
membuat Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu yaitu Nomor 96 
Tahun 2012 dan Nomor 182 tahun 2015 tentang Penunjukan 
Petugas Pelayanan KTP Elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu 

4. Apa saja syarat menjadi operator? 
Jawab: 

Kami sudah menyampaikan syarat-syarat untuk menjadi operator 
kepada setiap kecamatan yaitu Pendidikan terakhir minimal 
tamatan SL TA dan pandai komputer. Setelah semua tenaga 
operator dikumpulkan selanjutnya diberikan bimbingan dan 
pelatihan oleh tenaga ahli 

5. Berapa lama pelatihan operator dilaksanakan? 
Jawab: 

Memang, pada saat pelatihan cuma beberapa hari, kerena 
terbatasnya anggaran juga. Dan mereka cuma diberi pembekalan 
sedikit terus langsung praktek sendiri namun kita tetap 
berkoordinasi dengan mereka. 

6. Apakah perlengkapan alat kerja dalam kebijakan KTP-el sudah memadai? 
Jawab: 

Menurut saya peralatan perekaman KTP-el sudah memadai, 
dimana setiap Kecamatan mendapatkan 2 (dua) set peralatan 
untuk melakukan perekaman seperti Server untuk database AFIS, 
UPS 2200V A, UPS IOOOV A, Komputer PC, Fingerprint Scanner, 
Signature Pad, Smartcard Reader/ Writer, Digital Scanner, 
Kamera Digital, Tripod, Switch dan Cabling, Hardisk external. 
Dan masalah peralatan yang sering tidak berfungsi atau error 
memang beberapa Kecamatan juga mengalaminya 

Interpretasi 

7. Apakah Pelaksanaan kebijakan KTP-el telah mengikuti peraturan ? 
Jawab: 

Pelaksanaan proses perekaman KTP-el di Kabupaten Kapuas 
Hulu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 9 Tahun 2011 pasal (1) dan telah sesuai dengan Surat 
Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014 
tentang Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan, sehingga setiap daerah provinsi, 
kabupaten/kota sama peraturannya 
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8. Terkait dengan KTP Non elektronik apakah masih berlaku? 
Jawab: 

Kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku 
pemerintah kabupaten masih memberlakukan KTP non 
elektronik sampai tahun 2015 karena berbagai pertimbangan, 
dan kami juga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang 
telah ditetapkan Undang-Undang 

9. Bagaimana petunjuk pelaksanaan kebijakan KTP-el 
Jawab: 

Secara administrasi kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil dalam melaksanakan program KTP-el di Kabupaten Kapuas 
Hulu selalu mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat 

Pelaksanaan 

10. Berdasarkan Prosedur kerja apakah kebijakan KTP-el? 
Jawab: 

Tanggung jawab masing-masing instansi dan petugas pelaksana 
telah diatur secara jelas waktu kami mengikuti rakomas di 
jakarta dan sosialisasi dari pemerintah pusat dan propinsi 
berdasarkan Standard Operating Prosedures (SOPs) 

11. Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan KTP-el di Kabupaten Kapuas 
Hulu? 
Jawab: 

Proses implementasi program KTP-el yang kami lakukan 
pertama-tama yaitu sosialisasi yang dilaksanakan di Kabupaten 
dan Kecamatan, setelah Kecamatan nanti akan diterukan kedesa­
desa, kelurahan, RW dan RT. Setelah sosialisasi dilakukan 
selanjutnya pendataan dan penyerahan surat panggilan dan yang 
terakhir perekaman 

12. Kapan Pertama Kali Sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu? 
Jawab: 

Sosialisasi ini terjadi di Tahun 2012 lalu, sekarang sudah 
beberapa tahun kita tidak melaksanakan sosialisasi karena 
masyarakat kita anggap sudah mengetahuinya. Proses awal 
sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten dengan mengundang 
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beberapa SKPD, DPRD, Polres, Kodim dan semua Camat dari 23 
Kecamatan serta Bupati Kapuas Hulu. Sebagai langkah awal 
menyebarkan informasi, kemudian Camat meneruskan kepada 
kepala Kelurahan dan Kepala Desa 

13. Bagaimana proses Pendataan dan penyerahan surat panggilan wajib KTP­
el di Kecamatan Putussibau Utara? 
Jawab: 

Ya kami menerima data yang di sampaikan pihak Kecamatan 
setelah mereka melakukan pendataan wajib KTP-el. Kemudian 
dinas membuat dan menyerahkan daftar nama penduduk wajib 
KTP-el kepada Camat untuk ditandatangani dan diserahkan 
kembali kepada perangkat desa untuk diteruskan kepada 
masyarakat agar melakukan perekaman ditempat pelayanan 
perekaman dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi 
yang sudah membuat, tinggal kesadaran masyarakat saja mau atau 
tidak melakukan perekaman 

14. Kapan Pemerintah Kabupaten Menerima peralatan perekaman dari 
pemerintah pusat? 
Jawab: 

Kita di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Kapuas Hulu menerima peralatan perekaman pada akhir bulan juli 
dan langsung kita bagikan ke setiap kecamatan, bahkan tanpa 
mengecek peralatan apakah ada yang rusak atau tidak hal ini kita 
lakukan karena sudah terburu waktu, agar Kecamatan dapat 
melaksanakan perekaman secepatnya, karena waktu kita sudah 
terlambat. Namun kita tetap memberitahukan ke pusat tentang 
keterlambatan kedatangan peralatan, dan dari pusat memberikan 
batas waktu menjadi bulan Desember. 

15. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam membantu 
proses perekaman KTP-el di Kecamatan? 
Jawab: 

Ya kita membantu setiap Kecamatan untuk melakukan perekaman 
ke desa-desa dengan membawa alat perlengkapan perekaman agar 
dapat merekam desa-desa yang jauh letaknya dan kita juga 
membiayai para operator KTP-el dengan memberikan Surat 
Tu gas 

16. Program kerja apa yang akan dilaksankan pada tahun 2015 ini terkait 
kebijakan KTP-el? 
Jawab: 

Di Tahun 2015 ini juga kita turun kelapangan lagi untuk 
melakukan perekaman kepada penduduk yang belum melakukan 
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perekaman dan merekam ulang kepada penduduk wajib KTP-el. 
Karena ada beberapa kecamatan yang sudah melakukan 
perekaman namun belum menerima KTP-el 

17. Kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan program kerja? 
Jawab: 

Banyak terjadi kesalahan alamat penduduk pada KTP-el. Pada 
waktu mencocokkan data penduduk dengan data SIAK alamatnya 
berbeda karena pada tahun 2010 terjadi pemekaran desa. Sesuai 
dengan perda no.7 tahun 2010. Kecamatan Putussibau Utara 
mengalami pemekaran 5 desa dan 7 dusun baru di tambah lagi 
data yang digunakan pada data SIAK adalah data pada tahun 2009. 
Anehnya lagi data setiap SKPD hampir tidak sama, di KPU Daftar 
Pemilih Tetap (DPT) berbeda dengan Data SIAK yang ada di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas 
Hulu. ya kita juga binggung mau menyalahkan siapa. 

18. Apakah ada insentif untuk operator yang berkerja di luar jam kerja? 
Jawab: 

Mengingat terkadang operator lembur kerja sampai malam hari, 
kami juga merasa kasihan, tetapi anggaran untuk memberikan 
insentif kepada mereka tidak ada, mereka hanya dapat jatah 
makan harian karena mereka tidak pulang kerumah. 

19. Apakah Pihak Kecamatan telah memberitahukan perihal rekam ulanh 
terhadap Desa Datah Dian? 
Jawab: 

Benar, pihak Kecamatan telah memberitahukan kepada kami 
supaya melakukan rekam ulang, namun kendalanya di biaya dan 
batas waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat selama 5 bulan 
saja. Namun pada tahun 2015 ini akan dilakukan perekaman 
ulang oleh pihak kami dan dibantu Kecamatan 
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Transkrip Hasil Wawancara 

Identitas Informan: 

1. Nama Eti Safari Y ani 
2. Umur 29 Tahun 
3. Jenis Kelamin Perempuan 
4. Pekerjaan Honorer KTP-el 
5. Jabatan 
6. Pelaksanaan 9 Maret 2015 

Pertanyaan Penelitian: 

Organisasi 

1. Apakah pemah mendapatka pelatihan sebagai operator? 
Jawab: 

Saya belum pemah mendapatkan pelatihan sekalipun, saya kerja 
sebagai operator mulai tahun 2013, sebelumnya saya 
menggantikan petugas operator lama. Karena operator lama 
diangkat menjadi PNS. 

2. Apakah perlengkapan alat kerja dalam kebijakan KTP-el sudah memadai? 
Kiranya belum memadai pelaksanaan perekaman KTP-el, maka diperlukan 
alat apa saja untuk menudukung pelaksanaan perekaman KTP-el? 
Jawab: 

Kami sudah mempunyai alat rekam yang lengkap tetapi kami 
kekurangan alat untuk mencetak (printer) KTP-el. Sehingga 
pihak Kecamatan hanya bisa melakukan rekam data saja, 
masalah pencetakan dilakukan Di Dukcapil karenanya tidak 
memakan waktu yang lama. Kalau beberapa tahun lalu 
pencetakannya Di Pusat jadi memerlukan waktu yang lama. 
Kami juga mengalami kendala apabila peralatan mengalami 
kerusakan, seperti kamera digital dan dan beberapa alat lainya, 
karena saya belum mengerti bagaimana menangani peralatan 
terse but. 

3. Bagaimana Tata kelola administrasi di perekaman KTP-el? 
Jawab: 

Penduduk yang datang untuk melakukan proses perekaman akan 
kami panggil sesuai dengan nomor antrian yang kami bagikan 
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semula, kami juga berusaha melayani penduduk dengan baik 
tanpa pandang bulu 

Interpretasi 

4. Bagaimana petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan KTP-el? 
Jawab: 

Warga wajib KTP dalam melakukan proses perekaman KTP-el 
harus melalui berbagai tahapan sebelum melakukan perekaman, 
yaitu mencocokkan data, melakukan verifikasi data, apakah 
sesuai dengan data yang terekam dalam SIAK, dan jika tidak ada 
masalah, kami langsung melakukan proses perekaman 

5. Terkait prosedur kerja, apa yang dilakukan oleh operator? 
Jawab: 

Kami telah melaksanakan proses pelayanan perekaman data 
penduduk sampai pada proses pelayanan pengambilan KTP-el. 
Walaupun banyak kesalahan dalam pekerjaan tetapi kami tetap 
berusaha melayani penduduk dengan tersenyum 

Pelaksanaan 

6. Kapan pertama Kali pelaksanaan Perekaman dilaksanakan? 
Jawab: 

Kami mulai bekerja melakukan perekaman KTP-el pada tanggal 
26 Juli tahun 2012. Banyak warga yang datang untuk melakukan 
perekaman dari warga disekitar Kantor Camat Putussibau Utara 
dan desa-desa terdekat 

7. Masalah batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, apakah 
pihak Kecamatan terjun langsung kelapangan? 
Jawab: 

Benar, kita turun kelapangan baru satu kali bersama Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa alat mobile 
enrolment (perlengkapan perekaman), biayanya dari Dinas yang 
nanggung, itupun cuma I malam saja kami berada didesa tersebut 

8. Bagaimana rencana kedepan untuk mengatasi masalah penduduk yang 
belum melakukan perekaman? 
Jawab: 

Kami sudah diberitahukan bahwa kami akan terjun lagi 
kelapangan untuk melakukan proses perekaman kepada penduduk 
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yang belum melakukan perekaman maupun rekam ulang kembali 
kepada penduduk yang belum menerima KTP-el 

9. Bagaimana Pelaksanaan perekaman di Kantor Camat Putussibau Utara? 
Jawab: 

Terkadang kami tidak mampu melayani, karena banyak warga 
yang datang, sampai istirahat sejenak saja susah. Sehingga 
banyak warga yang sudah datang terpaksa pulang kerumahnya. 
Untuk menyesuaikan dengan jadwal, terkadang hari Sabtu juga 
dilakukan perekaman, bahkan sampai malam hari. Itu terjadi 
tahun 2012 namun sekarang tahun 2015 sudah mulai agak sepi. 
Karena lebih dari separuh telah melakukan perekaman. 

10. Bagaimana mengatasi jadwal pelaksanaan apaila banyak penduduk yang 
datang? 
Jawab: 

Untuk mengatasi banyaknya warga yang datang untuk membuat 
KTP-el, maka kami memperpanjang jam pelayanan perekaman 
sampai malam hari terutama warga yang sudah mengantri dari 
awal dan datang dari jauh tetap kami layani 
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Traoskrip Hasil Wawancara 

Identitas Informan: 

1. Nama 
2. Umur 

Awang Dedi Satriadi 
35 Tahun 

3. Jenis Kelamin Laki-laki 
4. Pekerjaan PNS 
5. Jabatan 
6. Pelaksanaan 

StafKantor Camat Putussibau Utara 
23 Maret 2015 

Pertanyaan Penelitian: 

1. Apakah benar eti mengantikan saudara dedi sebagai petugas operator 
KTP-el? 
Jawab: 

Betul...eti mengantikan saya sebagai operator KTP-el, karena saya 
lulus menjadi PNS. Oulu saya merangkap menjadi operator KTP­
el dan operator SIAK 

2. Apakah pernah mengikuti pelatihan sebagai operator KTP-el? 
Jawab: 

Pernah <lulu secara manual selama 3 hari di gedung merpati. 
Setelah itu tidak ada pelatihan lagi. Dan kami langsung praktek 
sendiri waktu kegiatan proses perekaman. Banyak kesalahan yang 
terjadi karena pertama baru belajar mengoperasikan alat, kedua 
kami harus mengejar target yang berikan pusat selama 3 bulan 
saJa 
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Transkrip Hasil Wawancara 

Identitas Informan: 

1. Nama Frans 
2. Umur 40 
3. Jenis Kelamin Laki-laki 
4. Pekerjaan Swasta 
5. Jab a tan 
6. Pelaksanaan 24 Maret 2015 

Pertanyaan Penelitian: 

1. Apakah waktu sosialisasi masyarakat banyak yang menghadiri? 
Jawab: 

Mereka tidak berada di tempat dan sibuk pada pekerjaan masing­
masing, padahal pemberitahuan sudah disampaikan sebelumya. 
N amun mereka juga harus pergi noreh, keladang terkecuali 
dilakukan pada hari minggu, karena kalau hari minggu biasanya 
tidak pergi kemana-mana hanya ke Gereja. 
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Transkrip Hasil Wawancara 

Identitas Infonnan: 

1. Nama Liana 
2. Umur 40 
3. Jenis Kelamin Perempuan 
4. Pekerjaan Swasta 
5. Jabatan 
6. Pelaksanaan 24 Maret 2015 

Pertanyaan Penelitian: 

1. Apakah ibu pemah mengikuti sosialisasi tentang perekaman KTP-el? 
Jawab: 

Dulu pemah ada petugas dari kelurahan Putussibau Kota mendata 
penduduk langsung kerumah-rumah. Di situ beliau menjelaskan 
bahwa penduduk yang sudah berumur 17 tahun dan yang telah 
mempunyai KTP lama harus diganti dan rekam ulang untuk 
mendapatkan KTP-el yang baru. Namun saya tidak langsung 
melakukan menganti KTP saya. Karena saya pikir tidak 
digunakan dalam waktu dekat dan KTP lama saya masih berlaku 

2. Apakah ibu sudah melakukan perekaman KTP-el? Kalau sudah berapa 
lama waktu perekaman? 
Jawab: 

Saya datang ke Kantor Camat untuk melakukan Perekaman, 
proses perekaman KTP-el berjalan lancar. Setelah melalui 
berbagai proses pendaftaran serta verifikasi data, petugas 
langsung memanggil untuk melakukan perekaman. Sekitar lima 
belas menit mungkin waktu yang diperlukan untuk proses 
perekaman, namun saya belum bisa langsung mendapatkan kartu 
KTP-el. Dalam waktu 3 hari saya harus kembali kesini untuk 
melihat apakah kartu saya sudah dicetak 
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PRESIDEH 
REPUBLIK "'DONESIA 
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PERA 11JRAN PRES.IDEN REPUBUK INDOm;3IA 

NOMOR 112 TA.HUN 2013 

TENTANO 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERA TURAN PRESIDEN NO MOR 26 T.AHUN 

2009 TENTANO PENERAPAN KAR1U TANDA PENDUDUK BERBASIS 

-NOMOR IND UK KEPENDUDUKA.N SECARA NASIONAL 
; 

DENOAN RAHMAT 1VHA.N YA.NO MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBUK INDO~ 

,. 
I 

Mcnimbang : a. ~wa basil p.!II1Utakhiran data kcpendudukan 

. . . ·· \ 

menunjuka.n penduduk wajib Ka.rtu Tanda. Pcnduduk 

belum lcluruhnya memperoleh Ks.nu Tanda Pendudu.k 

Elelctron1lc; 

b. bUiwa. m.ua berl.alru K.artu TandA Pendudulc Eldaronik 

sebapfmana ·dhnalcsud Pcra.turan Prenidcn Nomor 26 

Tabun 2009 tentang Pcnerapan Kartu 'fanda Pcnduduk 

Bc:rbuis NOOlOr Indulc K.ependudul.rul Secara Nasional, 

sebagaim•na telah d1ub8.h bcbcrap& kali. tcrakhir dengan 

Pcraturan Presid.en Nomor 126 Tahun 2012 a.lean berakhir ' 

pad.a tanggal 31 Desembcr 2013; 

c. bahwa un tulc mern berikan J Q.IIlll1.Ail id en ti tas 

kependudukan. masa bc.rlaku Kartu Tand.a Pcnduduk Non 

Elcktron.ik perlu dipcrpanjang sampai deogan penduduk 

wajib Kartu Tanda Pcnduduk mcmperolch Kartu Tanda 

Pendudulc ~ ·-----------
d. bahwa ... 
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Mengingat 
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PRESIDEN 
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d. bahwa bcrda.aarlcan pertimbangan ac bags hna na d1 ma laud 

cWa.m huru! ... b, dan c, perlu m.e:neta.pka.n Peraturan 

Pre&iden ten Wig Peru bahAn K«rnpat A.ta.a Pcra.turan 

Pr'eQdcn Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu 

Tanda Pcnchtluk Berbuis Nomor 1nduk Kependudukan 

Secara Nuloo•J; 

1. Pa.u.l '4 aya.t (1) Undang-Undang Da.ur Negara Repubill:: 

lndoneaia Tahun 1945; 

2., Uodang-Uodang Nomor 32 Tahun 2004 

Pcmerlntahan Da.erah (Lcm.baran Negara 

ten tang 

Rcpubillc 

1ndonem. Tabun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembe.ran 

Negara Republik lndoneaia Nomor 4--437) ach.agahnana 

tt.lah diubah beberapa kali, tenkhir dengan Undang­

bbdang Nomor 12 Tahun 2008 (Lc:mbaran Negara 

Republilc Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 48+4); 

3. Undang-Undang NOJ;DOr 23 Tahun 2006 tentang 

Admlnlstrui K.ependudukan (Lc:mbaran Negara Republik 

rndone&.a. Tahun ~006 Nomor 124, TruLbah.an Lemba.ra.n' 
Negara Republilc lndoneaia Nomor 4674) seba.gaimana 

tel.ah diubah dengan Und.ang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tabun 2013 

Norn.or 232, Tambahan 

lndoncm.Nomor 547{ Lcmbaran Negara Rcpublik 

4. Peraturan ... 
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PRESIDEN 
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4. Pcntura.n Pcmerlntah Noma- 37 Tamm 2007 ten tang 

Pclakuna.an Undeng-Undang Nomor 23 TallUn 2006 

tentang Adm!nistrui K.epeodudulcan (Lembaran Negara 

Rr;publik lrv'oncala Tahun 2007 Nomor 80, Tambehan 

Lcmba.ran Neghn Republik IndDoe&a Nomor 4736) 

.eb..pfmena tel.ah diubah dengan Pcra.tunm Pc:merint.ah 

Nomor l 02 Tahun 2012 (Lembaran Negara Rcpublik 

lndoneaia Tabun 2012 Nomor 265, Tamba.ha.n Lembaran 

Negara Rcpubllk 1ndonda Nomor 5373); 

~. Pera.turan Prcaiden Nomor 26 fi.hun 2009 ten tang 

Pcnerap&n K.artu Tanda Pendudulc Baba.W Nomor lnduk 

Kependudukan Seca.ra Nasional sebagalmana tcla.h 

cliubah beberapa k:ali, tcrakhir dcngan Pcra.turan Preaiden 

No.mar 126 Tahun 2012 (Lembaran Negara R.epublik 

I~ Tahun 2012 Nomor 293J; 

MEMU'IUSKAN: 

Mcnetaplcan: PERATURAN PRESIDEN TEN'fANG PERUBAHAN KEEMPAT 

AT~ PERATURAN PRESIDE:N NOMOR 26 TAHUN 2009 

TE?(TANO PENERAP.AN KARTU TANDA PENDUDUK 

BE.RBASIS NOMOR IlIDUK KEPENDUDUKAN SECA.RA 

NASlONAL. 

Pasal 1 
R 

Pcratuian ~en Nomor 26 Tabun 2009 tentang Pcnerapan 

Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan 
. - - . - - - -

Sccara Nasional -Yang tclah_ beberapa kali diubah dcngan 

Pcraturan Prcsidcn: L . 
a. Nom.or ... 

• 
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a. Nomor 3S Ta.bun 20 l 0 ten tang Perubahan Atu Pcraturan 

Preltiden Nomor 26 Tabun 2009 tentang Pcncrapa.n Kartu . 
Tanda Pcndudulc Berba.W Nomor 1ndulc K.epcndudulcan 

Secan. Na afonal; 

b. Nomor 67 Tahur;t 2011 ten tang Perubeban Kedua Atu 

Pcra.turan Prcaiden Nomor 26 Tahun :2009 tentang 

Penerapan Ka.rtu Tanda. Pendudulc BerbasU Nomor lnduk 

Kepcnd udulcan 8ecara N a.siona.l; da.n 

c. Nomor 126 Tahun 2012 ten tang Perube.han Ketiga Atu 

Peraturan Preaiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 

Pcnerapan Kartu Tanda Pendudu.k Berba313 Nomor Induk 

Kependudukan Secara N uion.al (Lembaran Negara 

Rcpublilc Jndoneaia Ta.bun 2012 Nomor 293); 

d.iubah aebagai bcrilcut 

1. Ketcntuan Pua.I 1 a.ng1ca 3 diubah sehi ngga berbunyi 

aebapi bc:rlkut: 
.& 

~~lWtu Tanda Pcnduduk Elclctronil4 aelanjutnya 

df aingJca t KTP-cl, Io A ~ab Kartu Tan.da. Pcnduduk yang 

dilengbpi dp yang merupalaul identitu re3IIli 

~uduk sebagai bukti dirl yang ditcrbitkan olch 

11¥ta.IW Pel am IlR 

2. Ket.db tu.an Pasal 10 diubah, gehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 10 

KTP Non E1cktronilc tetap bcrlaku bagi Penduduk yang 

hehxm mendapatbm KTP-d sampal d~ paling-lambar--- - -· 

tanggal 31 Dcscmber 20141 
. 3. Kctentuan ... 

·-·· 
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PR£ SI OEN 
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3. ~cnhun ayat (3) Pa.a.al 10 B d.fubah. sehlngga berbunyi 
I t 

at 5agai bcrlkut: 

Pa.sal 10 B 

( 1) IgP-d 1ebagafma n a dimabud daWn Pa.u.l 10 A 

meruP'bn· 

-) 

L Identitas reami bukti domiailj penduduk; 

b. Bukti dirl penduduk untulc pengwusan 

kepcn tingan yang bcrlcaitan dengan ad mfnlstra.si 

c. Bukti d.iri pcnduduk untulc pengwusan 

lcepentingan pelayan.an publik di wtarusi 

Pcmcrlntah. Pcmcrlntah Da.erah, Lembaga 

Pc:rban.kan, clan Swuta )'ail& berlc.aitan dengan 

dan tid&lc tcrbatu pada Pcrlzlnan, Uaaha. 

Pcrdaga nga n, Jaaa Pcrbanlcan, A.ruransi, 

PcrpaJalcan ds.n Pertanahan. 

(2) lzuta oaf Pcmerintah, Pcmcrintah Da.erah. krnbaga 

Pcrbankan. dan Swasta waJib memberllcan pclayanan • 

~ penduduk dengan dasar KTP-el dengan tidak 
~ 

'~ manpertimha ngka n tempat pcncrbitan KTP-el 

(3) Insta.nsi Pemcrlntah, Pcmcrintah Dacrah, Lembaga 

Pcrbank:an, dan Swa.sta tctap mcmbaikan pdaya..nan 

kepa.da penduduk yang mcm ililci KTP Non Elcktronilc 

dengan lin&1ruP kabupaten/kota tempat pencrbitan 

KTP- -Non Elelctronllc &ampa1 dcngan --~ 1--

Desanber 2014.! 
· 4. Kden tua.n ... 

·-·· 

i 
I 
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1 · Ketentuan ayat (1) Pa.sal 10 E diubah, Rh i ngga babunyi 

aebagai berlkut: 

Pual 10 E 
i 

().J 1natanai Pcmcrlntah. Pcmc:intah Daerah. dan 

f ~ kmbaga Pcrbanbn waJib mc1aporkan penycleng-

gara.an pelayan.an ae haga Im an a d.1malaud da lam Pa.sal 

10 B ayat ~) kepada Prcsiden mclalui Menterl 1etiAp 6 

(cnamJ bulan sekali aampaJ dengan tanggal 31 

Desember 2014. 

(2 J Menteri berbak memin ta laporan pcnyclenggaraan 

pel.ayanan den.gan meng:gunalam KTP-eJ yang 

d ilalaa n a k:a n oleh awa.s ta. 

(3) K.etentuan men&e:na1 pelaporan a.taa pcnyclenggaraan 

pelayan.an aebepimana dlmalcaud pada ayat (1) dan 

. ayat ('2) diatur dcngan Pcraturan Menteri. 

Pa:sa.I n 

Peraturan Pruiden ini mulal bcrlaku pada tanggal 

d.iundangkan 

Agar ... 

·t 
t~ 
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Agar &etiap orang mcngctahufnya., mcmcrintnblam 

.~ Peraturan Preaiden ini dengao pencmpatannya 
I 

dal.a.ol'La:nb&ran Negara Rcpublik Indonem 

Ditetapkan di J alcarta 

f pad.a tanggal 'J7 Dcacmber 2013 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA. 

ttd. 

DR. H. SUSILO BA.MBA.NO YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 

pada. tanggal 27 Deaember ~o 13 

MENTERl HUKUM DAN HAK ASA.SI MANUSIA 

REPUBUK INDONESIA, 

ttd. 

AMIR SYAMSUDIN 

LEMBARAN NEGARA RZPUBUK INDONESIA TAHUN 2013 l\0MOR 257 

iJ 

Salinan ~sttlil dengan aslinya 

\ 
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MENTERI DAL.AM HEGERI 
REPUBUK INDONESIA 

PERATIJRAN NENTERI DAL.AM NEGERI 
NOMOR 9 TAHUN 201.1 

TEPITA.NG 

PEDOMAN PENERBrTAN KART\J TA.NOA PENDUDUK 
BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL 

DEN GAN RAH MAT TIJHAN YANG MAHA ESA 

' MENTER! DAL.AM NEGERI, 

Menlmbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Preslden 
Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasls 
Nomor lnduk Kependudukan Secara Nasional sebagalmana telah dlubah 
dengan Peraturan Preslden Nomor 35 Tahun 2010 dan Pasal 6 ayat (7) 
Peraturan Preslden Nomor 35 T11hun 2010, perlu menetapkan Peraturan 
Menter! Dalam Negerl tentang Pedoman Penerbltan Kartu Tanda Penduduk 
Berbasls Nomor lnduk Kependudukan Secara Nasional; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerfntahan Daerah 
(lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437) 
sebagalmana telah dlubah beberap11kall terakhlr dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perublsrnsn Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara 
Republlk lndonesl11 Tahun 2008 Nomor 59, Tamb11han Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang..Undang Nomor 23 Tahun 2006 tenbmg Admlnlstrasl 
Ke~ndudukan (lemblsran Negam Republlk Indonesia Tahun 2006 Nomor 
124, Tamblsrnsn Lemblsran Neg11m Republlk Indonesia Nomor 4674); 

3. Undting..Undang Nomor ll Tahun 2008 terrtang lntormasl dtin Transaksl 
Elektronlk (Lembaran Neg11ra Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4843); 1 

4. Undang...lJndang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerlan Negara 
(lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4916); 

5. Peraturan Pemerlntah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admlnlstrasl 
Kependudukan (lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 
80, Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan 
- ---Pemer!ntnhan ·Antara Pemerfnbh.-·Pemerlntaha~n Drierah Provins!. dan 

Pemerlntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembtlran Negara Republlk 
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republlk 
Indonesia Nornor 4737); 

7. Peraturan Preslden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu 
Tanda Penduduk Berbas~ Nomor lnduk Kependudukan Secara Nasional, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Preslden Nornor 35 Tahun 
2010; 

8. Peraturan Preslden Nornor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, 
dan Fungsl Kementerlan Negara serta Susunan Organlsasl, Tµgas dan 
Fungsi Eselon I Kementerlan Negara; 

9. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 4i Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementertan Dalarn Negerl; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN 
KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS r-.OMOR INDUK KEPENDUDUKAN 
SECARA NASIONAL f 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Menter! lnl yang dlmaksud dengan : 

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Aslng yang berternpat tlnggal di 
Indonesia. 

2. Penduduk Wajlb KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Aslng yang rnernlllkl lzln 
Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawln atau pemah 
kzlwl n secs ra 1U1 h. 

3. Warga Negara Indonesia, selanjutnya dlslngkat WNI adalah orang-0rang bangsa 
lndonesla asll dan orang-orang bangsa min yang dl!U!hkan dengan undang-t1ndang 
scbagal Warga Negara Indonesia. 

4. ~ng Aslng adalah orang bukzln Warga Negara Indonesia. 

5. Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Slpll adalah perangkzlt pernerlntah 
kabupatenjkota yang bertllnggung jaW?lb dan berwenang mela~nakan pelayanan 
dalarn urusan Admlnlstrasl Kependudukzln'. 

6. Database Kependudukan adalllh kumpulan bert>agal jenls data kependudukan yang 
terslmpan secara alstematik, terstruktur dan Sllllng berhubungan dang.an menggunakhn 
perangkat lunak, pernngl<at kems dan ,larlngan komunllrosl data. 

7. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya dlslngkzlt KTP, adalah ldentttas resml Penduduk 
sebagal buktl dlrl yang dlterbltkan oleh Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Slpll 
Kabupaten/Kota yang bertaku di seluruh wllayah Negara Kesatuan Republlk Indonesia. 

8_ 

9. 

Nomor fnduk Kependudukan, gelanjutnya dislngkat NIK, adalah nomor ldentttas 
Penduduk yang bersttat unlk atau khas. tunggal dan melekat pada seseorang yang 
terdaftar sebagal Penduduk Indonesia. 

KTP berbasls NIK s~ra Nasional yang setanjutnya dtsebut KTP Elektronlk edalah KTP 
yang memlllkl spestfikasl dan format KTP Nasional dengan slstem pengamanan khusus 
yang berlakuSebagal ldenutas resml ynng dtterbrtkan-oleh-Dir.8s-Rep€ndudukan-dan-­
Pencatatan Slpll Kabu~tenjKota. 

' ' 
I 

·I 
' ! 

i 

I 
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10. Penerbitan KTP Elektronlk adalah pengeluaran KTP baru, atau penggantian KTP karena 
habis masa berlakunya, plndah datang, rusak atau hilang. 

11. Sldlk Jarl adalah hasll reproduksl tap'1k jarl tangan penduduk yang terdlri atas 
kumpulan alur garis.garls halus dengdn. pola tertentu yang sengaja diambil dan 
dlcapkan dengan tlnta atau dengan cara laln oleh petugas untuk kepentingan 
kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan. 

12. Personalisasl adalah pencetakan dokumen KTP Elektronlk dengan memasukan blodata, 
pas photo, sldikjarl telunjuk klrl-kanan, dan tandatangan penduduk. 

' 
13. Iris adalah selaput bola mata yang ada dibelakang kornea rnata, membentuk batas 

pupil yang memberlkan wama khusus. 

14. Verlfikasl ~dalah proses pemerlksaan kebenaran data dan identitas seseorang; , 
15. ldentlflkasl adalah proses untuk menentukan ketunggalan ldentltas seseorang melalul 

pemadanan sldik jarl 1 : N di pusat data Kementerlan Dalam Negeri. 

f BAB II 
TU JUAN 

Pasal 2 

(1) Pemerlntah menerbltkan KTP Elektronlk untuk mewujudkan kepemlllkan satu KTP 
untuk satu Penduduk yang memlllkl kode keamanan dan rekaman elektronlk data 
kependudukan berbasls NIK secara Nasional. 

(2) Penerbltan KTP Elektronlk sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mellputl: 
a. penerbltan KTP Elektronlk secara massal; 
b. penerbltan KTP Elektronlk secara regular; 
c. penerbltan KTP Elektronlk bllgl Penduduk yang tldak mampu datang/melapor ke 

tempat pelayanan KTP Elektronlk. 

BABlll 
PENERBITAN KTP ELEKTRONIK 

Sl!glttn Kesatu 
Penerblttln KTP Elektronlk Secars Ma~I 

Pamgraf 1 
Penduduk WNI 

Pal-813 

(1) Tatti cara penerblttln KTP Elektronlk secara massal bagl Penduduk WNI: 

a. Kepala Olnes Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten/Kota membuat dan 
menyerahkan dattar Penduduk WNI wajlb KTP kepada Carnat atau narna lain; 

b. Camat atau nama lain menandatanganl surat panggllan penduduk berdasarkan 
daftar sebagalrnana dlmaksud pada huruf a; 

c. Petugas di kecarnatan atau narna lain rnelalul kepaia desa/lurah lltau narna lain 
rnenyampalkan surat panggllan sebagaimana dlrnaksud pada huruf b kepada 
penduduk berdasarkan dattar Penduduk WNI wajlb KTP; 

d. Penduduk yang telah rnenerirna surat panggllan sebagairnana dirnaksud pada huruf 
-b,mendatangLtempatR.e!ayanan KTP Elektronlk dengan membawa surat panggllan 
dan KTP lama bagi yang sudah memlllkl KTP; - · · · ------- --- - -
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e. Petugas di ternpat pelayanan KTP Elektronlk rnelakukan verlfikasi data penduduk 
secara langsung di tempat pelayanan KTP Elektronik; 

f. Petugas operator rnelakukan pengarnbilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, 
dan sidlkjari penduduk; " 

'\. 

g. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf e membubuhkan tanda tangan dan 
stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada surat panggllan penduduk; 

h. Surat panggilan Penduduk sebagalmana dimaksud pada huruf g sebagal buktl telah 
dllakukan vertfikasl, pengambllan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sldlk 
jar! penduduk sebagalmana dlmaksud pada huruf e dan huruf f; ' 

I. Petugas operator melakukan penylmpanan data sebagalmana dimaksud pada huruf 
f dan biodata penduduk ke daiarn database di tempat pelaYanan KTP Elektronlk; 

j. Data yang dlslmpan dalam database sebagalmana dlmaksud pada huruf I diklrim 
melalur jarlngan komunlkasl data ke server Automated Fingerprint Identification 
System di pusat data Kementerlan Dalam Negeri; 

k. Data penduduk sebagalmana dlmaksud pada huruf I dlslmpan dan dllakukan proses 
ldenttflkasl ketunggalan jatldlrl seseorang. 

I. Hasll ldenttflkasl sldlk jarl Pend1.1duk sebagalmana dlmaksud pad a huruf k, apablla : 

' 1. ldent!Uls tunggal, data dlkemballkan ke tempat pelayanan KTP Elektronlk; 

2. ldentltas ganda, dllakukan klarlflkasl dengan tempat pelayanan KTP Elektronlk. 

m. Kementerlan Dalam Negerl melalul Dlrektorat Jenderal Kependudukan dan 
Pencatatan Slpll melakukan personallsasl data yang sudah dlldentlflkasl 
sebagalmana dlmaksud pada huruf I angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronlk; 

n. Setelah dllakukan personallsasl sebagalmena dlmaksud pada huruf m, Kementerlan 
Dalam Negerl rnelalul Dlrektor?!t Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Slpll 
mendlstrlbuslkan KTP Elektronlk ke Dlnas Kependuduken dan Pencatatan Slpll 
Kabupaten;Kota untuk dlteruskan ke tempat pelayanan KTP Elektronlk; 

o. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronlk, menerlma KTP Elektronlk dan 
melakukan verlfikesl melelul pemadanan sldlk jerl penduduk 1: 1; 

p. Hasll verlflkasl sldlk jarl penduduk sebagalmana dlmaksud pad a huruf o apablla: 

1. datanya sama, rnaka KTP Elektronlk dlbeflken kepada penduduk; 

2. detanya tldak Sllrna. maka KTP Elektronlk tldak dlberlkan kepada penduduk. 

q. Dalam hal datanya tldak sama ~bagalmana dimaksud pada huruf p nngka 2 
Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronlk meogemballkan KTP Elektronlk ke 
Kementerlan Dalam Negerl melalul Dlnas Kependudukan dan PenC8tatan Slpll 
Kabupaten/Kota untuk dlrnusnahkan. 

(2) Penduduk dapat mengembll KTP Elektrqnlk apablla membawa surat pangglllln 
penduduk sebagalmana dlrnaksud pada eyat (1) huruf g. 

(3) Databasa Kependuduktm sebagalmana dlmak.sud pada ayat (1) huruf j dlkonsolldaslkarf 
dan dlslmpan dalam database kependudukan Kementerlan Dalam Negerl. 

Paragraf 2 
Penduduk Orang Aslng 

Pasal 4 

(1) Tata cara penerbltan KTP Elektronlk secara massal bagl penduduk Orang Aslng yang 
memlllkl lzln tlnggal tetap: 

!!. Kepala Dlnas Kependudukan dan Pencatatlln Slpll Kabupaten/Kota membuat dattar 
f>enduduk OrnJJg Aslng_wajJb_JHP; 

I 
I 

II ., 

II r 
l 
I 

'l 
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b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten/Kota 
menandatanganl surat panggilan penduduk Orang Asing berdasarkan daftar 
sebagalmana dimaksud pada huruf a; 

c. Petugas di Dinas Kependuduk~n dan Pencatatan Slpll Kabupaten/Kota 
menyampalkan surat panggllan ~agalmana dlmaksud pada huruf b kepada 
penduduk Orang Aslng berdasarkan daftar penduduk Orang Asing wajlb KTP; 

d. Penduduk Orang Aslng yang telah menerlma surat panggllan sebagalmana 
dlmaksud pada huruf b mendatangl Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Sipll 
Kabupaten/Kota dengan membawa surat panggllan, KTP lama bagi yang sudah 
memillkl KTP dan Kartu lzln Tinggal Tetap yang maslh berlaku; 

e. Petugas di Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan 
verlflkasl data penduduk Orang Aslng secara langsung; 

f. Petugas operator melakukan pengambllan dan oerekaman pas photo, tanda tangan, 
dan sldlkjarl penduduk Orang Aslng; 

g. Petugas sebagalmana dlmaksud pada huruf e membubuhkan tanda tangan dan 
stempel Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Slpll Kabupaten/Kota pada surat 
panggllan penduduk Orang Aslng; 

h. Surat Panggllan Penduduk ~ng Aslng sebagalmana dlmaksud pada huruf g 
sebagal buktl telah dll21kukan verlflkasl, pengambllan dan perekaman pas photo, 
tanda tangan dan sldlk Jarl penduduk Orang Aslng sebagalmana dlmaksud pada 
huruf e da n huruf f; 

I. Petugas operator melakukan penylmparn1n data sebagalmana dlmaksud pada huruf 
f dan blodata penduduk Orang Aslng ke dalam database Dlnas Kependudukan dan 
Pencatatan Slpll Kabupaten/Kota; 

j. Data yang dlslmpan dalam database sebagalmana dlmaksud pada huruf I dlklrlm 
melalul jarlngan komunlk8sl data ke server Automated Rngerprtnt ldentJncatlon 
System di pusat data Kementerlan Dalam Negerl; 

k. Data penduduk Or?Sng Aslng sebagalmana dlmaksud pada huruf I dlslmpan dan 
dllakukan proses ldentlflk21sl ketunggalan Jatldlrl seseorang; 

I. Hasll ldentlflk21sl sldlk j8rl penduduk Orang Aslng sebagalmanzi dlmaksud pada 
huruf k, apzibll8: 

1. ldentltzis tungg21!, data dlkemb811kzin ke Dlnas Kependudukan dan Pencatlltan 
Slpll Kabupaten/Kob!; 

:.2. ldentlt21s g21nda, dllzikuk21n klarlflk8sl dengan Dlnas Kependudukan dan 
Pen~tzin Slpll K21bupaterVKob!. 

m. Kementerllln 081am Negerl mel21lul Dlrektorzit Jenderal Kependuduklln d21n 
Pencatatan Slpll melzikuklln persomill~sl data yang audzih dlldenttflk21sl 
sebagamal'\8 dlmt1k.sud pzid21 huruf I 8~~ 1 ke dalzim blangko KTP Elektronlk. 

n. Setelah dllakukan persoMlls8sl aeb8galmanzi dlmak.sud pzid8 huruf m, Kementerlan 
Dalam Negert mellllul Dlrektorzit Jendenil Kependudukan dan Pencatatan Slpll 
mendlstrlbuslkan KTP Elektronlk ke Dlnzis Kependudukan dan Pe~tatan Sfpll 
Ka bu paterVKota; 

o. Petugas di Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Slpll Kabupaten/Kota, menerlma 
KTP Elektronlk dan melakukan vertflkasl melalul pemadanan sldlk Jarl penduduk 
Orang Aslng 1 : 1; 

p. Hasll vertflkasl sldlk jarl sebagalmana dlmaksud pad a hurvf o, apablla: 

1. datanya sama, maka KTP Elektronlk dlberikan kepada penduduk Orang Asing; 

2. datanya tldak sama, maka KTP Elektronlk tldak dlberlkan kepada penduduk 
Orang Aslng. 
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q. Dalam hal datanya tldak sama sebagalmana dimaksud pada huruf p angka 2, 
petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpll Kabupaten/Kota 
mengembalikan KTP Elektronlk ke Kementerian Dalam Negeri untuk dimusnahkan. 

" (2) Penduduk Orang Aslng dapat mengatnbil KTP Elektronik apabila membawa surat 
panggllan penduduk Orang Aslng sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf g. 

(3) Database Kepencludukan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf j, 
dlkonsolldaslkan dan dlslmpan dalam database kependudukan Kementerlan Dalam 
Negeri. 

Baglan Kedua 
Penerbltan KTP Elektronlk Secara Reguler 

Paragraf 1 
Penduduk WNI 

Pasal 5 

i 
(1) Tata cara penerbltan KTP Elektronlk secara reguler bagl Penduduk WNI: 

a. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP Elektronlk, dengan 
menglsl formullr permohonan dan membawa persyaratan berupa: 

1. Nomor lnduk Kependudukan Nasional; 

2. Fotokopl Kartu Keluarga; dan 

3. Surat plndah dan KTP Elektronlk bagl Penduduk yang plndah atau KTP 
Elektronlk yang rusak bagl Penduduk yang KTP nya rusak atau Surat 
keterangan kehllangan darf Kepollslan bagl Penduduk yang KTP nya hllang. 

b. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronlk merekam Isl formullr permohonan 
KTP Elektronlk ke dalam database kependudukan; 

c. Petugas sebagalmana dlmaksud pada huruf b melakukan verlflkasl data 
penduduk secara langsung; 

d. Petugas operator melakukan pengambllan dan perekaman pas photo, tanda 
tangan, dan sldlkjarl penduduk; 

e. Petugas sebagalmana dlmaksud pada huruf b membubuhkan tanda tangan dan 
stompel tempat peltiyanan KTP Elektronlk pada Formullr Permohonan 
sebagalmana dlmaksud pada huru1 a; 

1. Formullr permohonan aebagalmana dlmaksud pada huruf e aebagal buktl telah 
dllakukt!n verlflkt!sl, pengtimbllan dan perekemen pas photo, tanda tengtin dan 
sldlk jarl penduduk sebegalmena dlmtiksud pada huruf c dan huruf d; 

g. Petugas operator melakukan penylmpanen data ~bagelmana dlmeksud pada 
huru1 d dan blodate penduduk ke dalam dattibase di tempat pelaY8Mn )<TP 
Elektronlk; 

h. Data yang dlslmpan dalam database sebagalmana dlmaksud pada huruf g dlklrlm 
melalul jarlngan komunlkasl data ke server Automated Flngerprlnt ldentincation 
System di pusat data Kementerian Dalam Negerl; 

I. Data penduduk sebagalmana dlmaksud pada huruf h dlslmpan dan dllakukan 
proses ldentl11kasl ketunggalan jatldlrl seseorang; 

J. Hasil ldentlflkasl sldlk jarl penduduk sebagalmana dlmaksud pad a huruf I, apablla: 

1. ldentltas tunggal, data dlkemballkan ke tempat pelayanan KTP Elektronlk; 

2. ldentltas ganda, dllakukan klarlfikasl dengan tempat pelayanan KTP Elektronlk. 
----- ------------- -------
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k. Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten/Kota melakukan 
personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada hurUf j 
angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronlk; 

I. Setelah dilakukan personalisasi "sebagaimana dimaksud pada huruf k, Dlnas 
Kependudukan dan Pencatatan 'Slpll Kabupaten/Kota mendistribusikan KTP 
Elektronlk ke tempat pelayanan KTP Elektronlk; 

m. Hasil verifikasi sidlk jari penduduk sebagalmana dimaksud pada huruf k: 

1. apablla datanya sarna, maka KTP Elektronik diberlkan kepada penduduk; 

2. apablla datanya tldak sama, maka KTP Elektronlk tldak dlberikan kepada 
penduduk. 

n. Dalarn hal datanya tidak sama sebagalmana dlrnaksud· pada huruf n angka 2, 
Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronlk mengemballkan KTP Elektronik ke 
Kerl}enterlan Dalam Negerl melalul Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Slpil 
Kabupaten/Kota untuk dimusnahkan. 

(2) Penduduk dapat mengambll KTP Elektronlk apablla membawa Forrnullr Permohonan 
sebagalrnana dlmaksud pad a ayat (1) huruf e. 

(3) Database Kependudukan sebbgalmana dirnaksud pada ayat (1) huruf h, 
dikonsolldaslkan dan dlslrnpan dalarn database kependudukan Kementerlan Oalarn 
Negerl. 

Parl!graf 2 
Penduduk Orang Aslng 

Pasal 6 

(1) Tata cara penerbltan KTP Elektronlk secara reguler bagl Penduduk Orang Aslng yang 
memlllkl lzln Tinggal Tetap: 

a. Penduduk Orang Aslng rnelapor kepada petugas di Dlnas Kependudukan dan 
Pencatatan Slpll Kabupaten/Kotl!, dengan menglsl formullr permohonan dan 
membawa persyaratan berupa: 

1. Nomor Jnduk Kependudukan Nasional; 

2. Fotokopl Kzutu Kelu1uga; 

3. Fotokopl Kartu lzln Tinggal Tetap; dan 

4. Surat Pindah den KTP Elektronlk bagl penduduk yang plndah etau KTP Elektronlk 
yang rustlk bagl penduduk yang KTP nya rusak etau Surllt Keterangan 
Kehllangen darl Kepollslan bagl penduduk yang KTP nya hlleng. 

b. Petuges di Dines Kependudukan den Pencatl!tan Slpll Kabupaten/Kota merekem isl 
formullr pennohonen KTP Elektronlk ke

0

dalam database kependudukan; 

c. Petuges sebagalrnana dlmaksud pada huruf b, melakukan vertflkasl datl! pendud~k 
secttra langsung; 

d. Petugas operator melakukan pengambllan dan perekaman pas photo, tanda tangan, 
dan sldik jarl penduduk Orang Aslng; 

e. Petugas sebagalmana dlmaksud pada huru1' c membubuhkan tanda tangan dan 
stempel Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Slpll Kabupaten/Kota pada Formullr 
Permohonan sebagatmana dlmaksud pada huru1' a; 

f. Formullr Permohonan sebagalmana dlmaksud pada huruf e, sebagal buktl telah 
dllakukan vertfikasl. pengambllan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidlk 
jarl penduduk Orang Aslng sebagaimana dlmaksud pada huruf c dan huruf d; 
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g. Petugas operator melakukan penylmpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf 
d dan bloclata penduduk ke dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipii Kabupaten/Kota; 

h. Data yang disimpan dalam datab~e sebagaimana dlmaksud pada huruf g dikirlm 
melalui jarlngan komunikasi data 'ke server Automated Rngerprlnt ldentJncatlon 
System di pusat data Kementerian Dalam Negeri; 

I. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf h disimpan dan dllakukan 
proses identifikasi ketunggalan jatidirl seseorang; 

j. Hasil ldentifikasi sidik jarl penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada 
huruf i, apablia : 

1. ldentltas tunggal, data dlkemballkan ke Dlnas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipli Kabupaten/Kota; 

2. ldentltas ganda, dllakukan klarifikasl di Dinas Kependudukan dan rencatatan 
Slpll Kabupaten/Kota. 

k. Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Slpll Kabupaten/Kota melakukan 
personallsasi data yang sudah dlldentlfikasl sebagalmana dlmaksud pada huruf J 
angka 1 ke dalam blangko KTP EIE.ktronik; 

I. Setelah dllakukan personallsllsl sebagaimana dlmaksud pada huruf k, petugas di 
Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Slpll Kabupaten/Kota melakukan verlflkasl 
melalui pemadanan sldikjarl penduduk Orang Asing 1: 1; 

m. Petugas di tempat peiayanan KTP Elektronlk menerlma KTP dan melakukan 
verlflkasl melalul pemadanan sldlk jari penduduk 1:1; 

n. Hasll veriflkasi sldlk jarl penduduk sebagalmana dlmaksud pad a huruf m, 

1. apablla datanya sama maka KTP Elektronlk dlberlkan kepada penduduk; 

2. apablla datanya tldak ~ma maka KTP Elektronlk tldak diberlkan kepada 
penduduk. 

o. Dalam hal datanya tldak sama sebagalmana dlmaksud pada huruf m angka 2, 
petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpll KabupatenjKota 
mengemballkan KTP Elektronlk ke Kementerlan Dalam Negerl untuk dlmusnahkan. 

(2) Penduduk Orang Asing dapat mengambll KTP Elektronlk apablla mem~wa Formullr 
Permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf e. 

(3) Data~se Kependudukan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf h, 
dikonsolldaslkan dan dislmpan dalem database kependudukan Kementer1en 081am 
Neger1. 

Baglen Ketlga 
Penert>ltan K"'(P Elektronlk 

Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu Datang/Melapor 
Ke Ternpat Pelayanan 

Paragraf 1 
Um urn 

Pasal 7 

Dalam hal Penduduk tldak rnampu datang/melapor ke tempat pelayanan dlkarenakan 
pertlmbangan umur, cacat fislk, dan sakit keras, Petugas Dlnas Kependudukan dan 
Pencatatan Slpil Kabupaten/Kota mendatangl tempat domfslll penduduk untuk memberlkan 
pelayanan penerbltan KTP Elektronik. 
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Paragraf 2 
Penduduk WNI 

Pasal 8 

" '\. -
(1) Penerbltan KTP Elektronik secara massal bagl Penduduk sebagalmana dlmaksud 

dalam Pasal 7 untuk Penduduk WNI, dilakukan dengan tata cara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). 

(2) Penerbltan KTP Elektronik secara reguler bagl Penduduk sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 untuk Penduduk WNI, dllakukan dengan tata cara sebagalmana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1). 

Paragraf 3 
Penduduk Orang Aslng 

Pasal 9 

(1) Penerbltan KTP Elektronlk secara massal bagl Penduduk sebagalmana dlmaksud 
dalam Pasal 7 untuk Penduduk Orang Aslng, dllakukan dengan tata cara sebagalmand 
dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (t). 

(2) Penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagl Penduduk sebagalmana dimaksud dalam 
Pasal 7 untuk Penduduk Orang Aslng, dllakukan dengan tata cara sebagalmana 
dlmaksud dalam Pasal 6 nyat (1). 

BABIV 
TATA CARA PERE KAMAN SIDIK JARI PEN DU DUK 

Pasal 10 

(1) Perekaman sldik Jarl penduduk dalnm penerbttan KTP Elektronlk dllakukan di tempat 
pelayanan KTP Elektronlk secara massal dan tempat pelayanan KTP Elektronlk secara 
regular. 

(2) Perekaman aldlk jarl penduduk sebagalmana dlmaksud pada nyat (1) dllakukan oleh 
Petugas Operator. 

(3) Petugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) merekam seluruh sldlk Jarl tangan 
penduduk dengan ur~n perekaman tangan kanan mulel lbu Jari, jerl telunjuk, jari 
tengah, Jeri mania den jarl kellngking den tengan kiri mulal lbu jarl, Jeri telunjuk, jarl 
tengah, Jeri manls dan jarl kellngklng_ 

(4) Htisll perekaman sldlk jarl tengen penduduk sebagalmena dlmaksud pada eyat (3) 
d~lmpan ke delem detebese kependudul;<en di tempet pel8yantin. 

(5) Hesll perekaman sldlk jarl telunjuk tengan kiri den Jeri telunjuk tengan kantin penduduk 
juga dlrekem ke delam chip KTP Elektronlk. 

Pasal 11. 

Dalam hal sldlk jarl telunjuk tangan kanan dan/atau tangan kiri tldak dapat dlrekam ke 
dalam chip KTP Elektronlk, dllakukan perekaman sldlk jarl yang lalnnya dengan urutan jarl 
tengah, jarl manls, atau lbu jarl. 

Pasal 12 

(1) Penduduk yang cacat fislk sehlngga tidak blsa dllakukan ~rekaman sldlk jarl tangan, 
tldak dllakukan perekarnan sidlk jar I tangan. 
-----·-----·-- -·-
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(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan perekaman pas photo wajah, 
kedua tangan dan iris penduduk yang bersangkutan ke dalam database kependudukan. 

\, 

BABV 
KITTNTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Menteri lnl mulal berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahulnya, memerlntahkan pengundangan Peraturan Menter! lni 
dengan menempatkannya dalam Bertta Negara Republik Indonesia.: 

Dlundangkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Pebruarl 2011 

MENTERI HUKUM DAN HAM 
REPUBLIK INDONESIA, 

PATRIALIS AKBAR 

f 

Dltetapkan di Jakarta 
pada tanggal 14 Pebruarl 2011 

MENTER! DALAM NEGERI, 

GAMAWAN FAUZI 

SERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011NOMOR118 

,. 
li 
1: !. 

" Ii 

I 
" 

: ii . , 
.j 

'l 
.1 
j ~ 

,f 
;!; 
·11 
.1 

l 
H 

l!i 
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MENTER! DALAM NEGERl 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI 
NOMOR 69 TAHUN 2014 

TENT ANG 

( SALINAN) 

?ERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI 
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA 

PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHArfYANG MAHA ESA 

MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat 8 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ten tang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Adrninistrasi Kependudukan, perlu dilakukan 
pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara 
penerbitan KTP Elektronik bagi penduduk yang berpindah 
domisili; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5475); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
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Menetapkan 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
.l\.epublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentan~ 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta,hun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Re'publik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010; 

8. Peraturan Presiden #Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 41 Tahun 2010 tentang tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional 

MEMUTUSKAN: 

PERA TU RAN MENTER! DA LAM NEGERI TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI 
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN 
KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK 
KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 
2011 ten tang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor 
Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 118) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP Elektronik secara reguler 
bagi Penduduk WNI yang belum memiliki KTP Elektronik: 
a. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP 

Elektronik, dengan mengisi formulir pennohonan dan membawa 
persyaratan berupa: 
1. Nomor Induk Kependudukan Nasional; dan 
2. Fotokopi Kartu Keluarga. 
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b. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik memproses dengan 

tata cara: 
1. merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam 

database kependudukan; 
2. melakukan verifikasi data penduduk secara Jangsung; 
3. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, 

sidik jari penduduk, dan iris ma ta; 
4. membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP 

Elektronik pada Fonnulir Pennohonan; 
5. fonnuiir pennohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4 

sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengam bilan dan 
perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata 
penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3; 

6. melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada 
angka 3 dan biodata penduduk ke dalam database di tempat 
pelayanan KTP Elektronik; , 

7. data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pad a 
angka 6 dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server 
Automated Fingerprint Identification System di pusat data 
Kementerian Dalam Negeri; 

8. data penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 7 disimpan 
dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang; 

9. hasil identifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud 
pada angka 8, apabila : 

a) identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan 
KTP Elektronik; 

b) identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat 
pelayanan KTP Elektronik. 

10. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 
melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi 
sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a ke dalam 
blangko KTP Elektronik; 

11. setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada 
angka 10, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten/Kota rnendistribusikan KTP Elektronik ke tempat 
pelayanan KTP Elektronik; 

12. menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui 
pernadanan sidikjari penduduk 1 : 1; 

13. hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud 
pada angka 12: 
a) apabila datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan 

kepada penduduk; 
b) apabila datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak 

diberikan kepada penduduk. 
14. dalam ha! terdapat data yang tidak sarna sebagaimana 

dimaksud pada angka 13 huruf b, Petugas di tempat pelayanan 
KTP Elektronik mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian 
Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten/Kota untuk dimusnahkan. 

penduduk dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa 
Formulir Pennohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4. 
database kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7, 
dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan 
Kementerian Dalam Negeri. 

(2) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP Elektronik secara reguler 
bagi Penduduk WNI yang sudah memiliki KTP Elektronik dan pindah 
alamat. 
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a. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP 

Elektronik, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa 
persyaratan berupa: 
1. KTP Elektronik dengan alamat tempat tinggal asal (alamat lama); 
2. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal; 
3. Fotocopy Kartu Keluarga 

b. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik memproses dengan tata 
car a: 
1. merekam NIK yang tercantum dalam KTP Elektronik yang lama 

dan rnengembalikan KTP Elektronik dengan alamat yang lama 
kepada pemiliknya. 

2. memproses pencetakan/personalisasi KTP Elektronik dengan 
alamat yang baru. 

3. menyerahkan KTP Eiektronik dengan alamat yang baru kepada 
pemiliknya sekaligus menarik KTP Elektronik dengan alamat 
yang lama. 

2. Ke£~ntuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Persyaratan dan tata cara pener6itan KTP Elektronik secara reguler 
bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang 
belum memiliki KTP Elektronik 
a. Penduduk Orang Asing melapor kepada petugas di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dengan 
mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa: 
1. Nomor Induk Kependudukan Nasional; 
2. Fotokopi Kartu Keluarga; dan 
3. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap; 

b. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten/Kota memproses dengan tata cara: 
1. merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam 

database kependudukan; 
2. rnelakukan verifikasi data penduduk secara langsung; 
3. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda 

tangan, sidikjari, dan iris mata penduduk Orang Asing; 
4. membubuhkan tanda tangan dan stempel Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Formulir 
Permohonan; 

5. formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4, 
sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan 
perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata 
penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada angka 2 
dan angka 3; 

6. melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada 
angka 3 dan biodata penduduk ke dalam database Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; 

7. data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud 
pada angka 6 dikirim melalui jaringan komunikasi data ke 
server Automated Fingerprint Identification System di pusat data 
Kementerian Dalarn Negeri; 

8. data penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 7 disimpan 
dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang; 

9. hasil identifikasi sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana 
dimaksud pada angka 8, apabila: 
a) identitas tunggal, data dikembalikan ke Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan 
b) identitas ganda, dilakukan klarifikasi di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. 
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10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 

melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi 
sebagaimana dirnaksud pada angka 9 a) ke dalam blangko KTP 
Elektronik; dan 

11. setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada 
angka 10, petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi melalui pemadanan 
sidik jari penduduk Orang Asing 1 : 1; 

12. has;l verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud 
pad a angka 10: 
a) apabila datanya sama maka KTP Elektronik diberikan 

kepada penduduk; dan 
b) apabila datanya tidak sama maka KTP Elektronik tidak 

diberikan kepada penduduk. 
13. dalam ha! terdapat data yang tidak sama sebagaimana 

dimaksud pada angka 12 huruf b), petugas di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 
mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri 
untuk dimusnahkan. 

Penduduk Orang Asing dapat mengambil KTP Elektronik apabila 
membawa Formulir Permohpnan sebagaimana dimaksud pada 
huruf b angka 4. 

d. Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b 
angka 7, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database 
kependudukan Kementerian Dalam Negeri. 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan menempatkannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 1 Oktober 2014 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 26 September 2014 
MENTER! DALAM NEGERI 

REPUSLIK INDONESIA, 

ttd 

GAMAWAN FAUZI 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

AMIR SY AMSUDIN 

SERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1449 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

ttd 

W. SIGIT PUDJIANTO. SH. MH 
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) 
NIP. 19590203 198903 1 001. 
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Norn or 

Si fat 
Lampiran 

Hal 

MENTER! OALAM NEGERI 
REPUSLIK INDONESIA 

: 470/327/SJ 
:; Sangat Segera 

1 (satu) berkas 
Perubahan Kebijakan dalam _ 
Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan i 

Jakarta, 17 Januari 2014 

Kepada 

Yth. 1. Gubernur 

2. Bupati/Walikota 
di -

SELURUH INDONESIA 

SURAT EDARAN 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor · 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Repub!ik Indonesia 

Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Preslden Nomor 26 

Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK 

Secara Naslonal, dengan hormat disampaikan hal-ha! sebagai berlkut : 

1. . Den·gan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan 

Preslden Nomor 112 Tahun 2013 tersebut, maka terdapat beberapa 

· · perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasl 

kependudukan yang perlu dipahami dan diimplementasikan oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta perlu disosialisasikan kepada 

semua laplsan masyarak~t. 

2. Perubahan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20U antara 

lain : 

.J a. ; Masa Berlaku KTP-el 
Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi . 

berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen 

data dalam KTP-el, antara lain perubahan status, perubahan nama, 

perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamln, 
baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan 
diterbitkan. 

@ Stelsel Aktif 
Dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, semula yang 

diwajibkan aktif adalah penduduk diubah menjadi, yang aktif 

adalah Pemerintah melalui Petugas dengan pola iemaut 
bola ~t;u1 nor-. .. --- -- • . ... 
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,re, Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el 
~_/ Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini 

dilaksanakan terpusat di Jakarta, pada tahun 2014 dan 
seterusnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sesuai dengan amanat Pasal 

8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. 

d. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam 
Negeri 
Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber 

dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu­
satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua 
keperluan : alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan 
DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, 

pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan 

kriminal. 

e. Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi 
Batas Waktu 1 (satu) Tahun 
Semula penerbitan Akta Kelahiran tersebut memerlukan penetapan 

Pengadilan Negeri, diubah dengan Keputusan Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal 

ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 

2013. 

f. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil 
Yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, 

diubah menjadi penerbitannya di tempat dofl1isili 
pendµ_~~!<· Perubahan norma . · 1nr sangat ·memudahkan 
-----~ - - . 

masyarakat, karena masyarakat tidak perlu mengurus akta-akta 

pencatatan sipil di tempat terjadinya peristiwa, tetapi cukup 
mengurus di domisilinya saja. 

g. Pencatatan Kematian 

" 

Pelaporan pencatatan · kematian yang semula menjadi kewajiban 

penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain 
untuk melaporkan setiap kematian warganya 'kepada 
Instansi Pelaksana. Pelaporan tersebut dilakukan secara 

berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan 
Kecamatan. 

(@ Pengurusan dan Penerbit~n Dokumen Kependudukan Tidak 
Dipungut Biaya (Gratis) · 

Larangan untuk tidak dipungut biaya (gratis), semula hanya untuk 

penerbitan KTP-el, diubah menjadi gratis untuk penerbitan semua 

dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta 

Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan 

Anak, dan lain-lain). 
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i. Pendanaan 

Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan 

administrasi kependudukan, baik di provins1 maupun 

kabupaten/kota dianggarkan dalam APB_N dan dimulai pada :..rBN-P 

Tahun Anggaran 2014, dengan demikian berarti sebelum· 
tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya mas:ih tetap 

menggunakan APBD. 
Perlu kami sampaikan bahwa penyediaan APBN-P tahun 2014 
untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi 

kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota sedang dalam 

proses. 

j. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural 
pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan 

Untuk mepingkatkan efektivitas pelayanan administrasi 
kependudukan dan memaksimalkan pelaksanaan stelsei aktif bagi 
Pemerintah melalui Petugas dalam rangka pelayanan keliling, 
maka berdasarkan Pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2013, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural pada 
unit kerja yang menangani administasi kependudukan diatur 
sebagai berikut : 

1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani 
administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan 
diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan 
Gubernur. 

2) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani 
administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan 
diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan 
Bupatl/Walikota melalui Gubernur. 

3) Penilalan kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara 
periodlk oleh Menteri Dalam Negeri. 

Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang proses 
• 

pengangkatan dan pemberhentian tersebut sedang dalam proses. 

® Perubahan utama yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor · 112 

Tahun 2013, antara lain adalah KTP Non Ele~tronik (KTP biasa), 
yang sebelumnya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013, 

0 

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 126 
Tahun 2012 diperpanjang masa berlakunya sampai dengan 
tanggar 31 Desember 2014 dengan Peraturan Presiden Nomor 112 

Tahun 2013. Pertimbangan utama perpanjangan masa berlaku KTP 

Non Elektronik tersebut adalah sebagai berikut : 

3 
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__,..a. 

b. 
\.__, 

; c. 

_,d. 

Sampai akhir tahun 2013, dari 191 juta Penduduk yang berpotensi 

memiliki KTP-el, masih terdapat sekitar 19 juta Penduduk yang 

belum memungkinkan untuk memperoleh KTP-el sampai akhir 

2013. 

Pelaksanaan pencetakan KTP-el pada tahun 2014 diserahk;;i[l 

~epada kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Pasal lQ. peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013, sedangkan 

anggaran untuk pencetakan KTP-el tersebut dibebankan pada 

APBN-P tahun 2014, yang diperkirakan baru akan tersedia pada 

pertengahan tahun 2014,. 

Apabila masa berlaku KTP Non Elektronik tidak 
diperpanjang, maka·sejumlah sekitar 19 juta Penduduk tidak 
memiliki kartu identitas, karena di satu pihak KTP Non 

Elektronik tidak berlaku lagi, di pihak lain KTP-el belum 

dimungkinkan;rntuk didapatkannya. 

Berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, mengamanatkan 

Pemi!ih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau 

Daftar Pemilih Tambahan, dapat ikut memilih deng2n 

menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el atau KTP Non 

Elektronik) atau Paspor. Dengan adanya perpanjangan masa 

berlaku KTP Non Elektronik, juga dimaksudkan untuk 

mengantisipe\si agar semua Warga Negara Indonesia yang 
berhak memilih bisa menggunakan hak pilihnya walaupun 
tidak tercantum dalam DPT. 

Copy Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden 
Nomor 112 Tahun 2013, terlampir. 

Demlklan disampaikan untuk dipedomani dan terima kasih. 

Tembusan Yth : 
1. Ketua Sadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia; 
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 
4. Menteri PPN/Kepala Bappenas; 
5. Kepala BPKP; 
6. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 
7. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; 
8. Direktur Jenderat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri; 
9. Kepala Dinas Kependudukan Provinsi seluruh Indonesia; 
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Penr;-it--' 1an Sipil KabupatP.nl1<:nta seluruh Inrlnnesia. 
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BUPATIKAPUASHULU 

J(EPUTUSAN BUPATI l(APU.1\S HULU 
NOtvIOR : 97 TA!-H)N 2012 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN TIM KELOi'v!POl( kERJA 
PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK 

TJNGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN DI !0'\BUPATEN KAPUAS HULU 
TAHUN 2012 

Menimbang 

!Vlengingat 

BUPATl KAPUAS HULU 

bahwa clalam rangka rncnclukung kelancaran dan 
keberhasilan pclaksanaan penerbitan Nomor Induk 
Kcpcncludukan (NIK) seccn-a nasional clan pcnerapan Kartu 
Tanda Penclucluk _Ele}'tronik (e-KTP), rnaka perlu menetapkan 
Keputusan Bupat1 tcntang Pt'.rnlxntukan Tim Kelompok Kerja 
Penerapan Kartu Tancl;1 Pcnclucluk Elektronik Tingkat 
Kabupaten clan Kecarnatan di Ka bu p;:i.ten Kapuas Hulu Tahun 
2012; 

1. Unclang-Unclang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
penctapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tcntang Pcmbentukan Dacrah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
1959 Nornor 9) sebagai Unclang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lernbaran Negarci F(epublik Indonesia Nomor 
1820); 

2. Unclang-Unclang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lc:mbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Reublil~ Inclonesia Nomor 
4844); 

3. Unclang-Unclang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kcpcnduclukan (Lcm-baran Negara Rcpublik 
lndonesiCt Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 

4. Undang-Unclang Nornor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembenll1 kan Peratumn Perunclang-undangan 
(Lernharan Negm;-1 Repu hlik lndonesi;..i Tcihun 2011 
Nornor 82, Tarnbah'-ln l.crnh:=i.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 52-+3); 

::i. Peraturan Pemnint8.h Nornur 37 Tahu n 2007 ten tang 
l'flaksan<rdll Unclang-Unclang Nomor 23 Tahun 2006 
I en tang r\drnii1is11-asi :--:cpencludukan (Lembaran Negara 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

KESA TU 

KE DUA 

:.,-},-;:..-. '~~-- ---------- ------~--

! 

Republik lnclones1<\ Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 
Lfmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4736); 

6. Peraturan Presidfn Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Pt>rsyaratan clan Tata Cara Penclaftaran Penclucluk clan 
Catalan Sipil; 

7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 ten tang 
Penerapan Kartu Tancla Penducluk Berbasis Nomor 
Incluk Kepencludukan Secara Nasional sebagaimana 
telah cliubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 
Tahun 2010; 

, 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Pecloman Penerbitan Kartu Tancla Penclucluk 
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 
Tahun 2012 ten tang Anggaran Pendapatan clan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2012; 

10. Peraturan Bu pa ti Karmas Hulu Nomor 31 Tahun 2008 
tentang Busunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Kepencludukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas 
Hulu; 

11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja 
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2012. 

Surat Eclaran Menteri Dalarn Negeri Nornor 471.13/ 1565A/SJ 
tanggal 29 April 2011 Perihal Penerbitan NIK Tahun 2011 clan 
Pernantapan Persiapan Penerapan KTP Elektronik Tahun 
2012 

MEMUTUSKAN : 

Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penerapan Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di 
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 dengan susunan 
Keanggotaan sebagaiinana tercantum dalam Lampiran I dan II 
yang meru pakan bagian yang tak terpisahkan 
denganKeputusan ini. 

Tim Kelompok Kerja sebagairnana dimaksud dalarn Diktum 
KESATU se1anjutnya disebut Tim Pokja Penerapan Kartu 
Tanda Penduduk Elektronik mernpunya1 tugas sebagai 
berikut: 

A. TIM POKJA KABUPATEN/KOTA: 

1. rnernberikan sosialisasi penerapan Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik kepada Instansi pemerintah dan 
non pernerintah di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, 
tokoh masyarakat, tokoh agarna, masyarakat umum 
dan penduduk ; 
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KETIGA 

2. rnerencanakan clan nwmpcrsiapkan tern pat pelayanan 
~l~f) Elt>ktronil< sccara statis di rnasing-111asir1g 
kecanrntan clan operasionalisas1 pelayanan mobile 
f'nrolment ke daerah-daerah terpencil; 

3. rnelakukan fasilitasi, pengawasan supervisi pers1apan 
pelaksanaan penerapan Kartu Tanda Penduduk 
Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten dan tempat pelayanan masing-masing 
kecamatan; 

4. mempersiapkan Surat Pemanggil Penduduk Wajib KTP 
untuk Perekaman data dan pengambilan KTP 
Elektronik yang ditandatangani oleh camat; 

5. memilah hasil pencetakan {print out) surat panggilan 
wajib Kartu Tanda Penduduk per desa/kelurahan dan 
mengirimkan ke kecamatan; 

6. menyampaikan faporan perkembangan persiapan clan 
pelaksnaan penerapan Kartu Tanda Penduduk 
Elektron}k kepada Gubernur melalui Bupati; 

7. melakukan monitoring clan evaluasi penyelenggaraan 
pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. 

B. TIM POKJA KECAMATAN : 

1. melakukan sosiaJisasi kepada Kepala Dusun/Kepala 
Lingkungan, RW /RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama 
dan penduduk; 

2. menyediakan tempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk 
Ekktronik di kecamatan; 

3. menyampaikan surat panggilan kepada penduduk wajib 
Kartu Tanda Penduduk Melalui perangkat 
desa/kelurahan; 

4. membuat nomor antrian pelayanan Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik di tempat-tempat pelayanan; 

5. mengawasi dan mengambil langkah-langkah untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan Kartu 
Tanda Penduduk Elektronik di tempat-tempat 
pelayanan; 

6. membuat jadwal dan melakukan mobilisasi penduduk 
dari lingkungan tempat tinggal penduduk ke tempat 
pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; 

7. rnelakukan pemilahan Kartu Tanda Penduduk 
Elektronik per desa/kelurahan atau per 
lingkungan/dusun atau RT /RW; 

8. menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan Kartu 
Tanda Penduduk Elektronik kepacla Bupati. 

Tim POKJA Penerapan Kart u Tarn\ a Penduduk Slektronik 
Tingkat kabupaten dc:m keC8matan di kabupaten l\:apuas 
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!(EEMPAT 

Hulu Tahun 2012 clalam mclaksanakan tugas diberikan 
honorarium clengan besaran sebagaimana tercantum dalarn 
lampiran Ill clan IV yang merupakan bagian tak terpisahkan 
clengan Keputusan ini. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal cli tetapkan. 

' 

Ditetapkan di Putussibau 
pada tanggal 14 Maret 2012 

BUPATI KAPUAS HULU, 

1-~/ 

A. M. NASIR 

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 

Up. Direktur Jendral Administrasi Kepencludukan di Jakarta; 
2. Gubernur Kalimantan Barat; 

Up. Kepala Biro Kependuclukan clan Pencatatan Sipil Sekretarat Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak; 

3. Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau; 
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau; 
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui clan clilaksanakan sebagaimana 

mes tin ya; 
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' 

LAMPIRAN I 
h-:EPUTUSAN BUPATI MPUAS HULU 
NOMOR TAHUN 2012 
TENIANG 
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA 
PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONih: 
TING KAT KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012 

---;--

NO MOR JABATAN POKOK 

1 BUPATI KAPUAS HULU 
2 WAKIL BUPATI KAPUAS HULU 

3 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
HULU 
KEPALA DINAS h:EPENDUDUKAN DAN 

4 PENCATATAN SlPlL KABUPATEN KAPUAS 
HULU 
KEPALA BAGIAN ?EMERINTAHAN 

5 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 
KAPUAS HULU 
SEKRETARIS DINAS Kr'fPENDUDUKAN DAN 

6 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS 
HULU 

7 
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN 
KAPUAS HULU 

8 
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN 
KAPUAS HULU 

9 
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT 
DAERAH KABUPATEN I~PUAS HULU 

10 
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KAPUAS 
HULU ---------- ------

h:OMANDAN DlSTRlK MlLITER 1206 
11 

PUTUSSIBAU 
KEPALA BIDANG ADMINISTRASI 

12 
KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 
KAPUAS HULU 
KEPALA BIDANG INFORMASI 

13 
KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 
KAPUAS HULU 
KEPALA BIDANG PENCATATAN SIPIL DINAS 

14 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SlPlL 
KABUPATEN KAPUAS HULU 

KEDUDUKAN DALAM 
TIM 

PENANGGUNG JAWAB 
PENANGGUNG JAWAB 

PEN GA RAH 

KETUA 

WAKIL KETUA 

SEKRET ARIS 

ANGGOTA 

1 
ANGGOTA 

I 

ANGGOTA 

i ANGGOTA 

+ I 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 
• 

BUPATI KAPUAS HULU, 

/-.,,_._ 
A. M. NASIR 
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LAMPIRAN II 
h:EPUTUSAN BUPATI KAPUAS l!ULU 
NO MOR 97 TAHUN 2012 
TENT ANG 
SUSUNAN l\:EANGGOTAAN TliV1 h:ELOMPOh: h:ERJA 
PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONII\: 
TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012 

NOMOR I JABATAN POh:OK KEDUDUKAN DALAM 

i TIM 
1 2 3 

A. Kecamatan Putussibau Utara , 

1 CAMAT KETUA 
2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS 
3 Kepala Seksi Pemerintahan ANGGOTA 

i 4 Kep;.lla Seksi Trantib ANGGOTA 
5 Kepala Palisi Sektor ANGGOTA 
6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA 
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA 

! 8 Lurah Putussibau Kota ANGGOTA 
9 Seklur Putussibau Kot<[ ANGGOTA 
10 Lurah Hilir Kantor ANGGOTA 
11 Seklur Hilir Kantor ANGGOTA 
12 Kades Pala Pulau ANGGOTA 
13 Sekdes Pala Pulau ANGGOTA 
14 Kades Sinbau Hilir ANGGOTA 
15 Sekdes Sinbau Hilir ANGGOTA 
16 Kades Padua Menclalam ANGGOTA 
17 Sekdes Padua Mendalarn ANGGOTA 

I 18 Kades Datah Dian ANGGOTA 

~ 
19 Sekdes Datah Dian ANGGOTA 

---~---

20 I Kades Sibau Hulu ANGGOTA 

I 21 1 Sekdes Sibau Hulu ANGGOTA 
22 Kades Nanga Nyabau ANGGOTA 
23 .

1 Sekdes Nanga Nyabau ANGGOTA 
24 Kades Nanga Sambus ANGGOTA 

I 25 Sekdes Nanga Sambus ANGGOTA 
26 Kades Ariung Mendalam ANGGOTA 
27 Sekdes Ariung Mendalam ANGGOTA 
28 Kades Tanjung Karang ANGGOTA 
29 Sekdes Tanjung Karang ANGGOTA 
30 Kades Nanga Awin ANGGOTA 
31 Sekdes Nanga Awin ANGGOTA 
32 Kades Banua Tanga ANGGOTA 
33 Sekdes Banua Tanga ANGGOTA 
34 Kades Tanjung Beruang ANGGOTA 
35 Sekdes Tanjung Beruang ANGGOTA 
36 Kades Seluan ANGGOTA 

~· 

37 Sekdes Seluu.n 

! 38 Kades Tanjung Lasa 
39 Sekdes Tanjung Lasa 
40 Kades Sungai Uluk Palin 
41 Sekdes Sungai Uluk Palin 

' 

44 Kades Jangkang 
--~--

43 
I Kades Lauk 

Sekdes Lauk 
42 

----- -

ANGGOTA 
ANGGOTA 

. - ~ 

ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA 

I 

i ~ ANGGOTA 
-----;--_·-·-_-__ A_N_G_G_O __ T_A_ - I 

ANGGOTA 
-- ---------
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[ ··~~·.·· 1 sd:oCs j;;;Jgkcrng 

- -- - - -- ---- - - - ---r---------- ------

2 ! 
') 
,) 

------ - -- ·-- - ---
I 

---
I ANGGOTA 

-------L------------ -- ---------- - - --- ------------- ----- - -----

___ L___ _______ ---- ------- ------ - ------- ---- --· ---

I B. Kecamatan Bika ________ 

i 1 CAMAT -----=+ KETUA 
2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS !-- . - - ----

I 3 Kepala Seksi Pemerintahan ANGGOTA 
----

4 Kepala Seksi Trantib ANGGOTA 
- . 

5 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA 
6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA 
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA 
8 Kades Teluk Sindur ANGGOTA 
9 Sekdes Teluk Sindur ANGGOTA 
10 Kades Bika ANGGOTA 
11 Sekdes Bika ANGGOTA 
12 Kades Jelemuk ANGGOTA 
13 Sekdes Jelemuk ANGGOTA 

I 14 Kades Bika Hulu ANGGOTA 
I 15 Sekdes Bika Hulu ANGGOTA I 

I 16 Kades Nanga Manday ANG GOT A 
17 · Sekdes Nanga Man day~ ANGGOTA 
18 Kades Melapi Manday ' ANGGOTA .: 
19 Sekdes Melapi Manday ANGGOTA 
20 Kades Penyeluang ANGGOTA 
21 Sekdes Penyeluang ANGGOTA 

-
! 22 h.ades Jongkong Manday ANGGOTA I 

! 23 Sekdes __ Jongkong Manday ANGGOTA 
i 

C. Kecamatan Embaloh Hilir 
.. 

-------+---CT CAMAT KETUA 
SE KR ET ARIS CA MAT SEh:RETARIS 

-- --

3 Kepala Seksi Pemerintahan ANGGOTA 
~----- ·-----·-

I 4 . Kepala Seksi Trantib - ANGGOTA 
-- -------

' 5 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA 
:-6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA 

7 Kepala Puskesmas ANGGOTA 
8 Kades Nanga Embaloh ANGGOTA 
9 Sekdes Nanga Embaloh ANGGOTA 
10 Kades Keliling Sembulung ANGGOTA 
11 Sekdes Keliling Sembulung ANGGOTA 
12 Kades Nanga Palin ANGGOTA 
13 Sekdes Nanga Palin ANGGOTA 
14 Kades Nanga Lauk ANGGOTA 
15 Sekdes Nanga Lauk ANGGOTA 

~ 
16 Kades Pala Pintas ANG GOT A 

hl7 Sekdes Pala Pintas ANGGOTA 

~-- 18 Kades Lawik ANGGOTA 
19 Sekdes Lawik ANGGOTA 
20 Kades Kirin Nangka ANGGOTA 
21 Sekdes Kirin Nangka r--- ANGGOTA 
22 Kades Ujung E3ayur ANGGOTA 
23 Sekdes Ujung Bayur ! ANGGOTA 
24 Kacles Belat_ung 

I ANGGOTA 
----· ----···- -! 

25 . Sekcles Belatung i ANGGOTA 
---------·---------------- ------

-- --------------·· 

-- ---- --------- - - ----- --· 
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3 
~ 0~1~--CC:a!11~1a~; s-,ri-6a10-i1H1-11ll 

.1 CAMAT KETUA - ---------------· ------------ - -- ---- -----

2 SEI-.:I<ETARIS CAMAT 
--- I ------ ----------------+----------___, 
, 3 · 1-.:cpala Seksi Pernerin tahan i 
L---------------+---~------ ------------L----------j 

'-+ i I-.:epala Seksi Trantib i 
::> Ti-.:epala Polisi Sektor -----+-----------

6 i Komandan Rayon Militer 
r-

SEKRETARIS 
ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA 

7 ! Kepala Puskesmas ANGGOTA 

I 8 Kades Benua Martinus i ANGGOTA 
9 Sekdes Benua Martinus ANGGOTA 
10 Kades Menua Sadap ANGGOTA 
11 Sekdes Menua Sadap ANGGOTA 
12 ' Kades Pulau Manak ANGGOTA 

f---------+--------------- -------------+------------------I 

13 Sekdes Pulau Manal< ANGGOTA 
14 Ka<;ies Benua Ujung ANGGOTA 
15 Sekdes Benua Ujun,g ANGGOTA 
16 Kades Saujung Giling Manik ANGGOTA 

· ANGGOTA 17 Sekdes Saujung Gqing Manik 
-~~---------+----------------j 

18 Kades Ulak Pauk ANGGOTA 
19 Sekdes Ulak Pauk ANGGOTA 

: 20 Kades Langan Baru ANGGOTA 
' 21 Sekdes Langan Baru ANGGOTA 

22 Kades Batu Lintang ANGGOTA 
23 Sekdes Batu Lintang ANGGOTA 
24 Kades Rantau Prapat ANGGOTA 

ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA 

j 25 Sekdes Rantau Prapat 
! 26 Kades Tamao 

i 27 Sekdes Tamao _ ----------------~! _________ _______, 
--

---[ E. Kecamatan Bunut Hilir-- --------------~-
KETUA 

--

SEKRETARIS 
~ ~ ~~~;~TARIS CAMAT- ------------+------------

3 Kepala Seksi Pemerin tahan ANGGOTA 
4 Kepala Seksi Trantib ANGGOTA 
5 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA 
6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA 
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA 
8 Kades Bunut Hilir ANGGOTA 
9 Sekdes Bunut Hilir ANGGOTA 
10 Kades Bunut Hulu ANGGOTA 
11 Sekdes Bunut Hulu ANGGOTA 
12 Kades Teluk Aur ANGGOTA 

1----------

13 Sekdes Teluk Aur ANGGOTA 
_ 14 Kades Nanga Tuan ANGGOTA 

15 Sekdes Nanga Tuan ANGGOTA 
16 Kades Ujung Pandang ANGGOTA 

ANGGOTA 17 Sekdes Ujung Pandang I 
-""------------+----------------j 

ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA 

18 Kades Empangau ____________________ 1~----------1 1 19 I Sekdes Empangau 
1--2-o------+-l-K_a_d_e_s_T_e_1n~b~a-n~g~----------------r 

r-----------2-1 ----1 Sekdes Tembang 

ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA 

~- 22 __ J_ Kades Bu_n __ u_t_T_e_n~g~a_h ___________ ---+----------------1 

23 i Sekel es Bu nut Tengah I 
-------'"'----------------+------------------j 

~-- -2_::+ __ -=J-K~~cles-F:;1ii t2a_b ______________ +-------------------j 

ANGGOTA ! __ __J.') : S(·Gcl~~-~I]ti!Ja12____ ________________ __]____ ________ ~ 
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------r 
1 I 

------------------ ------ -·--·---+---------- -----------' ----26--1 Kades -Kapuas Raya ANGGOTA 
- - -27--ISe!zdes hapuas Raya --------- - ------------+------A-NGG_O_T_A ___ __, 

2 3 

28 1 Kades En__,1p~a_n~g~a_l_1 _H_i_li_r __________ --+-____ ANGGOTA 
__ 29_ fSekdes Empangau Hilir ANGGOTA 

1 F. Kecamatan Bunut Hulu 

i 1 CA MAT KETUA 
2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS 
3 Kepala Seksi Pemerin tahan ANGGOTA 

I 4 Kepala Seksi Trantib ANGGOTA 

I 5 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA 
I 

6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA 
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA 
8 Kades Nanga Suruk ANGGOTA 

-
I 9 I Sekdes Nanga Suruk ANGGOTA 

I 10 Kades Temuyuk ANGGOTA 
11 Sekdes Temuyuk ANG GOT A 
12 Kades Nanga Semangut ANGGOTA 
13 Sekdes Nanga Semangut ANGGOTA 

----

14 Kades Nanga Dua f ANGGOTA 
15 Sekdes Nanga Dua ANGGOTA 
16 Kades Selaup ANGGOTA 

- --

17 Sekdes Selau p ANGGOTA 
18 Kades Riyam Piyang ANGGOTA 
19 Sekdes Riyam Piyang ANGGOTA 
20 Kades N anga Pa yang I ANGGOTA 

---

I 21 Sekdes Nanga Payang ANGGOTA 
I 22 Kades Batu Tiga ANGGOTA i 

~ 
Sekdes Batu Tiga I ANGGOTA 
Kades Semangut Utara ANGGOTA 

i Sekdes Semangut Utara 
---

20 ANGGOTA 
r 26 

-- ----

Kades Segitak ANGGOTA 

I 27 Sekdes Segitak ANGGOTA 
I 28 Kades Nanga Kelibang ANGGOTA 

29 Sekdes Nanga Kelibang ANGGOTA 
30 Kades Sungai Besar ANGGOTA 
31 Sekdes Sungai Besar ANGGOTA 
32 Kades Bakong Permai ANGGOTA 
33 Sekdes Bakong Permai ANGGOTA 
34 Kades Beringin ANGGOTA 
35 Sekdes Beringin ANGGOTA 
36 Kades Pantas Bersatu ANGGOTA 
37 Sekdes Pantas Bersatu ANGGOTA 

---------------~----------------------1 

G. Kecamatan J ongkong 
1 CAMAT KETUA 
2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS 
3 Kepala Seksi Pemerintahan ANGGOTA 

e---------+----"------------------------+------------~ 
4 Kepala Seksi Trantib ANGGOTA 
5 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA ! 

I 6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA 
f 7 Kepala Puskesmas ANGGOTA 
r------8--+-K_a_._d_e_s_J_o_n_g_k_o_n_g_K_1:-. r--:i -H-,-,il,-,-ir-----------t----A-N-::-G-=-=G--=0::---:T=-A-:-------J) 

9 Sekdes Jongkong Kiri Hilir ANGGOTA 
;--------+-----~--'"'--------------j------·----------~ 

' _____ l_O __ ___l___K_-a_cl_e_s_J_o_n~g"'-k_o_n~g~K_a_n_a_n ___________ : ______ _!_~ l'J_G_J\~_Q_T_A ____ _ 
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~,:'~~-~.>fj..,._ - - ---- ·-- -- - ____ .... _._ -·-- -- -------- ........ ~.--q...-,,___~ ~--~....,,_- ......... ..---,-~ ... m---~--~ 
l 

·----- --------- ------~-------- -- ------- - ----- ------- ------

l- /i 2 3 
----1 - --------- ---

Sckdes J ongkong _l\:anan ANGGOTA i -- --- ---

I 12 Kades Jongkong Kiri Hulu ANGGOTA i 
-----

H3 Sekdes Jongkong Kiri Hulu i ANGGOTA __j -- ------
' 

I 14 Kades Jongkong P('lS_<_l:r 
I 

ANGC~OTA ----1 --·--- .. ·-! 15 Sekdes Jongkong Pasar ANGGOTA 
16 Kades Ujung Said I ANGGOTA 
17 Sekdes Ujung Said I ANGGOTA I 
18 Kades Nanga Temenang I ANGGOTA 
19 Sekdes Nanga Temenang ANGGOTA 
20 Kades Ujung Jambu ANGGOTA 
21 Sekdes Ujung Jambu ANGGOTA 
22 Kades Bontai ANGGOTA 
23 Sekdes Bon tai ANGGOTA 
24 Kacjes Joki Kiri Tengah ANGGOTA 
25 Sekdes Joki Kiri Tengah ANGGOTA 
26 Kades Jongkong Tanjung ANGGOTA 
27 Sekdes Jongkong Tanjung ANGGOTA 
28 Kades Kandung Suli ANGGOTA 

---
29 Sekdes Kandung Suli ;, ANGGOTA 

--

30 Kades Penepian Raya ANGGOTA 
31 Sekdes Penepian Raya ANGGOTA 
32 Kades Karya Baru ANGGOTA 
33 Sekdes Karya Baru I ANGGOTA 

---

34 Kades Nanga Serian ANGGOTA 
35 Sekdes Nanga Serian I ANGGOTA 

--

H. Kecamatan Hulu Gurung 
1 CAMAT. I KETUA 

-----

I 

2 SEKRETARIS CAMAT i SEKRETARIS 
3 Kepala Seksi Pemerintahan I ANGGOTA 

I 4 Kepala Seksi Trantib ANGGOTA --
5 Kepala Polisi Sektor - -- .. . 

ANGGOTA-.. ----

6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA 
--7 Kepala Puskesmas ANGGOTA 

8 Kades Nanga Tepuai ANGGOTA 
9 Sekdes Nanga Tepuai ANGGOTA 
10 Kades Landau Kumpang ANGGOTA 
11 Sekdes Landau Kumpang ANGGOTA 
12 Kades Nanga Iyen ANGGOTA 
13 Sekdes Nanga !yen ANGGOTA 
14 Kades Lubuk Antuk ANGGOTA 
15 Sekdes Lu buk An tuk ANGGOTA 

---1-
16 Kades Parang ANGGOTA 
17 Sekdes Parang ANGGOTA 
18 Kades Kelakar ANGGOTA 
19 Sekdes Kelakar --------= ANGGOTA 
20 Kades Bugang ANGGOTA 
21 Sekdes Bugang ! ANGGOTA 

i 22 Kades Mentawit ! ANGGOTA 
-

I 
23 Sekdes Mentawit i ANGGOTA I 

24 Kades Tani Makrnur ANGGOTA 
--------- -

25 Sekdes Tani Makmur : ANGGOTA I 
------ -··-- - -- - __ _____J 

26 Kades Simpang Senara ' ANGGOTA i 
------ ----- -- -- - -----·---

27 Sekdes Sirnpang Senara ANC~GOTA ! 
--· --------- -- --------·-- -----j 

28 Kades Beringin .l\NGC;OTA I 

-·-·------ ----- - - -- - ---- -- -- - ----- - ---- --
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i 

' ' I 

, ___ i-=---~------ - - . . . ______ 2__ 
: 29 ; Sekc!cs Benngrn 

3 _________ j 

ANGGOTA ~ 

~ 3Q_ __ j-~e-s Sejahtera Mandiri 
------------------------------

ANGGOTA 
---

31 I Sekcles Sejahtera Mandir~i_ ANGGOTA 
32 I Kacles Karya Mandiri 
33 Sel-des Karya Mandiri 

ANGGOTA 

" ,. J 
-- ;-

I 
34 hades Mubung I ANGGOTA 

----+--
35 Sekdes Mubung i ANGGOTA I - - --- -- I 

I 36 Kades Tunas Muda ! ANGGOTA 

ANGGOTA 

-

37 Sekdes Tunas Muda ! ANGGOTA 

I. Kecamatan Selim bau 
' "---

1 CAMAT ! KETUA 
2 SEKRETARIS CAMAT I SEKRETARIS i 
3 Kepala Seksi Pemerintahan I ANGGOTA -- - -
4 Kepala Seksi Trantib I ANGGOTA l -

5 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA ------

6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA 
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA 

-- -

8 Kades Gudang Hulu ANGGOTA ---

9 Sekdes Gudang Hulu / ANGGOTA 
10 Kades Gudang Hilir ANGGOTA 
11 Sekdes Gudang Hilir ANGGOTA 

---·--

12 Kades Dalam ANGGOTA 
13 Sekdes Dalam ANGGOTA 
14 Kades Nibung AN.GGOTA - ------ ---------- ---

15 Sekdes Nibung ANGGOTA 

~ 
··-------

16 ' Kades Piasak Hilir 
I 

ANGGOTA 
-----

17 Sekdes Piasak Hilir I ANGGOTA 
------·-

! I 18 Kades Piasak Hulu ANGGOTA 
-- - ---- - --------- - ___ -------l 

19 Sekdes Piasak Hulu I ANGGOTA I ------ ---- --------- -
I 20 Kades Engkrengas _______ ANGGOTA 

------ ------ ----- ---- ----r------- --

21 Sekdes Engkrengas I ANGGOTA 
--------· 

22 Kades Gerayau ANGGOTA 
23 Sekdes Gerayau ANGGOTA 

--

24 Kades Ban uis ANGGOTA 
--

25 Sekdes Banuis ANGGOTA 
26 Kades Sekulat ANGGOTA 
27 Sekdes Sekulat ANGGOTA 
28 Kades Nanga Leboyan ANGGOTA 
29 Sekdes Nanga Leboyan ANGGOTA 
30 Kades Semalah ANGGOTA 
31 Sekdes Semalah ANGGOTA 
32 Kades Vega ANGGOTA 
33 Sekdes Vega ANGGOTA 

--

I 

34 Kades Mawan ANGGOTA 
35 Sekdes Mawan ANGGOTA 

---- -------~-

36 Kades Tempurau ANGGOTA 
37 " Sekde::, Tempurau ANGGOTA 

--------

I 38 i Kades Titian Kuala ANGGOTA 
----

39 Sek.des Titian Kuala I ANGGOTA 
40 ! Kades Sekubah ANGGOTA 

------· ----------

4 1 !_ Sek.des Sekubah ANGGOTA 
--- --

- --- ---- --- ---- ---- -----

J. Kecamatan Semi tau t ~------- ---------· --- ---- -- ------

1 · C\ i'v1 AT KETUA I 
-- - ---- - ---- --------- - ------- - ------
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2 

-----

ANGC,QTA 
----------

ANGGOTA 
ANGGOTA 

Kcpala St>ksi Pt>rnnintahan ___J__ 
Kepala St>ksiTi:ar1tilJ - ~-==~-===-~~--==_-_,_,1 ------------~ 
Kepala Palisi Scktor 

i cf 
I 
i J 

ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA 

>--[ __ 7_---+l-~_:~~~-~-a8_n_~~1~~~~~:Militc~----- -=~~---------r------------
1 8 !(ades Scmitau Hulu 

i6 

! 9 Sekdes Semitau Hulu 1 ANGGOTA 
10 Kades Kenerak ANGGOTA 
11 Sekdes Kenerak ANGGOTA 
12 Kades Nanga Seberuang ANGGOTA 
13 Sekdes Nanga Seberuang ANGGOTA 
14 Kades Entipan ANGGOTA 
15 Sekdes Entipan ANGGOTA 
16 Kades h:enepai Komplek ANGGOTA 
17 Sekdes h:enepai Komplek ANGGOTA 
18 Kades Semitau Hilir ANGGOTA 
19 Sekdes Semitau Hilir ANGGOTA 
20 Kades Nanga Kenepai ANGGOTA 
21 Sekdes Nanga KenepCJ.i ANGGOTA 
22 Kades Tua" Abang f ANGGOTA 
23 Sekdes Tua" Abang ANGGOTA 
24 Kades Marsedan Raya ANGGOTA 
25 Sekdes Marsedan Raya ANGGOTA 
26 Kades Nanga Lemedak ANGGOTA 

ANGGOTA 
-~ 

! 27 Sekdes Nane:a Lemedak 
l-----------+------~~~-------------------+---------

ANGGOTA 
- --

28 Kacles PaDung Kumang 
c------+-------

ANGGOTA 
--

ANGGOTA 
ANGGOTA 

- 29 1 Sekdes PaDung Kumang -----------+-----------

,___ __ 3_0_---+-j-Kac!es Sekeclau --------------+: _________ __. 

, ___ 3_1_~1_S_ckde0eke_c:Lau --------------------------~!_ -------------; 
f---- --- -·-------·--- - --------- -· ------·-----~----- - ____________ ___, 

i K. Kecamatan Sebcruan_g__ __ 
1 CA MAT 

·------~-

KETUA 
2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS 
3 Kepala Seksi Pemerintahan ANGGOTA 

Kepala Seksi Tran tib ANGGOTA 
Kepala Palisi Sektor ANGGOTA 
Komandan Rayon Militer ANGGOTA 
Kepala Puskesmas ANGGOTA 
Kades Sejiram ANGGOTA 
Sekdes Sejiram ANGGOTA 
Kades Beluis Harum ANGGOTA 
Sekdes Beluis Harum ANGGOT/\ 
Kades Gurung ANGGOTA 
Sekdes Gurung ANGGOTA 
Kades Bati ANGGOTA 

1----------1-----------· -·-
' Sekdes Bati ANGGOTA 

ANGGOTA 
ANGGOTA 

Kades Belikai ANGGOTA 
Sekdes Belikai ANGGOTA 

-----+----------------------------+--------------j 

Kades Ranyai ANGGOTA i 
Sekdes Ranyai ANGGOTA I 
Kacles Emperiang ANGGOTA I 

ANGC,QTA Sckdes Emperiang 
-----------~----------
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r----- - --- -- ----- ------- -··- - - - - -------·- ·--- - --------- --------

L_-~ 2 ,, 
,_) 

- - - ------ --- ------- -- --- ---- -- -- - ------------- -·--

I 2'-t 1-.:acies Pala" Kota ANGGOTA 
[---- -- ·----- -- -- -----·--- -------

r Sckdes Pala" Kota ANGGOTA -:1 
~----- - --- ---- ----·--- - --------- -- - - ------- - --

i 26 _ 1-.:acles Nanga LQ!__ ______ ANGGOTA ------- -- --
i )/ : Sekdes Nanga Lot ______ ANGGOTA f--- _-_ - . -

' 28 , hades Tanjung Keliling I ANGGOTA 
l--:29-~ 

----·-· .. ----r-
i Sekdes Tanjung Kel_iE12_g__ ANGGOTA 

I 30 : Kades Tajau Mada --r ANGGOTA I 

I 'l 1 
i Sekdes Tajau Mada ANGGOTA ~--

Kades J erenjang ANGGOTA 
I 33 Sekdes Jerenjang ANGGOTA 
I 34 Kades Bekuan ANGGOTA 

35 1 Sekdes Bekuan ANG-GOT A 
36 Kades Na. Pala ANGGOTA 
37 Sekdes Na. Pala ANGGOTA 

L. Kecamatan' Ba tang Lu par 
1 CAMAT KETUA 
2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS 

----- --.., 
Kepala Seksi Pemerin tahan ANGGOTA J 

-----

4 Kepala Seksi Trantib i ANGGOTA 
5 Kepala Palisi Sektor f ANGGOTA 
6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA 

---- -----

7 Kepala Puskesmas ANGGOTA 

'------
8 

1 

Kades SETULANG ANGGOTA 
--------- ---

L 9 ANGGOTA Sekdes SETULANG --
10 I Kades SEPADAN ANGGOTA 

-----
I 1 1 1 Sekdes SEPADAN ANGGOTA I 

--

l 12 Kades SUNGA! AJUNG ANGGOTA 

I 13 Sekdes SUNGA! AJUNG ANGGOTA 
I 14 

1 
Kades SUNGA! ABAU ANGGOTA 

r·-lS I, Sekdes SUNGA! ABAU 
---------- --- -

ANGGOTA 

~~i(£~~-- / Kades LABIAN 
------------

ANGGOTA 
17 Sekdes LABIAN ANGGOTA 

-

18 Kades MENSIAU ANGGOTA 
19 Sekdes MENSIAU ANGGOTA 
20 Kades MELEMBA ANGGOTA 
21 Sekdes MELEMBA ANGGOTA 
22 Kades SUNGA! SENUNUK ANGGOTA 
23 Sekdes SUNGA! SENUNUK ANGGOTA 
24 Kades LANJAK DERAS ANGGOTA 
25 Sekdes LANJAK DERAS ANGGOTA 
26 Kades LABIAN IRAANG. ANGGOTA 
27 Sekdes LABIAN IRAANG. ANGGOTA 

f---

M. Kecamatan Empanang 
--

1 CAMAT KETUA 
2 SEKRET ARIS CAMAT SEKRETARIS 
3 Kepala Seksi Pemerin tahan ANGGOTA 

r-----

i 4 Kepala Seksi Trantib ANGGOTA ~ f-----
I Kepala Palisi Sektor I 5 ANGGOTA I 

-------·- -- --
6 Komandan Ra on Militer ANGGOTA 

---------

7 Kepala Puskesmas ANGGOTA 
8 Kades Kaling Panggau ANGGOTA 

---------- ----- -----t ___ , 
9 Sekdes Kaling Panggau I ANGGOTA 

-------

10 Kades Nanga Kantuk ANGGOTA ---
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£~),,~~-
1· 

2 
11 ---t-se;c:cksNan~a J'·rntui:- ----- --

- - -- ~------- - - - - --- - --~ 
I .-, 

---- --f---- ---~---
' ANG COTA I 

I ' '- ( OC \.c '- I J T 
--- ---·--- - -- - ----_ I 1'2 

1 
h:aclcs Titin Peninjau ANGGOTA 

-· -------------- ------ ----

13 i Sekcles Titin Peninjau ! ANGGOTA 
----- -----,--:-- --------

I --~i_ ____ i h:acles Desa Bajau Andai i ANGGO'fA 
I 15 · Sekdes Desa Bajau Andai 

---- ---------1 
ANGGOTA 

i 16 Kades Desa Kumang Jaya 

I 
ANGGOTA I 

I 
17 Sekdes Desa Kumang Jaya ANGGOTA I -- - -

I 18 Kades Desa Laja Sandang ANGGOTA 

i 19 Sekdes Desa Laja Sandang ANGGOTA 

N. Kecamatan Badau 
I 1 CAMAT KETUA 

2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS 
3 Kepala Seksi Pemerintahan ANGGOTA 
4 Kepala Seksi Trantib ANGGOTA 
5 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA 
6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA 

~ 
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA 

-- ------

8 Kades BADAU ANGGOTA 
------------

9 Sekcies BADAU i ANGGOTA 
10 Kades JANTING ANGGOTA 
11 Sekdes JANTING ANGGOTA 

-----

~ 
12 Kades SEMUNTIK ANGGOTA 
13 Sekdes SEMUNTIK ANGGOTA 

I 14 Kades KEKURAK _ __J ANGGOTA 

i 15 Sekdes KEKURAK I ANGGOTA 
16 Kades PULAU MAJANG ANGGOTA 

I 17 Sekdes PULAU MAJANG ANGGOTA 
-

18 Kades SERIANG ANGGOTA 
i 19 Sekdes SERIANG i ANGGOTA 

- -----------· - -;----

20 Kades TINTING SELIGl I ANGGOTA 
------- -----

21 Sekdes TINTING SELIG! ANGGOTA 
22 Kades SEBINDANG ANGGOTA 

I 23 Sekdes SEBINDANG ANGGOTA 
24 Kades TAJUM ANGGOTA 
25 Sekdes TAJUM ANGGOTA 

0. Kecamatan Silat Hilir 

I 1 CAMAT KETUA 
2 SE KR ET ARIS CAMAT SEKRETARIS 
3 Kepala Seksi Pemerintahan ANGGOTA 

I 4 Kepala Seksi Trantib ANGGOTA 
I 5 Kepala Polisi Sektor ANGGOT1\ i 

! 6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA 

L_ 7 Kepala Puskesmas J 
ANGGOTA 

I 8 Kades Perigi 

--- ~-~ 
ANGGOTA 

I 9 Sekdes Perigi ANGGOTA 
I 10 Kades Baru -------- - - ----- ANGGOTA 
I 
I 11 Sekdes Baru ANGGOTA ~- - --

i 

12 J Kades Pangeran I ANGGOTA 
I 

-- ----- - -- - -- --
I 

I 
13 ; Sekdes Pangeran I ANGGOTA 

I Kades Miau Merah 
-- ----

14 ANGGOTA 
------ - - --------- ----- --· 

I 15 Sekdes Miau McTah I ANGGOTA 
----- -·--- --

16 h:acles Setunggul I ANGGOTA 
- --- - - - --- - --~ 

: 17 ~e kcles _S~tll_~1_ggu I ______ I ANGGOTA 
- -------- -- -- - -- - ·---- ----- --
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---~---~---------r--- -- _l ___ -r -
~-- --1--------
1 __ 1~_ LJi:ades Sungai Sena 

2 
-----~---r 

3 ----------------- ------T-- ANGGOTA 
_____________________ _l_ _______ _ 

'tz~"'!!t>O~- -- --- -

\ 

I 
c--

l 9 f Sckdes Sungai _Sen~_ ANGGOTA 
--- --------------+-------------· 

20 Kades Penai i ANGGOTA 
21 ! Sekcles Penai ANGGOTA 

c-------r---------------------------~-----------------' 

22 Kades Nanga Nuar : ANGGOTA 
23 Sekcles Nanga Nuar I ANGGOTA 

+-------r-----~-------------------+----------4 

24 Kades Bongkong / ANGGOTA 
25 I Sekdes Bongkong f ANGGOTA 
26 Kades Seberu I ANGGOTA 
27 Sekdes Seberu ANGGOTA 
28 Kades Sentabai ANGGOTA 
29 Sekdes Sentabai ANGGOTA 
30 Kades Rumbih ANGGOTA 
31 Sekdes Rumbih ANGGOTA 
32 Kades Bukit Penai ANGGOTA 
33 Sekdes Bukit Penai ANGGOTA 

P. Kecamatan Silat Hulu 
I 1 [c_A_M_A_T _________________ --~ ______ ,__ ___ K_'E_T_u_A ____ _ 

2 SEKRETARIS CAMAT . SEKRETARIS 
3 Kepala Seksi Pemerin-t~r--h_a_n_ ANGGOTA 

-------------+--------------! 
4 Kepala Seksi Trantib ANGGOTA 
5 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA 
6 Komandan Rayon Militcr ANGGOTA 
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA 
8 Kades Nanga Dang_kan.)____________ ANGGOTA 
9 Sekdes Nanga Dangkan. l ANGGOTA 
10 Kades Belimbing ANGGOTA 
11 Sekdes Belimbing ANGGOTA 
12 Kades Nanga Ngcr_i _____________________ 

1 
___ A_N_G_G_O __ TA ___ -1 - ~; ~:~~~SL~~~~~ i~~~;--- --- ------ -- ------+i---~-~-~-~-~-~-~-- --

15 Sekdes Landau Badai ANGGOTA 
16 Kades N anga Lu ngu ANGGOTA 
17 Sekdes Nanga Lungu ANGGOTA 
18 Kades Nanga Luan ANGGOTA 
19 Sekdes Nanga Luan ANGGOTA 
20 Kades Riam Tapang ANGGOTA 
21 Sekdes Riam Tapang ANGGOTA 
22 Kades Lebak Najah ANGGOTA 
23 Sekdes Lebak Naiah ANGGOTA 
24 Kades Dangkan Kota ANGGOTA 
25 Sekdes Dangkan Kota ANGGOTA 
26 Kades Perjuk ANGGOTA 
27 Sekdes Perjuk ANGGOTA 
28 Kades Landau Rantau ANGGOTA 
29 Sekdes Landau Rantau ANGGOTA 

c - -----+------------------------------+------------< 
Kades Entebi ANGGOTA 

-------------------------------+------------i 

Sekdes Entebi ANGGOTA 

· 34 Kades Selimu ANGGOTA L 35 1 Sekdes Selimu ANGGOTA 

H2 1 Kades Sclangkai ANGGOTA 
~~3- ! Sekdes Selangkai ANGGOTA 
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i 1 L___ - -------- -- 2 
i-O- Kccarnatan Putussibau Selatan 
I 

----

I .1 CA MAT 

. "'!__~~.~·:,.---

I 

---- ------ -----

l~ETUA 
--------- ------- ----------r-------- ·- --·-

2 SEI\:RET ARIS CA MAT SEhRETARIS I ' ---- ----i--------- --

I 3 Kepala Seksi Pernerintahan ANGGOTA 
- ----------------------- --------

~ 4 hepal9- Seksi Trantib I ANGGOTA 
5 Kepala Polisi Sektor 

. ----------------i--- -
ANGGOTA 

6 homandan Rayon Militer ANGGOTA 
7 Kepala Puskesrnas ANGGOTA 
8 Lurah KEDAMIN HULU ANGGOTA 
9 Seklur KEDAMIN HULU ANGGOTA 
10 Lurah KEDAMIN HILIR ANGGOTA 
11 Seklur KEDAMIN HILIR ANGGOTA 
12 Kades SUNGA! ULUK ANGGOTA 

i 13 Sekdes SUNGA! ULUK ANGGOTA 
14 Kaqes JARAS ANGGOTA 
15 Sekdes JARAS ANGGOTA 

-

16 Kacles MELAPI ANGGOTA 
17 Sekcles MELAPI ANGGOTA 
18 Kacles INGKO' TAMBE ANGGOTA 

- ·--

19 Sekcles INGKO' TAMS_§___ ANGGOTA 
20 Kacles SAYUT ANGGOTA 
21 Sekel es SA YUT ANGGOTA 
22 Kacles SUKA MAJU ANGGOTA 
23 Sekdes SUK.A MAJU ANGGOTA 
24 Kacles CEMPAKA BARU ANGGOTA 

i 25 Sekcles CEMPAKA BARU ANGGOTA 
--

26 hades BERINGIN JAYA ANGGOTA 
-------

! 27 Sekcles BERINGIN JAYA ANGGOTA 
--

28 Kades BUNGAN JAYA _ ANGGOTA 
I 29 Sekdes BUNGAN JAYA ANGGOTA 
~30 ----

hades TANJUNG LOKANG ANGGOTA 
31 Sekdes TANJUNG LOKANG ANGGOTA 
32 Kades URANG UNSA ANGGOTA 
33 Sekdes URANG UNSA ANGGOTA 
34 Kades KEDAMIN DARAT ANGGOTA 

35 Sekdes KEDAMIN DARAT ANGGOTA 
36 Kades TANJUNG JATI ANGGOTA 
37 Sekdes TANJUNG JATI ANGGOTA 
38 Kades KEREHO ANGGOTA 
39 Sekdes KEREHO ANGGOTA 

R. Kecamatan Kalis 
1 CAMAT KETUA I 

2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS 
~-

i 3 Kepala Seksi Pemerintahan ANGGOTA 
4 h:epala Seksi Trantib ANGGOTA 

5 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA 

6 Komandan Rayon Militer r ANGGOTA 

7 Kepala Puskesmas ANGGOTA 

8 Kacles NANGA SEBINTANG 1 ANGGOTA 

9 Sekdes NANGA SEBINTANG ANGGOTA 
i 10 h:ades NANGA LEBANGAN 

-j 
ANGGOTA \ 

i 11 Sekdes NANGA LEBANGAN i ANGGOTA 

12 Kadcs NANGA KALIS ANGGOTA 
--· ----

13 Sekdes NANGA KALIS ANGGOTA 
---- - --- - ----- ---- -

' 
i 

I 

l 
I 

I 

I 
! 

42303.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



P.-- .r 

~==-1- -~ .---=---_ -~--~-------~~-~J --·~ - -- _ _ __ _ __ - :~==~-~L~-----=~-----, 

f----~~- -~~=l~~~t:~~~Al~~~ITi~------ ----- -- ~~gg~~:~ ~ 
r- ltSU-- l~ades BAHENA!~----=--~~~- ------~-~--=-~-~-- ANGGOTA_~~ 
I 17 Sekdes BAHENAP ____________ ANGGOTA ___j 

Kades NANGA TUBUK i ANGGOTA 
----+----------------- ---- --- ---- -------f-----------~ 

Sekdes NANGA TUBUI~ ANGGOTA 
f---------+------------------------------+----------------1 

Kades NANGA DANAU ANGGOTA 
Sekdes NANGA DANAU ANGGOTA 
Kades KENSURAI ANGGOTA 
Sekdes KENSURAl ANGGOTA 
Kades RANTAU KALIS ANGGOTA 
Sekdes RANTAU KALIS ANGGOTA 
Kades KALIS RAY A ANGGOTA 
Sekdes KALIS RAY A ANGGOTA 
Kac;les TEKUDAK ANG GOT A 

ANGGOTA 
-

Sekdes TEKUDAK 
f-------t-----------~--------------- ____ __j____ -----------< 

Kades SEMERANTAU ANGGOTA 
Sekdes SEMERANTAU ANGGOTA 

-----1---------------------------+----------
Kades TAPANG DA'AN ANGGOTA 

r------+-------------------- -----<----------------------1 

ANGGOTA 
ANGGOTA 

Sekdes TAPANG DA~------------------- ------------------1 

Kades SEG !AM 
ANGGOTA Sekdes SEGIAM 

---!-------------------- --------+--------------! 
Kades PENIUNG ANGGOTA 
Sekdes PENIUNG ANGGOTA 
Kades RIBANG KADENG '' ANGGOTA 
Sekdes RIBANG KADENG ANGGOTA 

-~ 

ANGGOTA 
ANGGOTA 

Kades RANTAU BUMBUN 
1 

c------~S_e_k_d_e_s_RA_N_T_A_U_B_U_M_B_U_N ____ -- ___ ----- ----'--1--------------
I ------ ---------------------------1 
L S. Kecamatan Boyan Tanjun_~g __ 

I 
----- --------- 1 1 CA MAT KETUA 

--- --- ------------i 
2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS 

----

3 Kepala Seksi Pemerin tahan ANGGOTA 
4 Kepala Seksi Trantib ANGGOTA 
5 Kepala Palisi Sektor ANGGOTA 
6 Komandan Ravon Militer ANGGOTA 
7 Kepala Puskesmas ANGGOTA 
8 Kades NANGA DANAU ANGGOTA 
9 Sekdes NANGA DANAU ANGGOTA 
10 Kades BOYAN TANJUNG ANGGOTA 
11 Sekdes BOYAN TANJUNG ANGGOTA 
12 Kades RIAM MENGELAI ANGGOTA 

13 Sekdes RIAM MENGELAI ANGGOTA 
14 Kades NANGA SANGAN ANGGOTA 

-------

15 Sekdes NANGA SANGAN ANGGOTA 

16 Kacles SRI WANG! ANGGOTA 
---- -

17 Sekdes SRI WANG\ ANGGOTA 
---- - ---

18 !(ades NANGA BOYAN ANGGOTA 
~ 

------ --------

I 19 Sekdes NANGA BOYAN ANGGOTA 
I ------- ·-------
I 20 Kacles NANGA BETUNG ANGGOTA I -------------- --- -

21 Sekdes NANGA BETUNG ANGGOTA 
-------

22 Kades MUJAN ANGGOTA 
-- ---- ·------·---

23 Sekdes MUJAN i ANGGOTA 
---- --

24 : Kades NANGA JEMAH ANGGOTA 
---------- ----- ------

• Sekdes NANGA JEMAI I ANGGOTA I 
___J 
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-- ---1- -~ ------· __________ 2 ___________ --- ----- --i-- --- - 3-----·~ 

,--20- --i-Kac!esTUBANGJAYA ---- ~--, ANGGOTA 
---- ------------------------

' _ _ '27 _ _ i Sekdes TUBA NG JAYA ~~·- = ANGGOTA 
. .28 I Kades KARYA MAJU ------ ====A=N=G_,G_O_T_A __ ----< 

__ _12 -~ekdes 1-,::ARYA MAJU ANGGOTA 
___ 30 I Kades LANDAU MENTAIL ANGGOTA 

----+---
31 Sekdes LANDAU MENTAIL ANG GOT A 

I 32 Kades DELINTAS KARYA ANGGOTA 
i 33 i Sekdes DELINTAS KARYA ANGGOTA 

34 Kades TELUK GERUGUK ANGGOTA 
I 35 Sekdes TELUK GERUGUK ANGGOTA 

36 Kades NANGA RET ANGGOTA 
37 Sekdes NANGA RET ANGGOTA 

i 38 Kades PEMA WAN ANGGOTA 
i 39 Sekdes PEMAWAN ANGGOTA 
i ; 
1 T. Kecamatan Mentebah 

1 CAMAT KETUA 
2 SE KR ET ARIS CAM AT SEKRETARIS 

ANGGOTA 3 Kepala Seksi Pemerintahan ___________ -t--------------j 
4 Kepala Seksi Trantib ; ANGGOTA 

I 5 Kepala Palisi Sektor ANGGOTA 
ANG GOT A ' 

i 6 Komandan Rayon Militer 
7 Kepala Puskesmas ANG GOT A 

ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA 

I 8 Kades NANGA MENTEBAH 
~9 Sekdes NANGA MENTEBAH 
J~O Kades TEKALONG 

11 Sekdes TEKALONG ANGGOTA 
I 12 Kades SUKA MAJU ANGGOTA 

ANGGOTA ! 
------·------------·--!------------! 

13 Sekdes SUKA MAJU 
14 Kades KEPALA GURUNG ANGGOTA 
15 Sekdes KEPALA GURUNG ANGGOTA 
16 Kades TANJVNG ANOGOTA-
17 Sekdes TANJUNG ANGGOTA 
18 Kades NA. MENARIN ANGGOTA 
19 Sekdes NA. MENARIN ANGGOTA 
20 Kades TANGAI JAYA ANGGOTA 
21 Sekdes TANGAI JAYA ANGGOTA 
22 KadesTANJUNGINTAN ANGGOTA 
23 Sekdes TANJUNG INTAN ANGGOTA 

U. Kecamatan Pengkadan 
1 CAMAT KETUA 
2 SEKRETARIS CAMAT SEKRETARIS 

ANGGOTA 
ANGGOTA 

r----3
4 
__ __.j_K_e~p_a_l_a_S_e_k_si_· P_e_m_er_i_n_tah_an ________ -+-------------i 

Kepala Seksi Trantib 
5 Kepala Polisi Sektor ANGGOTA 
6 Komandan Rayon Militer ANGGOTA 

ANGGOTA 
ANGGOTA 

i!---_7 __ +--K_e.Lp_al_a_P_u_s_k_e_s_m_a_s __ ---c---c:-::-::-------- __ ·--·-t-----------

8 Kades KERANGAN PANJANG 
9 Sekdes KERANGAN PANJANG ANGGOTA 

10 Kades MAWAN ANGGOTA 

11 Sekdes MAW AN ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA I 

12 Kades MARTA DANA ----+---------------------.,,----------
13 , Sekdes MARTA DANA 1 

, __ 1 ~- I Kades BUAK LIMBANG ANGGOTA 
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t 

3 ,­
;~ 

----

~l']:cks BtJ/\l-~ Ll\1 H \\(~ 
-------------_ ------ ·------, 

ANC1GUT", i 

________________________ !\NGCOJ,A. ____ 1 ,­
J / Sckcles RIAM PAN.J1\f-Jc; ANGGOTA ! 

l S I<acles PERIVJAT'\ 
--------~-- -------

l CJ , Sekcles PERIVIArn 
L--2-0 i 1-..:acles HULU PSNGKAUf\N 
------

i 21 Sekdes HULU PENGKP.DAN 
! 22 Kades PINANG LAKA 

I 23 Sekdes PINANG LAKA 
24 Kades SASAN 
25 Sekdes SASAN 
26 Kades PENGKADAN HILIR 
27 Sekdes PENGKADAN HILIR 
28 I Kades SIRA JAYA 
29 . Sekdes SIRA JAYA 

I 

-- I 
I 

___ ____l_ 
I 
I 

i 

---+ 
j 

I 
I 

ANGGOT.'-\ 
ANGGOTA 

---
ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA 
ANGGOTA 

I 

I 
i 

I 
I 

I 
!--------------------------------------------1 

V. Kecamatan Suhaid 

~ 4 
5 
6 

i---
7 
8 
9 
10 
11 

r 12 
13 

!--
14 

~-----

15 
16 
17 
18 

Kades KERENGAS 
Sekdes KERENGAS 
Kacles MANTAN 
Sekdes MANTAN ANGC:10TA : 
Kades NANGA SUHA~---------------~-- - - /\NGGO;-fA ____ ! 

---+------------- ----- ------- ------·----------- ------ _ ____J 

Sekdes NANGA SUHAID . ANCC10TA ~ 
-------------- ------·-~-----

Kades TANJUNG i ANGGOTA 
Sekdes TANJUNG 1----- ANGGOTA 

----------! 

Kades MADANG PERMAI ANGGOTA >------+---------------------------+------ ---------1 

Sekdes MADANC PERMAI i ANGGOTA 19 
20 1-------+---K-a_d_e_s_L_A_U_T_T_A __ W_A_N_G----------:----ANGGOTA 

21 Sekdes LAUT TAWANG ANGGOTA 
22 Kades LUBUK PENGAIL ANGGOTA 
23 Sekdes LUBUK PENGAIL ANGGOTA 
24 Kades MANAPAR ANGGOTA 
25 Sekdes MANAPAR ANGGOTA --
26 Kades JONGKONG HULU ANGGOTA 
27 
28 
29 

Sekdes JONGKONG HULU I - ANGGOTA L__ ____ --j 

Kacles TANJUNG HARAPAN I ANGGOTA 
Sekdes TANJUNG HARAPAN : ANGGOTA 

--- ----- --- ·----~------------< 

f------------------- - ---· ------- -- - - -------------------! 

0Y. K~camatan Puring Ke_r:ica_n~_ 
_i __ L__ CAMAT ____________________ _ 
i 2 SEKRETARIS CAMJ\T 
1------ ---------- -- -------------

1 I-..:epala Sek~j Pe_J1:i_t>_tjt1_tahan __ _ 
11-..:epala Seksi T!-ai1tib _____________ _ 

_ -+----- 1-..:ETUA 
_._J __ --~ SEh:RETi\RIS 

ANGGOTA 
ANGGOTA 

I Kepala Palisi 0ektor ________________ _ 
__ ___§ ___ J__l\.ormillct811 ~~8~·ol_1-Mi_Iir<"J-____ _ 

ANGGOTA 
ANGGOTA 

_________ AN_G_c,_o_T_A _ ___J 
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----- -----~------- -

1 2 
8 

! 9 
f----
I 10 L-

j Sekdes SUNGA! ANTU _ _______________ _ _ ANGGOTA 
___ J__Kades MARAK,L\I PANJANC _____ ________________ _ _ ANGGOTA 

----I 

i 
i 1 1 i Sekdes ivIARAMI PANJAN 1:~ ANGGOTA 
c--

12 
13 I

-Kades KANTUK ASAM ANGGOTA J 
Sekdes KANTUK ASAM ANGGOTA ----~i 

14 
15 r----f-1-~_:_i_~:s}-~~~~KB~~~JT ___________ ---------'--------~~ggg~~ 
16 
17 
18 
19 

ANGGOTA 
;\NGGOTA 

---
ANGGOTA 
ANGGOTA 

1 Kades SUNGA! MA WANG 
\ ~ekdes SU~GAI MA1vVANG _________________ _ 
I h.ades LANG_A_U ____ _ 
: Sekdes LANG.AU 

~--~-- ------------ --

BUP_A,TI KA_PU/\S HTJLU 

,'\. f-,.I_ NASIR 

---i 
! 
i 
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~1:-:'PUTU.SAN BUPP.TI Kc\P!Ji\S HU! r_ 

N()fVICJR 97 Tf\HUN 20 L! 
TENTANG 
D.:\FTAR BESARAN HONORAf<IUM Tli\'I 1-J~:_ ; ;i;C;i< !-~ER.Jr\ 
PEI·~EPJ>.PAN 1".ARTU TANDA PENDUDC1-~ EL;~;·.=L::ul<IK TINGhJ'.rj KECAI'v1ATAN 
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012 

t~EDUDUI{AN DALA_iv: C: :'I 
' 

------~--- ------~---------------

1. i KETUA 

i 

-; . · ~EI -R L'1· /\ R 1 s· i ._) \.. L.1 11. -< ,_ 
I 

i ANGGOTA 
f 

BESARAN HONOR 

Rp 

Ep 

PERBULAN 
---------1 

I 

2so.ooo,oo I 
I 
i 
I 

200.000,00 i 
I 
I 

150.000,00 i 
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Q_ £ • -..e. .y ... i> •r,-ji·~····· 
-"A·>orr~·----' -. 

NOrduF< 97 TAHUN 2012 
TENTANG 
DAFTAk BSSARAN HONOP'-''\RIUI\11 TIM r~ELOivlFCJk KERJA 
PENEPJ\.PAN MRTU TANDA PENDUDUh: ELEI~TF:ONIK TINGhAT KP.BUPATEN 
DI l:(}\BUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012 

-- --- --·--
1 

NO!'vlOP KEDUDUKAN DALAM TIM , 
1 
l. . PENANGGTJNG JAW AB 

PENGARAH 

' kETUA PELAKSANA f 

-~. W f\KIL KE TUA PELAKSANA 

SEI~RET ARIS 

.:\NC;C~OTA 

---------------; --

BESARAN HONOR 
PERBULAN 

\ Rp 
I 

300.000,00 

I 

i f-<p 275.000,00 

RD 250.000.00 

Rp -225.000,00 

Rp l00.000,00 

Pp l S0.000,00 

--------- _j 

BUPAT! I~PUAS 1-!ULU, 

A. M. NASIR 
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PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU 

NOMOR 1,32 TAHUN 2015 

TENT ANG 

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN KTP ELEKTRONIK 
DI KABUPATEN KAPUAS HULU 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI KAPUAS HULU, 

Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan 
keberhasilan penerapan Kartu Tanda Penduduk 
Elektronik ,(KTP-el) yang berbasis Nomor Induk 
Kependudukan (NIK), perlu penunjukan T.;naga 
Pelayanan di setiap tempat Pelayananan KTP 
Elektronik di masing-masing Kecamatan di 
Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu menetapkan 
Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu 
tentang Penunjukan Tenaga Pelayananan 
Penerapan KTP Elektronik Tahun 2015 di 
Kabupaten Kapuas Hulu; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
\Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia • 
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4674) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5475); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negq.ra 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5657); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2007 tentang Pelaksanaan Undatig-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia lahun 2007 Nomor 80, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4736) sebagaimana di ubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 
Administrasi Kependudukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia· Tahun 2012 
Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5373); 

5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 
ten tang Pengelolaan Informasi 
Kependudukan; 

6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 
tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 
Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk 
Berbasis Nomor Induk Kependudukan 
Secara Nasional; 

8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk 
Berbasis Nomor Induk Kependudukan 
Secara Nasional sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 
2010; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 
Tahun 2011 ten tang Pedoman Penerbitan 
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor 
Induk Kepencludukan secara Nasional; 

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 
Tahun 2011 tentang Peclonrnn Pengka_iian, 
Pen gem bangan clan Pengelolaan Si stem 
.\d min istrasi l\cocnclud ukan; 
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Menetapkan 

KESA TU 

KE DUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KE LIMA 

KEEN AM 

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 
Tahun 2012 ten tang Tata Cara Pelaporan 
Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan; 

12 Pera tu ran Dae rah N om or 18 Tahu n 2014 
Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas 
Hulu Tahun Anggaran 2015; 

13 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 
Tahun 2014 ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015; 

MEMUTUSKAN : 

f 
Penunjukan Petugas Pelayanan KTP Elektronik 
di kabupaten Kapuas Hulu tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari keputusan ini. 

Petugas Pelayananan KTP Elektronik 
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 
\Vajib menjamin kerahasiaan data penduduk 
yang direkam. khususnya untuk Petugas 
Pelayanan diharuskan untuk membuat surat 
pernyataan mengenai kesiapan melaksanakan 
pekerjaan hingga masa kontrak selesai. 

Dalarn melaksanakan kewajibannya sebagai 
Petugas Pelayanan KTP Elektronik kepada 
yang bersangku tan berhak menerima / 
mendapatkan honorarium setiap bulan yang 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 
Tahun 2015. 

Petugas Pelayanan KTP Elektronik 
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU • 
dapat diangkat kembali. 

Petugas Pelayanan KTP Elektronik 
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESA TU, 
apabila diberhertikan atau berhenti atas 
permintaan sendiri, tidak berhak 
mendapatkan / menuntut pesangon. 

Pe tu gas Pelayanan KTP Elektronik 
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, 
setiap \\·aktu dapat dibebas tugaskan dari 
peke1jaannya sebagai Tenaga Pelayananan 
KTP Elektronik apabila tidak memenuhi 
ke\vajiban sf'bagaimana mestinya a tau 
melanggar kctcntuan yang berlaku. 
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KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku sejak clitetapkan 
dengan ketentuan berlaku surut sejak tanggal 
1 Januari 2015 dan berakhir sampai dengan 
31 Desember 2015. 

f 

Di tetapkan di Putussibau 
pada tanggal 

BUPATI KAPUAS HULU, 

~~~ 

A.M. NASIR 

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau; 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau; 
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas 

Hulu di Putussibau; 
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau; 
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau: 
6. Para Camat se-Kabupaten Kapuas Hulu; 
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. 
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LAJ\1PIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI KA.PUAS HULt' 
NOMOR TJ\HUN 2015 
TENT ANG 
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN KTP ELEKTRONIK DI 
KABUPATEN KAPUAS HULU 

! NOMOR I NAMA PETUGAS 

I A. K~CAMATAN PUTUSSIBAU ~TARA 3 
i 

~ 

JABATAN 

I 1 I ET! SAFARI YAN! 
2 ! MARSE LA LIDA. ST A 

PELAYANAN I 
PELAYANAN~ 

B. KECAMATAN BIKA 
1 I SILVESTER SOMARTONO LAMAN§!:A -=c__ PELAYANAN 

l ____ 1_____i__I_HONY JAROP SOEKA ____________ l_ ____ jJELAYANA~------

I
: C. KECAMATAN EMBALOH HILIR r--- ------------ 1' 

I 1 I SU HARDI PELA y ANAN 
2 I M. ALI IM RAN PELA y ANAN __J 

I 
I 

~AMATAN EMBALOH HULU -- -- ---- ---------i 
r-~ 

1 

FABIANus HENDRA KURNJAWAN-----=----r----F'Ifi:t\-YA"NAN __J 
2 YULIANA THERESIA LINDA _l PELAYANAN i 

>------~-------- -------i 

! 

E. KECAMATAN BUNUT HILIR ______,,, 
1 RISl{Y MUNGGARAN - 1 PELAYANAN 

~-2_ 1 UDI RUSMANTYO -------------- -----i_~ ___ P __ ELA)'_ANA __ N ~ 

i F. KECAMATAN BUNUT HULU ---- ~ 
r---1---r SULASNO -------------- PELA YANAN ___J 

I 2 I SURY ADI PELA y ANAN I 
G. KECAMATANJONGKONG 

1 I JAMALLUDIN I PELA YANAN 
2 I MARW AN EFENDI I PELA YANAN 

H. KECAMATAN HULU GURUNG 
1 I RATNA SUMIRAT I PELA YANAN 
2 I NUR HAYADILAWATI, A. Md. 

- I PELA YANAN 

ECAMATAN SELIMBAU I 
1 I MURJANI R!TONGA A.Md . I PELAYANAN -=i 
2 _ NISA WAHYUNI _ _ ___ _L_ PELA YANAN I 

~~- KECAMATAN SEMITAU - _______ ___ ___ _____________ _ J 
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UNIVERSITAS TERBUKA 

Nomor 
Lampi ran 
Perihal 

KEM ENTER I AN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNlVERSITAS TERBUKA 
Unit f'rogram BelajarJarah .lauh (llf'IU.J-UT) Pontianak 

JI. Kary<i l3akti. Pontinnal-; 78121 
T clcron: 0.5(1 I -736107. 730~9 l. 760791. F ;il-;sim i Jc: 0561-736107 

Lnm;in: ut-po11tia11al-Ji/.ut.<1c.icl 

0319a/UN31.43/LL/2015. 

Koordinasi dan Dukungan Data 
Penelitian. 

12 Maret2015. 

Yth. Ka. Kantor Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu 
Di-
Putussibau 

Dalam rangka penyelesaian studi dan pembuatan Tugas Akhir Program Magister 
(TAPM) mahasiswa Universitas Te~uka UPBJJ Pontianak yang tersebut di bawah ini : 

Nam a 
NIM 
Program 

Judul TAPM 

MARGARETHA HERAWATI 
500022461 
Pascasarjana 
Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik 
"Proses lmplementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 
(e-KTP) di. Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu." 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berkenan kiranya Bapak/lbu memberikan ijin 
kepada mahasiswa yang dimaksud untuk melaksanakan kegiatan Koordinasi dan 
Dukungan Data Penelitian di Kantor yang Bapak/lbu pimpin. 

n Pumomo, SE. 
07 0 200501 1 002 
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